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ABSTRAK

Narna : Dwiana Anugrahwati

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi
dan Arbitrase

Tesis ini membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar
pengadilan dan bentuk-bentuk alternatif penvelesaian sengketa yang berkembang saat
ini, antara lain adalah mediasi dan arbitrase. Dalam penulisan ini digunakan metode
penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan
kepustakaan, terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum. Tipologi
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris. Tujuan
penelitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu
gejala. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data
yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan guna mendapatkan landasan hukum
dan teoretis. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana para
pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk
bertindak sebagai mediator — penengah. Mediator adalah seorang fasilitator yang
dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai
nilai perselisihan jika diperlukan, akan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan. Proses penyelesaian sengketa konstmen melalui mediasi,
merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, untuk
memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution). Apabila Konsumen
dan Pelakn Usaha tidak mencapai kata sepakat (dead lock} dalam proses mediasi,
berdasarkan Pasal 6 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konsumen dan Pelaku Usaha membuat
kesepakatan secara tertulis untuk mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase
atau arbitrase ad-hoc. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar peradilan ‘umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa, untuk mencapai kata sepakat. Arbiter adalah
seorang fasilitator yang bertugas memeriksa dan memberikan putusan arbitrase secara
jujur, adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu
yang telah ditentukan, keputusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat dan
langsung dapat dilaksanakan. Apabila Konsumen dan Pelaku Usaha tidak mencapai
kata sepakat (dead lock) dalam proses arbitrase, Konsumen dan Pelaku Usaha diberi
kesempatan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
kemudian melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri di tempat Konsumen yang
dirugikan, apabila telah ada penctapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, dan salah satu
pihak keberatan atas keputusan tesebut, dapat langsung mengajukan proses kasasi
ke Mahkamah Agung, pengecualian ini berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1)
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian,
proses litigasi (win-lose solution) merupakan pilihan terakhir dalam proses
penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha.

Kata kunci:
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Mediasi, Arbitrase.
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ABSTRACT

Name : Dwiana Anugrahwati
Study Program : Notariat Magister
Title : Consumer Dispute Resolution Effort Through Mediation and

Artbitration Process.

The focus of this study is discussing the Alternative Consumer Dispute
Settlement out of court and other forms of alternative dispute resolution which are
currently developing, mediation and arbitration. In this research methods i.e. a way to
get data from materials on the library, in particular those related to legal questions.
Typology of research used in this study is explanatoric. The purpose of this study is to
describe or explain more explanatoric phenomena. Data used in this research is
secondary data, the data obtained through a literature search to obtain a legal basis and
theory. Mediation is a process of dispute resolution where the parties utilize an
independent third party to act as a mediator who does not have the authority to make
decisions, by using various procedures, techniques and skills to assist the parties to
settle their disputes through negotiation. Mediator is a facilitator who is also in some
type of mediation provides a non-binding agreement. The process of seitlement of
consumer disputes through mediation, is one of court dispute resolution alternatives,
to achieve mutually beneficial (win-win solution). If the Consumer and Business
Actors do not come to agreement (dead lock) in the mediation process, in accordance
with Article 6 paragraph 9 of Law No. 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative
Dispute Resolution, Consumer and Business Actors make a written agreement to
submit a settlement through arbitration institution or ad-hoc arbitration. Arbitration is
a way of settlement of civil disputes outside the civil court based on the arbitration
agreement is made in writing by the parties to reach agreement. Arbiter is a facilitator
in charge of checking and giving the award to be honest, fair, objective, and in
accordance with the applicable provisions within the allotted time, the decision of the
arbitration is binding and can be implemented directly. If consumers and
entrepreneurs Actors do not reach agreement (dead lock) in the arbitration process,
consumers and business Principles are able to exercise their right to file an objection
on the basis of the Supreme Court of Indonesia Regulation No. 1 Year 2006 on the
procedure for objections to consumer disputes seftlement body sclutions, then
delegate this case fo the District Court at the place of the injured consumers if the
definition of the District Court, and one of the parties opposed to the professional
level in these decisions, and can be submitted an appeal to the Supreme Court, in
accordance with the provisions of article 43, paragraph (1) Act No. 14 years in the
Supreme Court in 1985. Therefore, the process of dispute (win-lose solution) is the
last option in the process of resolving disputes between consumers and business
agents.

Key Words:
Alternative Dispute Resolution, Consumer, Mediation, Arbitration.
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis yang melanda Indonesia sejak 1997 sangat mempengaruhi kehidupan
dan penghidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah felah berusaha secara maksimal
untuk dapat keluar dari krisis multidimensi tersebut agar dapat mewujudkan apa yang
dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sesuwai dengan pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk dapat mewujudkan
kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh sebab itu, kesinambungan
pembangunan nasional harus terus dipelihara, sebagaimana diarahkan dalam
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan usaha bersama antara
masyarakat dan pemerintah dalam rangka mengisi kemerdekaan yang
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya perumahan
bagi rakyat. Perumahan merupakan masalah nasional, terutama di daerah perkotaan
yang berkembang pesat serta di daerah pedesaan yang masth membutuhkan
perumahan yang layak huni. Oleh karena itu, pembangunan perumahan perlu
ditangani secara mendasar/menyeluruh, terarah dan terpadu oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan keikutsertaan secara aktif usaha swasta dan swadaya
masyarakat.'

Penting dan mendesaknya masalah perumahan telah diantisipasi oleh kabinet
pembangunan dengan membentuk Kantor Menteri Negara dan Perumahan.

Pembentukan kementrian tersebut menunjukkan bahwa masalah perumahan

! Marjam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, cet.1, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 179.
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merupakan masalah yang kompleks dan karena itu membufuhkan pernanganan yang
khusus.?

Pelaku usaha atau produsen memiliki peranan yang cukup besar dalam bidang
perdagangan. Kegiatan usaha yang dilakukannya dapat membantu untuk melengkapi
kebutuhan hidup sehari-hari bagi konsumen. Konsumen bisa saja dijadikan objek
aktivitas bisnis oleh pelaku usaha, dengan melalui berbagai bentuk promosi, cara
penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen, yang bertujuan
untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedudukan pelaku usaha dan
konsumen juga berakibat menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi
yang lemah, maka hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha ini perlu
untuk lebih diperhatikan dan dilindungi oleh hukum.’

Pelaku usaha cenderung lebih kuat kedudukannya daripada konsumen, karena
pelaku usaha Iebih profesional dalam bidangnya yaitu sebagai pihak yang menguasai
teknik penjualan dan lebih mengenal dengan baik tentang produk barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan. Konsumen masik dinilai lemah kedudukannya dibanding
dengan pelaku usaha, karena konsumen sebagai pihak yang masih awam dan biasanya
kurang mengerti benar mengenai produk barang dan/atau jasa yang telah atau yang
akan dibuat oleh pelaku usaha, konsumen juga merupakan pihak yang lebih
membutuhkan sehingga dalam posisinya konsumen cenderung dirugikan.

Perlindungan konsumen di Indonesia semula diperkenalkan secara luas kepada
masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen yaitu pendidikan, penelitian
atau pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen.* Adanya orientasi
organisasi yang diperkenatkan di tahun 1970-an dan ditandainya dengan Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang lebih menekankan pada perlindungan
konsumen. Hal ini dilakukan setelah terdapat sejumlah persoalan yang mengakibatkan
kerugian fisik dan material bagi para konsumen.’

Ketidakberdayaan konsurmmen dalam menghadapi pelaku usaha ini sangat
merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku vsaha berlindung
dibalik Standard Contract atau Perjanjian Baku yang telah ditandatangani oleh keduva

2 fpid, hal. 180.

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007}, hal. 37.

* Yusuf Shofie, 21 Porensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konswmen, (Jakarta:
PIRAC, 2003), hal. 1.

3 Jbid, hal. 2.
Universitas Indonesia

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi
»semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen ®

Keberadaan YLKI sangat membanfu dalam upaya peningkatan kesadaran atas
hak-hak konsumen.” Hasil dari perjuangan dan penantian yang cukup panjang dari
masyarakat terhadap gerakan perlindungan konsumen yang telah dilakukan menuntut
adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang pada
akhimya terjawab dengan dibuat dan diundangkannya peraturan yang disebut sebagai
Umbrella Act yaim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2000.° Lahirnya
Undang-Undang Nomor 8 Tshun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini
diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha.”

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan
hukumn yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku
usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, tetapi
pelaku usaha juga memiliki kewajiban, yang beberapa diantaranya yaitu memberikan
informast yang benar, jelas, jujur, dan selalu beritikad baik dalam melakukan
usahanya.

Konsumen pun memiliki kewajiban seperti membaca dan mengikuti petunjuk
informasi yang ada pada barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan
transaksi pembelian barang dan/atau jasa, serta membayar sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati. Pelaksanaan kewajiban tersebut melahirkan adanya hak-hak yang
dimiliki oleh konsumen dari si pelaku usaha yaitu seperti hak untuk mendapatkan
keamanan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk didengar, hak

® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

7 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarla- PT Gramediz Widissarana
Indonesia, 2004), hal. 95.

! Ibid.

® Widjaja dan Yani, op.cit., hal. 2.
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untuk memilih, hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan
nilai tukar yang diberikan dan hak untuk mendapat ganti kerugian.

Rumah merupakan salah satu produk dalam bidang bisnis atau perdagangan
yang paling diminati oleh masyarakat sekarang ini, terlebih lagi sulitnya mendapatkan
tempat vang indah dan nyaman, yang cocok untuk ditempati sesuai dengan selera
konsumen. Perdagangan dalam bidang jual-beli rumah ini menyebabkan adanya pihak
pengembang (developer) yang melakukan pembangunan perumahan pada suatu
wilayah tertentu. Berbagai tipe rumah yang ada dalam area perumahan yang dibangun
kemudian akan dijadikan objek untuk diperjual-belikan kepada masyarakat luas baik
melalui pameran, brosur maupun iklan. Penjualan dalam objek rumah yang dilakukan
oleh pengembang (developer) pun ada yang secara fisik sudah dibangun dan siap
untuk dihuni oleh konsumen, tetapi ada juga rumah yang dijadikan objek jual-beli
tersebut belum dibangun, melainkan hanya dalam bentuk rancangan atau ide
pengembang, yang baru akan muiai dibangun apabila sudah dipesan lebih dulu oleh
konsumen pemesan rumah, yaitu dengan pembelian rumah secara inden.

Pembelian rumah secara inden atau pembelian rumah melalui sistern pesanan ini
akan menjadi masalah apabila terjadi ketidak-sesuaian pelaksanaan terhadap apa
yang telah diperjanjikan antara pelaku usaha dengan konsumen, seperti halnya
dalam perjanjian jual-beli yang telah disepakati, misalnya masalah ketidak-sesuaian
pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pengembang dan

_ konsumen.

Penawaran barang dan/atau jasa melalui pesanan memiliki kemungkinan
merugikan karena adanya kerawanan yang terkandung dalam praktik perdagangan
yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, secara tegas diatur di dalam
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan
dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
dijanjikan.
2. Tidak menepati janji atas snatu pelayanan dan/prestasi.

Selain itu, jika dilihat dari Pasal 4 Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseclamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
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b. hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

¢. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak vntuk mendapatkan pembinazan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.10

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
merupakan piranti hukum yang melindungi konsumen, sehingga tidak dirugikan oleh
para pelaku usaha. Hal tersebut perlu diatur karena pada umumuya konsumen di satu
sisi berada pada pihak yang lemah dan sering dirugikan ketika mengkonsumsi suatu
barang dan/atau jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Kepala Bidang Pengaduan
YLKI, Tbu Yani Aryanti Putri, Sarjana Hukum, di Kantor YLKI, Kamis, 15 April
2010, bahwa pengaduan konsumen dalam komoditas perumahan selama tahun 2009
Ibeljumlah 72 (tujuh puluh dua) kasus, yang terbanyak di bulan April sebanyak
20 (dua puluh) kasus, antara lain masalah keterlambatan serah terima mumah,
sertifikasi, tidak ada fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang terbanyak adalah
pengaduan Apartemen Kalibata Regency yang tidak memiliki Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB), yang dibangun oleh PT. Pradani Sukses Abadi selaku pengembang.

Sengketa biasanya dimulai dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak fain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat
subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok.
Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of inferest.
Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak
kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama,
selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan

" Indonesia, Undang-Undang Tenrang Perlindungan Konsumen, UU No. 8, LN No. 42
Tahun 1999, TLN No. 3821.

Universitas Indonesia

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang
dinamakan dengan sengketa.''

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang
bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendiriar/pendapat yang
berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan
mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh
kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang
(pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang
mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.'?

Apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang
timbul secara baik-baik, penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk
diselesaikan di luar hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan
undang-undang bagi yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Jadi, yang dijadikan
dasar hukum dalam alfernative dispute resolution atau mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara. Masalah ini
diakui oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase)
tetap diperbolehkan,"

Sebenamya, sistem penyelesaian sengketa sederhana, cepat, dan biaya ringan
telah dipancangkan sebagai salah satu asas dalam peradilan Indonesia. Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah menjadikan sistem yang sangat
Jundamentum tersebut dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Jadi, secara teoretis,
tuntutan dunia bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa secara informal
procedure sudah tertampung dalam perundang-undangan Indonesia."

Penyelesaian  sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses.
Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan,
kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif)

di lvar Pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial

"' Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase, (Jekarla: Ghalia
Tndonesia, 2000), hal. 34.

2 1bid.
" Ibid, hal. 16.
Y Ibid,
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yang belum mampu merangku! kepentingan bersama, cenderung menimbulkan
masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mabhal, tidak
responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.
Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat
"win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan
yang diakibatkan karema hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah
secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan
tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya
kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan
bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan ini umumnya dinamakan dengan 4lternative Dispute Resolution (ADR)."

Ada yang mengatakan kalau Alternative Dispute Resolution (ADR) ini
merupakan sikius gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian
sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "moving quick!y”, menuntut cara-cara
yang "informal procedure and be put in motion quickly”. Sejak tahun 1980, di
berbagai negara Alternative Dispute Resolution (ADR) dikembangkan sebagai jalan
terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan
tertkuras sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga eksekutif, malahan
menjerumuskan usaha ke arah kehancuran.'® Atas dasar itulah dicarikan piiihan
lainnya daiam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikembangkan di
berbagai negara baik di belahan barat, seperti Amerika Serikat maupun di belahan
timur seperti Jepang dan Cina. Diterimanya lembaga-lembaga alternatif secara baik ini
dikarenakan alasan praktis dan kebudayaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
baik di Barat maupun di Timur memiliki banyak kelemahan baik karena pertimbangan
waktu maupun biaya yang diperlukan untuk itu. Faktor budaya yang berkembang
di Cina dan Jepang cenderung mengesampingkan pengadilan sebagai tempat
penyelesaian sengketa. Karena alasan-alasan praktis, penyelesaian alternatif semakin

berkembang di Amerika Serikat maupun Jepang.'’

'3 Rachmadi Usman, Penpelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003), hal. 3.

' M. Yahya Harmahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 280-281.

"7 Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusen Pengadilan, cet.1, (Jakarta: Chandra Pratama,
2000), hal. 104.
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Dikembangkannya Alternative Dispute Resolution {(ADR) juga didukung oleh
beberapa faktor, antara lain (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai
budaya; (2) penyelesaian bersifat non adversial, (3) memungkiﬁkan semua pihak baik
yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan
dalam perundingan; (4) tercapainya win-win solution.'®

Menurut Black’s Law Dictionary pengertian Afternative Dispute Resolution
(ADR) adalah:

“Term refers to procedures for settling disputes by means other than litigation;
e.g., by arbitration, mediation, mini-trials. Such procedures, which are usually
less costly and more expeditious, are increasingly being used in commercial and
labor disputes, divorce actions, in resolving motor vehicle and medical
malpractise fort claims, and in other disputes that would likely otherwise involve
court litigation.”'”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Altematif
Penyelesaian Sengketa di dalam Pasal 6 juga menekankan penyelesaian sengketa
alternatif melalui arbitrase, yaitu sebagai berikut:

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak
melzlui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan
Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui aliernatif penyelesaian
sengketa scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam
pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan
tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2} tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak,
sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau
lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi
sebuah lembaga arbitrase atau lembaga altemnatif untuk menunjuk seorang
mediator.

(5) Setelah penunjukkan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif sengketa, dalam waktu paling Jama 7 (tujuh) hari usaha mediasi
harus sudah dapat dimulai.

'8 Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Allernatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan™
Majalah Hukum Dan Pembangunan 3 (Jull-September 2004), hal. 195.

¥ Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (SL Paul, Minnesota: Wesl Publishing Co.,
1998), hal. 51.
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(6) Usazha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 3¢ (tiga puluh} hari harus tercapai
kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak
yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis
adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7} wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh)} hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan
kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui
lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Dewasa ini mulai dikembangkan cara-cara penyelesaian sengketa yang sesuai
dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk altematif penyelesaian sengketa yang berkembang
adalah arbitrase, selanjutnya berkembang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lain,
seperti Negosiasi, Konsiliasi dan Mediasi. Dalam penulisan tesis ini, Penulis akan
mengkhususkan membahas bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang
berkembang saat ini, antara [ain adalah mediasi dan arbitrase.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang
berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak
 sebagai mediator - penengah, akan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan. Menggunakan berbagai prosedur, teknik dan ketrampilan
membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mercka melalui perundingan.
Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang dalam beberapa bentuk mediasi
memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan,
tetapi tidak diberi wewenang membuat keputusan yang mengikat.>®

Dalam rangka menjalankan dar menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Undang-Undang memberikan alternatif
penyelesaian sengketa melalui badan di luar sistem peradilan yaitu Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya mengenai penyelesaian
sengketa melalui mediasi juga diurajkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

% priyatna Abdurrasyid, drbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengheta Suatu Pengantar,
(Jakarta: PT FIKAHATI ANESKA bekerja sama dengan BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA, 2002), hal. 23.
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"Tugas dan wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:
Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi.”

Konsumen selaku pihak yang sering dirugikan, dapat mengadukan masalahnya
kepada YLKI atau BPSK, kemudian oleh YLKI atau BPSK akan dicarikan jalan
keluarnya dengan cara mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Apabila tidak
tercapai kesepakatan, para pihak dapat meneruskan perkaranya ke BPSK yang
merupakan perwujudan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Kasus-kasus yang akan dibahas dalam tesis ini adalah kasus penyelesaian
sengketa konsumen melalui mediasi di YLKI sebagai alternatif penyelesaian sengketa
yang tidak mencapai kata sepakat, dilanjutkan ke BPSK dan kasus penyelesaian
sengketa konsumen untuk meminta kembali uwang yang telah dibayarkan ke
pengembang yang wanprestasi melalui proses arbitrase di BPSK yang tidak mencapai
kata sepakat, dilanjutkan ke Pengadilan Negeri kemudian Kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

Dengan demikian, proses litigasi merupakan pilihan terakhir menyelesaikan
sengketa. Sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa,
baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, guna menghasilkan
kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses
perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkan
kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis membatasi perumuszn

masalah dengan mengemukakan permasaiahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di YLKI dan
BPSK?

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen untuk meminta kembali uang
yang telah dibayarkan ke pengembang yang wanprestast melalui proses arbitrase
di BPSK?
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C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penelitian,
“Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun
teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian
tersebut diadakan analisa dari konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan
diolah.”'

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan
konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.Z
Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi
ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan
yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di
dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan”

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu
cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang
berhubungan mengenai masalah hukum.’® Pendekatan ini dilakukan dengan
mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis terhadap data hukum,
yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap masalah mediasi
dan arbitrase yang meliputi proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa di YLKI dan BPSK dan proses penyelesaian
sengketa konsumen untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan ke
pengembang yang wanprestasi melalui proses arbitrase di BPSK dari berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan perlindungan
konsumen, mediasi dan arbitrase.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksplanatoris. Tujuan penelitian cksplanatoris adalah menggambarkan atau
menjelaskan lebih dalam suatu gejala® Maksud dari penelitian ini adalah untuk

memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang proses penyelesalan sengketa

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Perelitian Hukum Normatif Suaty Tinjauan
Singkat,ed.1, cel.9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul Press, 2007), hal. 42.
2 Ibid, hal. 7.
 Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, op.cit, hal. 14.

% Sri Mamudji ef. af., Metode Peneflitian dan Perulisan Hukum, (lakarta: Badan Penerbil
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 4.
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konsumen melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di YLKI dan
BPSK dan proses penyelesaian sengketa konsumen untuk meminta kembali vang yang
telah dibayarkan ke pengembang yang wanprestasi melalui proses arbitrase di BPSK.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau studi dokumen guna
mendapatkan landasan hukum dan teoretis tentang proses penyelesaian sengketa
konsumen melalui mediasi di YLKI dan BPSK dan proses penyelesaian sengketa
konsumen untuk meminta kembali vang yang telah dibayarkan ke pengembang yang
wanprestasi melalui proses arbitrase di BPSK.

Sumber hukum yang digunakan berupa:

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau peraturan
perundang-undangan lainnya;

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum
primer berupa buku-buku dan makalah-makalah tentang perlindungan
konsumen, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dan arbitrase;

¢. bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum
primer dan sekunder berupa kamus hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perlindungan konsumen,
mediasi, arbitrase dan penanganan sengketanya serta wawancara yang dilakukan
penulis dengan Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI dan Anggota Sekretariat
BPSK sebagai narasnmber yang memahami dan menangani masalah terkait.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mempelajari
semua data yang diperoleh dari parasumber baik secara lisan maupun tertulis
kemudian dianalisa dan dikaitkan dengan data kepustakaan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari tiga bab yang terbagi lagi
dalam sub bab-sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang

permasalahan, perumusan masalah, metode penelitian yang digunakan yang terdid
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darj jenis penelitian yang dipakai, data yang diperoleh, cara pengumpulan data dan
analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi
dan Arbitrase, dalam bab akan dibagi menjadi 2 sub bab, yaitu sub A mengenai
mediasi yang membahas tentang pengertian mediasi, sejarah perkembangan mediasi,
landasan hukum mediasi di Indonesia, tipologi mediator, tahapan proses mediasi,
kasus mediasi Nomor Register 265/REG/BPSK dan sub B mengenai arbitrase
yang membahas tentang pengertian arbitrase, sejarah perkembangan arbitrase,
landasan hukum arbitrase di Indonesia, jenis arbitrase, pengangkatan arbiter, tahapan
proses arbitrase, kasus arbitrase putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 750 K/PDT.SUS/2009.

Bab IIf Penutup yang membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian ini,
beserta saran yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi

perkembangan proses mediasi dan arbitrase di Indonesia.
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BABH
UPAYA PENYELESAJAN SENGKETA KONSUMEN
MELALUI PROSES MEDIASI DAN ARBITRASE

A. MEDIASI

Mediasi adalah salah satu altematif dalam penyelesaian sengketa. Yang
dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah
melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak
yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa
tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu
menyelesaikan sengketa tersebut discbut dengan “Mediator.” Pihak mediator tidak
mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut,
melainkan hanyz berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para
pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak
mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para
pihak yang bersengketa.?®

1. PENGERTIAN MEDIASI

Menurut Christopher W. Moore pengertiar mediasi adafah sebagai berikut:
”The intervention in a negotiation or a conflict of acceptable third party who has
limited or no outhoritative decision-making power, who assists the involved parties to
voluntarily reach a mutually acceptable settlement of the issue in dispute.”’

Pihak ketiga yang dapat diterima (acceptable) diartikan, bahwa para pihak yang
bersengketa mengijinkan pihak ketiga untuk terlibat dalam sengketa dan membantu
para pihak untuk mencapai penyelesaian. Aksektabilitas ini tidak berarti, bahwa para

* Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaion Senghketa Bisnis), (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2003}, hal. 47.

7 Christopher W. Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict,
3" ed, (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 2003), hal. 15.
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pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang
dikemukakan pihak ketiga.

Sedangkan menurut Jacqueline M. Nolan-Haley pengertian mediasi adalah
sebagai berikut:

"Mediation is penerally understood to be a short-term structured, task oriented,
participatory intervention process. Disputing parties work with with a neutral
third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement. Unlike the
adjudication process, where a third party intervenor imposes a decision, no such
compulsion exists in mediation. The mediator aids the parties in reaching a
consensus. It is the parties themselves who shape their agreement.””

Selanjutnya menurut Kimberlee K. Kovach pengertian mediasi adalah sebagai
berikut:

"Facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third party, the mediator,
assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution”.?
Dari rumusan definisi yang dikemukakan oleh ketiga penulis tersebut, dapat
ditarik sebuah pengertian tentang mediasi, yang mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :
Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan.

b. Pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh pihak
yang bersengketa di dalam perundingan itu.

¢. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama
proses perlindungan berlangsung.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat
diterima pihak-pihak bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Yang dimaksud dengan mediasi adalah bantuan dari pihak ketiga dalam suatu
proses negosiasi, namun pihak ketiga (Mediator) tersebut tidak berwenang mengambil
keputusan. Beberapa hal yang terdapat dalam mediasi antara lain:

%8 Jacqueline M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution (ADR), (St. Paul, Minnesota: Wesl
Publishing Co., 1992), hal. 56.

¥ Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle and Practise, (St Paul, Minnesoln: West
Publishing Co., 1994}, hal. 16.
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adanya proses negosiasi dengan dibantu oleh mediator agar terpenuhinya prosedur
negosiasi yang efektif, adanya intervensi dari pihak ketiga yang menjadi mediator.
Mediasi yang dilakukan oleh mediator mengandung berbagai kemungkinan:

a. Mediasi diantara para pihak yang setara, sejajar, seimbang (mediator tidak
memiliki kekuasaan dan wewenang otoritatif untuk mengambil keputusan);

b. Mediasi diantara para pihak yang bersifat vertikal, yang satu lebih tinggi
derajatnya dibandingkan dengan lainnya (mediator disini juga tidak memiliki
kekuasaan atau wewenang otoritatif untuk mengambii keputusan);

c. Mediator yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan para pihak yang
bersengketa (mediator disini dituntut untuk mengendalikan diri agar tidak

menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk mengambil kcputusan).3‘EI

Menurut Mulyana W. Kusuma, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa
yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang
memudahkan negosiasi antara para pibak/membantu mercka dalam mencapai
kompromi/kesepakatan.®'

Sedangkan Gary Goodpaster, mengemukakan pengertian mediasi adalah
sebagai berikut:

”Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang
tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa
unfuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan
memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai
wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini
para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mercka
menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak
ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik
dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak,
dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan
proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para

peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan” *

1® Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar
Pengadilan, Cet. Periama, {Jakarta: ELSAM, 1997), hal. 35-36.

! Mulyana W. Kusuma, “Should Court Annexed Aliernative Dispute Resolution Mechanisme
Mandatory?”, Jurnal fmiah Hmu Hukum Era Hukum, Nomor [ tahun [, 1ahun 1994, hel. 125.

2 Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian
Sengheta Melalui Negosiasi, (Jakarta : ELIPS Project, 1993), hal. 201.
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Menurut Black’s Law Dictionary pengertian mediation adalah:

“Private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the
mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no
power to impose a decision on the parties. Also, the friendly interference of a
neutral nation in the controversies of others, for the purpose, by its influence and
by adjusting their difficulties, of keeping the peace in the family of nations.”*?

2. SEJARAH PERKEMBANGAN MEDIASI

Seperti telah diuratkan pada bagian awal tulisan ipni, salah satu alasan
diterimanya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah karena
pada dasarnya mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk duduk
bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan
permasalahan dengan cara musyawarah, cara ini telah dikenal dalam berbagai budaya.
Dalam budaya Indonesia, musyawarah merupakan upaya penyelesaian sengketa yang
telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat tradisional. Penyelesaian
sengketa melalui musyawarah bukan hal yang baru karena telah dikenal dan hidup
dalam berbagai masyarakat adat. Mediator yang dianggap mampu menyelesaikan
sengketa biasanya adalah para tetua adat atau tokoh masyarakat.

Dalam perkembangannya, mediasi merupakan cara yang dipilih untuk
menyelesaikan sengketa tidak saja pada masyarakat tradisional, tetapi juga merupakan
salah ‘satu alternatif yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai contoh, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,”® mediasi merupakan salah satu cara yang dapat
ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Demikian pula dalam sengketa konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa mediasi dapat dipilih sebagai
salah satu cara penyelesaian sengketa. Undang-Undang Izin yang memberikan
peluang digunakannya mediasi adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Selain itu, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang

¥ Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.,
1998), hal. 678.

** Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Linghkungan Hidup,
UU No. 32, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Universitas Indonesia

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



18

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketz juga terdapat pasal yang mengatur
tentang mediasi.

Dengan semakin banyaknya perundang-undangan yang mengatur tentané
penyelesaian di luar pengadilan, dan salah satu caranya adalah melalni mediasi,
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan cara ini sehingga proses penyelesaian
sengketa dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasilnya memuaskan para pihak.

Sudah lama mediasi menjadi penyelesaian sengketa alternatif baik di timur
(Cinz dan Jepeng) maupun di barat (Amerika Serikat). Masyarakat Cina tidak suka
kepada Pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa, sengketa-sengketa perdata
diselesaikan meialui mediator.

Untuk periode yang cukup panjang di zaman Cina kuno terdapat kontroversi
antara kaum Confucius dan Legalist mengenai bagaimana mengatur masyarakat.
Disatu pihak, kaum Confucius menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip
berdasarkan moral (LI). Sebaliknya kaum Legalist memandang perlunya aturan-aturan
hukum tertulis yang pasti (FA).>

Rakyat kebanyakan sadar dan menerima ikatan-ikatan moral yang berlaku lebih
banyak akibat pengaruh sanksi sosial daripada karena dipaksakan oleh hukum yang
berlaku. Oleh karenanya clan, gilda, dan kelompok golongan terkemuka (Gentry)
menjadi institusi hukum yang informal dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam
masyarakat Cina tradisional.

Kepala clan’®, gilda dan tokoh masyarekat menjadi penengah (Mediator)*’
dalam perselisihan-perselisihan yang timbul dan bila perlu mengenakan sanksi
disipliner dan denda. Confuciusnisme yang mengartikan hukum (FA) sebagai
hukuman (HSING), bukan merupakan cara yang baik untuk menjaga ketertiban sosial.
Masuk akal, jika masyarakat Cina tradisional enggan membawa persengketaan di
antara mercka ke depan pengadilan yang resmi, karena hubungan yang harmonis

bukan konflik mendapatkan tempat yang tinggi di masyaraka!t.33

¥ Derk Bodde and Clarence Morrs, Law in [mperal China, (Philadelpia: University of
Pennsylvania Press, 1973), hal. 23.

*® Chang-Bin Liu, “Chinese Commercial Law in the Late Ching (1842-1911), Jurisprudence and
the Dispute Resolution Process in Taiwan, " (Ph.D. Dissertation, University of Washington, 1983),
hal. 214-220.

¥ Chung-Li Chang, The Chinese Geniry : On Their Role in 19" Century Chinese Society,
(Seattle: University of Washington Press, 1995}, hal. 63.

*® Erman Rajagukguk, "Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat” Huwhum dan
Pembangunan, Nomor [, Februari 1986, hal. 42.
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Disamping itu, menurut ajaran Mao, sengketa-sengketa perdata adalah
"Kontradiksi intern antar individu” yang membiarkannya diselesaikan secara intern®:
sikap mana mengambil alih pandangan tradisional yang lebih suka menyelesaikan
sengketa secara informal dan perdamaian. Untuk memenuhi tradisi tersebut, baik
rezim komunis di Cina daratan maupun pemerintah Nasional di Taiwan mendirikan
secara resmi "Komite-Komite Penengah” (Mediation Committee).*

Tugas utama dari komite-komite ini terutama menyelesaikan sengketa-sengketa
perdata dan perkara-perkara kriminal yang kecil. Namun sudah tentu terdapat
perbedaan besar antara peranan penengah dalam masyarakat Cina tradisional terlepas
sama sekali dari institusi negara tumbuh dan berkembang dalam clan, gilda di bawah
kepemimpinan tokoh-tokoh sendiri. Sebaliknya Komite Penengah di zaman Cina
modern baik di Cina daratan maupun Taiwan dibentuk dengan peraturan-peraturan
negara dan mendapat tugas pula memperkenalkan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan negara.*'

Dibawah rezim Komunis komite-komite semacam ini tidak lepas dari
pengawasan Partai dan keputusan yang diambil harus sejalan dengan kebijaksanaan
Partai Komte Penengah menjadi alat tambahan bagi negara dan partai dalam
menjalankan kontroinya terhadap masyarakat. Banyak bukti menunjukkan bahwa
banyak mediator adalah aktivis partai.

Tambahan pula, menurut Pasal 9 dari Undang-Undang Tahun 1954 Pengadilan
Rakyat dapat memperbaiki atan membatalkan keputusan mediator yang bertentangan
dengan kebijaksanaan, perundang-undangan, atau keputusan pemerintah. Sehingga
keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebijaksanaan Partai dan Negara
daripada perdamaian secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.*?

Pemerintah nasional di Taiwan, juga mengambil alih institusi hukum tradisional
tersebut dengan mendirikan Komite-Komite Penengah di tiap Distrik yang
mempunyai peranan mendamaikan sengketa-sengketa perdata dan perkara pidana

%% Stanley Lubman, “Mao and Mediation: Politics and Dispute Reselution in Communist China,”
Cdlifornia Law Review 55 (1967), hal. 1284 -1359.

9 Michael J. Moser, Law and Social Change in a Chinese Community, (New York : Oceana
Publications, 1982), hal. 51.

! Cohen, “Chinese Mediation of The Eve of Modemization,” California Law Review 54
(1996), hal. 120,

2 Ibid,
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yang diancam dengan hukuman kurang dari tiga tahun penjara atau perbuatan pidana
yang dituntut hanya atas pengaduan si korban.

Komite Penengah Pemilik tanah Penyewa (The Land Lord-Tenant Mediation
Committee} khususnya berhubungan dengan sengketz antara pemilik tanah dan
penyewa. Pasal 15 dari Undang-Undang Penurunan sewa Tanah Pertanian tahun 1953
(The Farm Rent Reduction Act of 1953) yang juga mengatur penyelesaian sengketa
yang timbul, menyebutkan bahwa perselisihan yang timbul sehubungan dengan
peraturan-peraturan Landreform harus diselesaikan melalui tiga tahap.

Tahap pertama sengketa harus diselesaikan oleh Komite Penengah Pemilik
Tanah dan Penyewa setempat. Jika sengketa tak dapat terselesaikan, ia baru dibawa ke
Komite Penengah tingkat Country. Hanya jika pada tingkat ini sengketa belum juga
dapat didamaikan, para pihak boleh membawanya ke depan Pengadilan.*?

Nilai-nilai ajaran Confucius tetap dianut oleh generasi pertama imigran Cina
diseberang lautan, terutama mengenai dasar-dasar hubungan di antara mereka dan
bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul. Namun kemudian tak dapat
dihindarkan terjadinya perubahan sosial dalam generasi berikutnya karena masyarakat
mulai beraneka ragam, terpecah-pecah dan ikatan-ikatan di antara mereka mulai
longgar.

Generasi pertama imigran Cina di permukiman-permukiman Cina (China Town)
di Amerika amat segan untuk menyelesaikan sengketa mereka di depan Pengadilan-
pengadilan Amerika, kareiia merecka menganggap pengadilan akan bersikap subyektif
terhadap masyarakat Cina, ditambah lagi kesulitan bahasa, dan ketidakbisaan mereka
dengan sistem pengadilan setempat.

Namun pengaruhnya yang utama adaiah keterikatan mereka kepada tradisi,
dimana penyelesaian sengketa melaiui penengah (mediator) merupakan jatan terbaik,
karena cara itu akan tetap memelihara suasana harmonis. Tangpung jawab
kelompok juga memegang peranan penting di pemukiman-pemukiman Cina di AS,
ia melahirkan tanggung jawab moral karena tekanan lingkungan.*

Berakar pada tradisi yang dalam, tanggung jawab kelompok khususnya
dikaitkan dengan keluarga terdekat, perkumpulan keluarga, atau dalam beberapa hal
dengan perkumpulan dagang. Penyelesaian sengketa diantara masyarakat pemukiman
Cina dapat dilakukan melalui perkumpulan tersebut, antara lain Chinese Consolidated

# Michael J. Moser, gp.cir. hal, 87.
M fbid., hal. 650,
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Benevolent Association. Namun jumlah sengketa yang diselesaikan melalui organisasi
ini sekarang secara relatif kecil dibandingkan dengan keadaan sebelum perang dunia
II. Tidak ada angka yang pasti, namun organisasi yang ‘'sama di New York hanya
menyelesaikannya beberapa sengketa pada tahun 1970.%

Pada umumnya persengketaan dibawa ke dalam organisasi ini untuk menghemat
waktu dan uang, serta untuk tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi jika
persengketaan tidak juga dapat diselesaikan, para pihak tidak segan membawa
persocalan mereka ke depan pengadilan. Hal ini sangat kontras dengan tradisi Cina.

Begitu juga di Kanada. Walaupun perdamaian melalui seorang penengah tidak
lagi memegang peran penting sekarang, namun penyelesaian secara kompromi masih
tetap merupakan hal yang lebih disukai.**Tacisme yang dikembangkan oleh Tzu
merupakan Confucianisme menekankan kepada ketertiban sosial dan kehidupan aktif,
sebaliknya Taoisme memusatkan diri kepada kehidupan individu dan ketenangan
sehingga Taoisme memegang peranan kedwa setelah Confucianisme dalam
masyarakat Cina.

Fokus utama Tao Te Ching adalah manusia. Delapan puluh persen dari Tao Te
Ching tidak mengenai substansi dari ajaran Tao, fetapi bagaiman fungsinya,
khususnya bagaimana penerapan dari ajaran tersebut dalam masyarakat. Umpamanya,
ilustrasi dari pencrapan ajaran Lao Tzu berkenaan dengan mediasi dan konsiliasi
adalah syarat-syarat seorang mediator, sebagai berikut :*’

1. Enlightened leadership is service, not selfishness. A good mediator grows
more and last longer by placing the well of all above the well being of self
alone. By beingselfless, the mediator enhances self. Because he had given up
selfishness, he could enhance others.

2. A good mediator will attempt to mediate emotional issue without taking
sides or picking favourites.

3. The mediator who knows when to listen, when to act, and when to withdraw
can work effectively with nearly everyone, even with the most difficult and
sophisticated disputing parties.

4. The wise mediator does not impose a personal agenda or value system on the
disputing parties. Being open and attentive is more affective than being
judgmental. This is because people will paturally tend to be good and
truthful when they are being received in a good and truthful manner.

3 1bid.

% Jonet B.I. Chan and John Hegan, Law and The Chinese in Canada: 4 Case Study in Ethnic
Perceprions on the Law, (Toronto: Center for Criminologi, University of Toronto, 1982), hal. 52-56.

4 Low Sui Pheng, The Influence of Chinese Philosopies on Mediation and Conciliation in The
Far East, Arbitration (Februari 1996), hal. 19.

Universitas Indonesia

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



22

5. The integrity of a good mediator must never be compromised. Confusing
jargon is one sure sign of a mediator who does not know how things happen.
The honest mediator must not be seduced by offers or threats nor be swayed
from the center.

6. It is a grave mistake for a mediator think that he is above all others.
Paradoxically, greatness cames from knowing how to be lowly, empty,
receptive, and be of service. Hence, the mediator should have respect for
every person and issue directed at him and should not dismiss any encounter
as insignificant. On the other hand, he should not become anxious or afraid
of being overwhelmed and embarrassed. The wise mediator appeals to the
few people who recognize that traditional wisdom often lies beneath an
ordinary appearance.

Di Amerika Serikat mediasi diartikan sebagai pihak ketiga yang netral
membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mercka. Mediasi
sebagai penyelesaian sengketa alternatif 20 tahun yang lalu hanya dikaitkan dengan
penyclesaian sengketa perburuhan. Namun sepuluh tahun terakhir ini mediasi
menyelesaikan pula sengketa sewa menyewa gedung / apartemen, gugatan konsumen,
perceraian dan pembagian harta, perlindungan lingkungan, petani, debitur dan bank
sebagai kreditur untuk mencegah eksekusi program mediasi dikembangkan oleh
negara bagian dan federal, dimana hakim, magistrate pejabat pengadilan lainnya, atau
orang lainnya bukan pejabat pengadilan sebagai mediator yang ditunjuk oleh
pengadilan,*®

”American Bar Association” mendorong digunakannya mediasi untuk sengketa-
sengksta kecil atau yang berhubungan dengan gugatan dengan nilai uang vang kecil.
Mediasi juga diterapkan dalam perencanaan dikenal dengan nama “Negotiated
Investment Strategy” (NIS), untuk membantu instansi pemerintah dalam
mengkoordinasi kebijaksanaan yang berkenaan dengan penggunaan tanah untuk
program sosial. Instansi pemerintzh menetapkan mediator untuk merumuskan aturan-
aturan yang disepakati. Aturan-aturan yang disepakati tersebut akan menjadi dasar
yang akan dibuat oleh instansi pemerintzh yang bersangkutan. Metode ini berhasil
digunakan oleh “Federal Aviation Agency” dan “U.S. Environmental Protection
Agency (EPAY”."

8 Linda R. Singer, Senfing Disputes Conflict Resolution in Business. Families, and The Legal
System, (8an Fransisco: West View Press, 1994). hal. 13-14.

9 tbid,, hal. 139.
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Di Amerika Serikat pengacara dapat berperan dalam proses mediasi, antara

.50
lain:

B

Sebagai penasehat atan wakil dari salah satu pihak yang bersengketa;
Sebagai mediator yang memberikan nasehat hukum;
Sebagai mediator yang tidak memberikan nasehat hukum;

Memberikan nasehat kepada klien mengenai persetujuan yang telah dicapai.

3. LANDASAN HUKUM MEDIASI DI INDONESIA
Landasan hukum mediasi di Indonesia terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu

sebagai berikut:

”Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan
penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat
kedudukan konsumen.”

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, yaitu sebagai berikut:

&)

@)

)

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para
pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang
atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama [4 {empat belas) hari
dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun mefalui seorang
mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak
berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat
menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif untuk
menunjuk seorang mediator.

Setelah penunjukkan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi
harus sudah dapat dimulai.

{(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai
kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak
yang terkait.

50 thid., hal. 19.
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4. TIPOLOGI MEDIATOR

Christopher W. Moore® membedakan mediator dalam tiga tipologi, yakni
social network mediators, authoritative mediators, dan independent mediators.

Tipologi pertama, mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya
hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa, misalnya bila
terjadi sengketa antar rekan sekerja dan teman usaha. Mediator yang berasal dari
tokoh agama termasuk dalam tipologi ini.

Tipologi kedua, mediator adalah mereka-mereka yang berusaha membantu
pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan
memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk
mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi, authoritative
mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau
pengaruhnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan
yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak
yang berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang
bersengketa sendiri.

Authoritative mediators dapat dibagi dalam tiga tipe, yakni benovalent
mediators, administrative managerial mediators, dan vested interest mediators.

Tipe benovalent mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak;

Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak;

Tidak berpihak dalam hal substantif;

Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantavan dan
implementasi kesepakatan.

Sl

Tipe managerial mempunyai ciri sebagai berikut:

I. Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah sengketa
berakhir;

2. Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama-sama dengan para pithak dalam
ruang lingkup kewenangannya;

3. Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak tidak mencapai

kesepakatan,

** Moore, op.cit., hal 41-45
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4. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantavan dan
implementasi kesepakatan;

5. Memiliki kewenangan membuat keputusan.

Tipe vested interest mempunyai ciri sebagai berikut:

l. Memiliki hubungan dengan para pihak atau diharapkan memilki hubungan masa
depan dengan para pihak;

2. Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir;

3. Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau
kepentingan pihak yang disukai;

4, Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membante pemantauvan dan
implementasi kesepakatan;

5. Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapat
kesepakatan.

Tipologi ketiga (independent), mediator dapat menjaga jarak antarpihak maupun
dengan persoalan yang tengah dihadapi. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan
dalam masyarakat. Budaya yang mengembangkan (radisi kemandirian akan
menghasilkan mediator-mediator profesional. Model mediasi ini mulai dipraktekkan
dan berkembang di Amerika Utara. Keadaan seperti ini dapat dilihat atau dibuktikan
dengan lahir dan berkembangnya profesi mediator seperti halnya profesi pengacara,
dokter, akuntan, dan sebagainya.

4. TAHAPAN PROSES MEDIASI

Dalam pelaksanaannya, proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan.
Mengenai tahapan ini ada berbagai variasi yang dirumuskan oleh para ahli, namun di
sini akan diuraikan tahapan yang dirumuskan oleh Moore yang pada dasamya
mencakup tahapan yang dirumuskan oleh para ahii yang lain.

Menurut Moore ada dua belas tahapan mediasi, yaitu :

1. Tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa;
Tahap memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
Tahap mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa;

Tahap menyusun rencana mediasi;

“woRowoN

Tahap membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak;
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7. Tahap merumuskan masalah dan menyusun agenda;

8. Tahap mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak;

9. Tahap membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;

10. Tahap menganalisa pilihan penyelesaian sengketa;

11. Tahap tawar menawar;

12. Tahap penyelesaian formal.*

Selanjutnya Riskin dan Westbrook™ membagi proses mediasi ke dalam lima

tahapan yakni:

Memahami masalah-masalah;

Mencapai kesepakatan;
Melaksanakan kesepakatan,

MRk WD

Sepakat untuk menempuh pilihan-pilihan proses mediasi;

Membangkitkan pilihan-pilihan masalah;

Kemudian Kovach™ membagi proses mediasi ke dalam sembilan tahapan yakni:

Penataan atau pengaturan awal;

Pengantar atan pembuka mediator;

Pengumpuian informast;

Melakukan tawar menawar;

Kesepakatan;

W N AW N =

Penutupan.

Pernyataan pembukaan oleh para pihak;

Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus;
Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;

Selanjutnya The Columbus, Ohio Night Prosecutor Program® bekerja sama

dengan The Center for Dispute Resolution di Capital University Law membagi proses

mediasi ke dalam tujuh tahapan yakni :

52 [bid., hal. 66-67.

53 Riskin, op.cit. hal. 214.

3 Kovach, ap.cit. hal. 24-25.
55 Ibid , hal. 26.
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Pengenalan;

Penentuan permasalahan;

Peringkasan;

Identifikasi masalah-masalah;

Mencari dan mengevaluasi berbagai pilihan penyelesaian;

Pemilihan pilihan-pilihan yang layak;

A

Kesimpulan.

Begitu pula Folberg dan Taylor® membagi proses mediasi ke dalam tujuh
tahapan:
Pembukaan;
Mencari fakta dan memilih masalah-masalah;
Menciptakan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
Perundingan dan pengambilan keputusan;
Klasifikasi dan penyusunan rencana;
Telaahan hukum dan pemrosesan;
Implementasi, telaahan dan revisi kesepakatan.

A i A

Untuk kasus alternatif penyelesalan sengketa konsumen, Penulis akan
menguraikan kasus yang dialami konsumen perumahan yang penyelesaiannya melalui
proses mediasi, dimana YLKI sebagai mediator, karena tidak mencapai kata sepakat
(dead fock) kemudian proses mediasi dilanjutkan ke BPSK Provinsi DKI Jakarta,

sebagai mediator.

6. KASUS MEDIASI NOMOR REGISTER 265/REG/BPSK-DKI/X/09
Kasus Bapak Erisman selaku Konsumen melawan PT. Pradani Sukses Abadi selaku
Pelaku Usaha.

1. Kasus Posisi

1. Bapak Erisman (Konsumen} telah menandatangani Surat Konfirmasi Unit Pesanan
Nomor 022330 tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Pemesanan Apartemen
Nomor 0000000195 tanggal 12 Agustus 2008 dengan PT. Pradani Sukses Abadi

5 Jbid.
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(Pelaku Usaha), Pelaku Usaha adalah Pengembang yang membangun Proyek
Rusunami Kalibata Regency;

. Konsumen menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) atas unit
K/10/BJ, Nomor 00000103 tanggal 12 Agustus 2008 dan Konsumen meminta
salinan atau fotokopi PPIB tersebut, tetapi tidak diberikan oleh Pelaku Usaha;

. Konsumen berdasar surat tertanggal 18 Maret 2009 memohon penundaan
pembayaran kontan bertahap, karena menpalami krisis keuangan;

. Pelaku Usaha tertanggal 24 Maret 2009, Surat Nomor 9755/PSA-FA/III/09
mengirim surat ke Konsumen yang berisi Pembatalan Unit K/10/BJ tersebut;

. Konsumen mengirim surat kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 kali, masing-masing
tertanggal 31 Maret 2009 dan 30 April 2009, PPJB tetap tidak diberikan,
kemudian di surat ketiga tertanggal 11 Mei 2009, PPJB diberikan, saat Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) Kalibata Regency hendak dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah DKI Jakarta Selatan dan Segel dibuka pada tanggal 14 Mei
2009 atas bangunan Kalibata Regency yang tidak memiliki IMB;

. Karena pembatzalan sepihak yang dilakukan Pelaku Usaha, Konsumen mengirim
surat ke Pelaku Usaha tertanggal 23 Mei 2009, untuk meminta pengembalian
Faktur Pajak untnk Restitusi sebesar Rp. 4.296.363,64.- (empat juta duva ratus
sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam pulub tiga enam puluh empat rupiah),
yang terdin dari Pajek Pendapatan (PPN} atas Rusunami sebesar
Rp. 3.296.363,64,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam
puluh tiga enam puluh empat rupiah) dan atas Peningkatan Mutu sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

. Konsumen mengirim surat ke YLKI tertanggal 6 Jult 2009, bahwa Pelaku Usaha
berdasarkan Pasal 5.1.a PPIB serta Pasal 5.1 dan Pasal 5.3 Keputusan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual
Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994, telah melakukan perbuatan
melawan hukum, karena pada saat pepandatanganan PPJB tidak mempunyai IMB,
schingga PPIB adalah batal demi hukum;

. Pada tanggal 28 Juli 2009, telah diadakan mediasi di kantor YLKI antara
Konsumen dengan Pelaku Usaha, berdasarkan hal tersebut, maka mediasi ini
dinyatakan tidak ada kesepakatan (dead lock) maka Konsumen diberikan
kesempatan menggunakan haknya untuk melimpahkan kasus ini kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat atau ke lembaga lainnya;
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Konsumen mengirim surat ke BPSK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tertanggal
15 Oktober 2009, perihal pembatalan sepihak oleh Pelakn Usaha untuk
Proyck Rusunami Kalibata Regency Unit K/10/BJ, Konsumen juga mengisi
formulir permohonan penyelesaian sengketa konsumen, Nomor Register
265/REG/BPSK-DKI/X/09, dengan jenis pengaduan “Klausula Baku™ karena
Pelaku Usaha membatalkan secara sepihak;

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Anggota Sekretariat
BPSK Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 3 Maret 2010, bahwa jenis pengaduan
“Klausula Baku” yang diadukan Konsumen karena Pelakn Usaha membatalkan
secara sepihak, apabila sudah di register oleh BPSK, Klausula Baku akan
ditiadakan, agar kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha menjadi setara, tidak
ada yang berat sebelah;

Pada tanggal 15 Desember 2009, telah diadakan sidang mediasi di kantor BPSK
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan kesepakatan, yakni pengembalian
vang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga pulvh juta mpiah) di tambak dengan
Faktur Pajak Sederhana dan Konsumen melaksanakan prosedur pembatalan
pemesanan Satuan Rumah Susun yang disediakan Pelaku Usaha.

Hasil Mediasi di YLKI

Pada tanggal 28 Juli 2009, telah diadakan mediasi di kantor YLKI antara Konsumen
dengan Pelaku Usaha,

Permasalahan :

1.
2.

Konsumen telah menunggak pembayaran sejak Desember 2008;

Konsumer meminta penundaan pembayaran untuk menstabilkan keuangannya
akibat krisis;

Pelaku Usaha merasa telah beritikad baik karena felah memberikan surat
peringatan dan waktu kelonggaran pembayaran;

Berkaitan dengan surat peringatan yang diberikan oleh Pengembang,
Konsumen meminta PPJB tetapi dipersulit walaupup konsumen telah menulis
surat berkali-kali kepada Pengembang. Pada akhimya Konswmen mendapatkan
PPIB sekitar bulan Mei 2009;

Pelaku Usaha menyampaikan bahwa masalah jadwal pembayaran dan sanksi
keterlambatan pembayaran (termasuk sanksi pembatalan) sudah jelas tercantum
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dalam Surat Konfirmasi Unit Pesanan maupun Surat Pemesanan yang dituangkan
kembali dalam PPJB dan dalam salah satu peringatan dicantumkan tentang sanksi
keterlambatan untuk mengingatkan Konsumen adanya ketentuan tersebut;

6. Menurut Pelaku Usaha waktu kelonggaran yang diminta terlalu lama sehingga
Pelaku Usaha tidak memberikan kebijakan tersebut.

Konsumen meminta agar pengembalian uang 100% (seratus persen) atau hanya
pemotongan booking fee dan pajak disertai pula dengan faktur pembayaran pajak
sehingga jumlah yang harus dikembalikan sebesar Rp. 36.506.136,- (tiga puluh enam
juta lima ratus enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) hingga akhir bulan Agustus
2009.

Pelaku Usaha pada awalnya pengembalian hanya 50% (lima puluh persen) yaitu
sebesar Rp. 20.750.568,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus enam
puluh delapan rupiah) berdasarkan PPJB dan merubah kebijakan tersebut dengan
menambah 10% (sepuluh persen) schingga menjadi Rp. 24.900.682,- {dua puluh
empat juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puloh dua rupiah) hingga akhir
bulan Agustus 2009, tidak dimanfaatkan oleh Konsumen, meaka pengembalian
kembali sesuai surat pemesanan dan atau PPIB,

Berdasarkan hal diatas, maka mediasi ini dinyatakan tidak ada kesepakatan
(dead lock) maka Konsumen diberikan kesempatan menggunakan haknya untuk
melimpahkan kasus ini kepada Badan Penyclesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
terdekat atau ke lembaga lainnya.

Jakarta, 28 Juli 2009,

Para Pihak :

Konsumen  : Erisman;

Pelaku Usaha : Agnes Tampubolon S.H., M.Kn.;
YLKI : Yani Aryanti Putri S.H.

3. Hasil Mediasi di BPSK

Berita Acara Sidang

Hari : Selasa, 15 Desember 2009;

Nomor Register : 265/BPSK-DKI/X/09 tertanggal 15 Oktober 2009;
Kasus : Pembatalan Pembelian Apartemen;
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Pemohon : Erisman;

Terimohon : PT. Pradani Sukses Abadi;

Majelis : Ir. Mangara T.D. Sianipar, MM.
Aman Sinaga, S.H.

Panitera : Hotlan Simanjuntak, S.H.

Proses Mediasi

1.
2.

Sidang di buka Ketua Majelis pada Pukul 13.15 WIB.;

Sidang dihadiri oleh Majelis dan dibantn Panitera, juga dihadiri olech Bapak
Erisman selaku Konsumen;

Pihak Pelaku Usaha diwakili oleh Herjanto Widjaja Lowardi, Ibu Agnes
Tampubolon dan Ibu Nussy Nursiany;

Konsumen meminta untuk dikembalikan vangnya sebesar Rp. 30.000.000,-
{tiga puluh juta rupiah) di tambah dengan Faktur Pajak;

Pihak Pelaku Usaha menyetujui permintaan Konsumen untuk mengembalikan
uvang Konsumen scbesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juia rupiah) dan di tambah
Faktur Pajak Sederhana yang akan di ambil sendiri oleh Konsumenr ke Kantor
Pelaku Usaha;

Dan Konsumen harus melaksanakan standar prosedur pembatalan yang sudah
disediakan oleh Pelaku Usaha;

Realisasi kesepakatan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen akan dilaksanakan
hari ini tanggal 15 Desember 2009 di Kantor PT Pradani Sukses Abadi;

Setelah mendengarkan keterangan dari semua Pihak, maka terjadi kesepakatan,

antara lain :

Kesepakatan Mediasi

1.

Sidang Mediasi menghasilkan kesepakatan seperti yang tersebut di atas yakni
pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di tambah
dengan Faktur Pajak Sederhana dan Konsumen melaksanakan prosedur
pembatalan pemesanan Satuan Rumah Susun yang disediakan Pelaku Usaha;
Apabila Para Pihak sudah melaksanakan serah terima vang dan pembatalan
pemesanan SRS, maka Copy Perjanjian/Berita Acara Serah Terima untuk
diserahkan kepada Kantor BPSK;
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3. Dengan dilaksanakan kesepakatan tersebut di atas maka perkara dengan
Nomor Registrasi 265/REG/BPSK-DKI/X/09 antara Erisman dengan PT Pradanij
Sukses Abadi dinyatakan selesai dan ditutup penanganannya di BPSK Provinsi
DKT Jakarta.

Para Pihak :

Konsumen : Erisman;

Pelaku Usaha : Herjanto Widjaja Lowardi;
Panitera : Hotlan Simanjuntak, S.H.

B. ARBITRASE

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu beatuk tata
cara damai yang sesuai atau scbagai penyediaan dengan cara bagaimana
menyelesaiakan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang
secara hukum final dan mengikat.*’

Prasyarat yang utama bagt suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para
pihak membuat swatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (arbitration
clause/agreement) dan kemudian menyepakati hukum tata cara bagaimana mereka

akan mengakhiri penyelesaiannya.>®

1. PENGERTIAN ARBITRASE

Menurut Subekti, pengertian arbitrase adalah :
“Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atan para hakim
berdasarkan persetnjuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan
yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.”*

Menurut Black’s Law Dictionary pengertian arbitration adalah:

”A process of dispute resclution in which a neutral third party (arbitrator)
renders a decision afier a hearing at which both parties have an opportunity to be
heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator
who has the power to render a binding decision.”

*7 Abdurrasyid, op.cit hat. 53.
5 Ibid,,
*? R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung;: Bina Cipta, 1992), hal. 1
“ Black, ap.cit., hal. 70.
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Sedangkan menurut Frank Elkoury dan Edpa Elkoury pengertian arbitrase
adalah sebagai berikut:

“arbitration edalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para
pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang
netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan
dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk
menerima putusan tersebut secara final dan mengikat"‘51

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesta menjelaskan bahwa “arbitrase adalah
usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit” “Orang yang
disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan
vang akan ditaati oleh kedua belah pihak discbut arbiter.”®

Sedangkan Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, menyatakan bahwa: ”Arbitration,
arbitrase, perwasitan: metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan
memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbitrator, arbiter, wasit: orang yang bukan
hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan,

Selanjutnya, M.N. Purwosutjipto mengartikan arbitrase sebagai :

”Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, di mana pihak bersepakat agar
perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya,
diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para
pihak seadiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak” &

Batasan arbitrase yang lebih terperinci [agi diberikan oleh Abdulkadir
Muhammad, yaitu sebagai berikut:

”Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum,
yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan, Arbitrase adalah peradilan yang
dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang
bersengketa., Penyelesalan sengketa di luar pengadilan negara merupakan
kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam

® Frank Elkoucy dan Edna Elkoury, How Arbitration Work, Washington D.S., dikutip dari
M Husseyn dan A. Supriyani Kardono, Kertas Kerja Hufum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase
di Indonesia, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor
Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1995, hal. 2.

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 47

3 H.M.N.Poerwosutjipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran, Cet IIL, {Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 1.
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perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atan sesudah terjadi sengketa
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata” %

Dari beberapa batasan yang disebutkan, satu sama lain tidak begitu berbeda.
Dalam pengertian yang lebih sederhana, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di
lvar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa
atas dasar perjanjian. Para pemutus atau arbiter-nya dipilih dan ditentukan oleh para
pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di
antara mereka. Untuk itu, pemilihan arbiter seyogyanya didasarkan kemampuan dan
keahlian dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral.

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, juga diberikan batasan arbitrase secara otentik. Pasal 1
angka 1 mengartikan yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan peranjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan batasan tersebut,
maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan
umum yang didasarkan perjanjian fertulis dari pihak yang bersengketa, di samping
cara lainnya melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Tetapi, harus diingat baliwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase,
kecuali hanya sengketa mengenai hak yang menurut huknm dikuasai sepenuhnya oleh
para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan di antara mereka.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan
“pengadilan wasit”. Sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi
memang layaknya seorang “wasit” (referee) seumpama wasit dalam suatu
pertandingan bola kaki.

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah submission of controversies
agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination
(suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada
orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).*

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umurn, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah “cara

 Abdulkadir Muhammed. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung PT Citra Aditya
Bakti, 1993), hal. 276.

S Steven H. Gifis, Law Dictionary. (New York: Barron's Educational Series Inc., 1984), hal. 27.
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penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

2. SEJARAH HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA
Di Indonesia, arbitrase sebenarnya juga mempunyai sejarah yang panjang.
Hal ini disebabkan arbitrase sudah dikenal dalam peraturan pemndang-undangan sejak
berlakunya Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV). Sungguh pun begitu,
secara institusional, sejarah perkembangan arbitrase kita mendapatkan momentumnya
dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggat 3 Desember 1977.5°
Lembaga arbitrase ini semula diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa dan
mereka yang dipersamakan dengan itu, yang pengaturannya terdapat dalam Reglement
op de Burgerlijke Rechtsvordering = B.Rv atau Ry. Rv ini merupakan hukum acara
perdata pendnduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu dengan
Raad van Justitic dan Residentie-gerecht sebagai badan peradilannya. Pengaturan
arbitrase terdapat dalam Buku Ketiga Rv di bawah titel drnefa Acara. Pada bab
pertama dari Buku Ketiga ini diatur mengenai arbitrase atau perwasitan, yang dimulai
dari Pasal 615 sampat dengan Pasal 651. Pasal-pasal tersebut dibagi dalam lima
bagian, yaitu: _
1. Bagian pertama (Pasal 615 sampai dengan Pasal 623), mengatur tentang perjanjian
arbitrase dan pengangkatan para arbitrator atau arbiter;
2. Bagian kedua (Pasal 624 sampai dengan Pasal 630), mengatur tentang
pemeriksaan di muka para arbitrator atau arbiter atau badan arbitrase;
3. Bagian ketiga (Pasal 631 sampai dengan Pasal 640}, mengatur putusan arbitrase;
4. Bagian kecmpat (Pasal 641 sampai dengan Pasat 647), mengatur tentang upaya-
upaya hukum terhadap putusan arbitrase;
5. Bagian kelima (Pasal 648 sampai dengan Pasal 651), mengatur tentang
berakhimya acara-acara arbitrase.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai
eksportir maupun importir dan penpusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan
arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu badan arbitrase bagi

% Munir Fuady, op.cit., hal. 26.
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ekspor hasil bumi Indonesia, badan arbitrase tentang kebakaran dan badan arbitrase
bagi asuransi kecelakaan.®’

Kemudian berdasarkan hukum acara perdata golongan penduduk Bumiputera
dan Timur Asing, lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan pula oleh golongan
penduduk Bumiputera dan Timur Asing dalam menyelesaikan perselisihannya, setelah
melalui perjanjian sebelumnya. Pasal 377 HIR/705 RBg menentukan bahwa jika
orang Bumiputera atau Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan
oleh jurm pisah atau arbiter, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan
perkara yang berlaku bagi orang Eropa. Jadi, Pasal ini memberikan kemungkinan
untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengadakan arbitrase yang diadakan oleh
para pihak (orang Bumiputera atau Timur Asing). Adapun pembentukan dan cara
kerjanya tunduk atau mengikuti hukum acara perdata orang Eropa sebagaimana
termuat dalam Rv.

Dalam Rv, antara lain terdapat ketentuan diperkenankan kepada siapa saja yang
terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam
kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut
kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Bahkan diperkenankan mengikatkan diri
satu sama [ain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di
kemudian hari kepada pemutusan seorang atau beberapa orang arbiter.

Dengan demikian, sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengenal adanya
lembaga arbitrase atau perwasitan scbagai pemutus perselisihan atau sengketa hukum
di auntara para pihak.

Sesuai dengan isi Pasal Il Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka
ketentuan hukum kolonial masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau
belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, hukum acara
perdata kita dengan sendirinya masih bersumber pada Reglement Acara Perdata
(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsbiad, 1847:52), Reglemen Indonesia Yang
Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad, 1941:44) dan Reglemen
Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten
Staatsblad, 1927:227). Ketentuan Ry tersebut yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan
arbitrase di Indonesia setelah merdeka.

Saat ini, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan
peradilan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

®7 Widjaja dan Yani, op.cit., hal. 13.
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Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. hal tersebut merupakan induk dan
kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi
lingkungan peradilan yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.
Dimungkinkannya penyelesaian sengketa di luar peradilan negara dapat dibaca dalam
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara
di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap
diperbolehkan, akan tctapi putusan arbitrase atau arbitrator hanya mempunyai
kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atan perintah untuk dieksekusi
{(executoir) dari pengadilan.

Sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan,
Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemah
distnggung soal arbitrase atau perwasitan. Pada Pasal 15 dan dihubungkan dengan
Pasal 108 ditentukan bahwa Mahkamah Agung juga memutuskan pada tingkatan
peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga dva
puluh lima rupiah atan lebih. Selanjutnya, menurut Pasal 39 dan Penjelasannya dari
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dikatakan di
samping tugas dan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan
kewenangan lain berdasarkan undang-undang, misalnya arbitrase. Dengan demikian,
undang-nndang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung sudah memberikan dasar
hukum arbitrase di Indonesia.

Adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan, baik
nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka
peraturan yang terdapat dalam Rv yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak
sesuail lagi. Untuk itu, perlu penyesuaian karena peraturan dagang yang bersifat
internasional sudah merupakan kebutuhan condition sine quo ron, sedangkan hal
tersebut tidak diatur di dalam Rv. Baik secara filosofis maupun substantif sudah
saatnya hal ini dileksanakan.

Perubahan mendasar tersebut, kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbifrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang ini selain mengatur mengenai arbitrase, ternyata mengatur pula
mengenai pilihan penyelesaian sengketa lainnya. Adapun falsafah yang
melatarbelakangi pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, yakni:

Universitas Indonesia

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



38

a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian
sengketa di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan
diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian
sengketa melalui arbitrase sudah fidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia
usaha dan hukum pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut, maka periu
membentuk Undang-Undang tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian
Sengketa.

Dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut, dengan  sendirinya
ketentuan-ketentuan yang mengatur arbitrase yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
yang berbunyi :

"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentman mengenai arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai Pasal 651 Reglemen Acara Perdata
(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad, 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen
Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad
1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:227), dinyatakan tidak berlaku™.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini,
dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh bab yang diwujudkan dalam 82 Pasal dan
7 bagian, dengan cakupan materi sebagai berikut:

a. ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5);

b. altemnatif penyelesaian sengketa (Pasal 6);

c. Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar (Pasal 7 sampai dengan
Pasal 26);

d. acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase (Pasal 27 sampai dengan

Pasal 51);

pendapat dan putusan arbitrase (Pasal 52 sampai dengan Pasal 58);

pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 59 sampai dengan Pasal 72);

berakhirnya tugas arbiter (Pasal 73 sampai dengan Pasal 77);

ketentuan peraliban (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79);

S S T

ketentuar penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasal §2);
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j. dilengkapi dengan Penjelasen Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kedudukan
dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Dalam
hukum adat juga dikenal adanya badan-badan pemutus yang dalam bekerjanya
menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Badan-badan pemutus secara adat ini
menggunakan juga prinsip-prinsip yang serupa dengan prinsip-prinsip penyelesaian
sengketa alternatif yang modern. Contohnya, Tuha Puet dalam masyarakat Aceh,
Kerapatan Adat Negeri di Minangkaban,®®

3. LANDASAN HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan kewenangan dari
arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuai. Bagaimana kedudukan,
kewenangan, prosedur, kekuatan putusan dan lain-lain hal yang berkenaan dengan
arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999
tersebut akan sudah diuraikan dalam bagian-bagian lain dari buku ini.

Dari mukadimah dari undang-undang arbitrase baru 1999, dikemukakan bahwa
alesan untuk membuat suatu undang-undang arbitrase yang baru bahwa ternyata
peraturan mengenai arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia
usaha dan hukum pada umumnya. Dinyatakan pula bahwa sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku sekarang, penyelesaian sengketa perdata di samping melalui
peradilan umum biasa sehari-hari, juga dapat dizjukan melalui arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (dlternative Dispute Resolution).”®

4. JENIS ARBITRASE

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan
secara lernbaga/institusional atau ad hoc, disertai pernyataan aturan-aturan prosedursal
yang akan berlaku.’® Berarti ada dua jenis arbitrase, yang dapat dipilih para pihak
entuk menyelesaikan sengketanya. Kedua jenis arbitrase tersebut, yaitu arbitrase ad

¢ Munir Fuady, loc.cit., hal. 31.
% Sudargoe Gawtama, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, (Bendung: Citra Aditya Balkti,
1999), hal. 26.

" Gary Goodpaster, Felix Oentoeng Soebagio dan Fatmgh Jatim, “Arbitrase di Indonesia:
Beberapa Conloh Kasus dan Pelaksansap dalam Praktik™, dalam Arbitrase di Indonesiz, (Jakana:
Ghalia Indonesia, 1995), hal. 25.
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hoc (volunter) dan arbitrase institusional, yang sama-samna mempunyai wewenang
untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para
pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan,’

Perbedaan di antara kedua jenis arbitrase ini terletak pada terkoordinasi atau
tidak terkoordinasi. Sedang arbitrase institusional adalah suatu suatu arbitrase yang

dikoordinasikan oleh suatu lembaga.™

4.1. Arbitrase Ad Hoc

Jenis arbitrase ad hoc disebut juga sebagai arbitrase volumter. Ketentuan
dalam Reglement Rechtvordering mengenal adanya lembaga arbitrase ad hoc.
Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau
memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase ad hoc bersifat
insidentil.”

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tabun 1999, pengertian arbitrase ad hoc
diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk secorang arbiter atau lebih dalam
rangka penyelesaian sengketa para pihak.”® Akan tetapi, pengajuan permohonan
kepada pengadilan negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihék dalam
menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya.

Untuk mengetahul dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak
adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausul pactum de
compromittendo atau kata kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan akan
diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di [uar arbitrase institusional. Dengan
kata lain, jika klausul menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan
perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah
arbitrase ad hoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc adalah penunjukan para arbitemya secara
perorangan.”

Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu
badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak.

1 Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2002), hal. 28.

2R, Subekti, op.cit., bal. 7.
B pPasal 615 Ayat (1) Rv.
™ Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

> M. Yahya Harahap, op.cit., hal 150.
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Karepa arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, dapat
dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata
cara pemeriksaan sengketa. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terdapat
syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, antara lain :
(2) cakap melakukan tindakan hukum;
{b) berumur paling rendah 35 tahun;
(c) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
(d) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas
putusan arbitrase; dan
(e) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang pekerjaan paling

sedikit selama 15 tahun.

Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui
arbitrase ad Aoc harus memenuhi persyaratan penunjukkan dan pengangkatan arbiter
seperti di atas. Yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah di mana para pihak
atau pengadilan menunjuk arbiter-arbiter yang memiliki persyaratan tersebut?
Di lembaga arbitrase institusionalkah atau lembaga penyedia jasa arbiter lainnya.
Hal ini yang belem diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

42. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional (institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan
arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “permanent arbitral body”.
Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin
timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar penpadilan, Arbitrase ini
merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbui
dari perjanjian.”™

Pihak-pihak yang ingin penyelesaian perselisihannya dilakukan oleh arbitrase
dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang
bersangkutan.

Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah
selesai diputus. Sebaliknya, arbitrase ad hoc 2kan bubar dan berakhir keberadaannya
setelah sengketa yan ditangani selesai diputus. Selain hal-hal yang diutarakan di atas,

S Ibid, hal 151,
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dalam pendirian arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen,
sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara
pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan persengketaan.

Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan (body)
atau lembaga (institusional) yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Jika
pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau nepara, arbitrase
institusional tersebut dinamakan bersifat nasional.

Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi arbitrase institusional yang bersifat
nasional hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misainya Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi
BANI hanya meliputi kawasan Indonesia. Akan tetapi, meskipun BANI bersifat
nasional, bukan berarti ia hanya berfungsi menyelesaikan senpketa-sengketa yang
berkadar nasional, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang berbobot
internasional, asal hal itu diminta dan disepakati oleh para pihak.”

Di samping jenis arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase
institusional yang berwawasan internasional. Badan-badan arbitrase internasional
yang ada dan sudah lama didirtkan, antara lain Court of Arbitration of The
International Chamber of Commerce yang disingkat (ICC), dan The International
Centre for Investment Disputes (ICSID).”

5. PENGANGKATAN ARBITER
5.1. Persyaratan Arbiter

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang
diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang lerjadi. Seorang arbiter bisa
seorang ahli hukum, bisa juga seorang yang ahli bidang tertentu.”

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1} Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999, yang mengatur persyaratan arbiter, Orang yang dapat ditunjuk atau
diangkat sebagai arbiter harus memenubhi syarat:

a. Cakap melakukan tindakan bukum;

b. Bervmur paling rendah 35 tahun;

7 Suyud Margono, ep.cit., hal. 125.

" Ibid.

" Munir Fuady, drbitrase Nasional (Alternatif Penmyelesaian Sengheta Bisnis), (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 67.
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c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan
arbitrase; dan

¢. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling
sedikit 15 tahun.”

Seorang hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya dilarang ditunjuk
atau diangkat sebagai arbiter. Hal ini dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas
dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Mengenai jumlah arbiter, bisa seorang saja yang merupakan arbiter tunggal, atau
bisa beberapa orang saja yang merupakan majelis arbitrase yang akan bertugas
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sistem Arbiter ini dapat™ kita lihat dari
rumusan pengertian arbiter yang disebutkan dalam Pasal i angka 7 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang
diserahkan penyelesaiannya melalni arbitrase.”

Hal ini berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau
diangkat sebagai arbiter”.

Mengenai jumlah arbiter, bisa seorang saja yang merupakan arbiter tunggal, atau
bisa beberapa orang saja yang merupakan majelis arbitrase yang akan bertugas -
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase

Sweet dan Maxwell dalam bukunya International Arbitration Law Review
mengemukakan dalam menentukan berapa orangkah yang sebaiknya menjadi arbiter
dalam satu kasus, apakah tiga orang ataukah cukup satu orang, beberapa faktor di
bawah ini patut dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

% Indonesis, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Undang-Undang Nomer 30, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.
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jumlah yang dipersengketakan,;

g P

kompleksitas klaim;

o

nasionalitas dari para pihak;

e/

kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam
sengketa;
e. ketersediaan arbiter yang layak;

f. tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan.®'

5.2. Tata Cara Pengangkatan Arbiter
Terdapat beberapa cara pengangkatan arbiter yang diatur dalam Undang-Undang
Nomeor 30 Tahun 1999.

a. Penunjukan oleh para pihak

Cara pertama, pengangkatan arbiter dilakukan berdasarkan penunjukan para pihak,
baik itu melalui akta de compromittendo maupun melalui akta compromise. Dalam
perjanjian arbitrasenya, selain memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara
pengangkatan arbiter, para pihak juga dapat menyepakati penunjukan arbiter beserta
sistemnya yang akan berfugas untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Jumiah
arbiternya bisa seorang atau beberapa orang asalkan dalam jumlah ganjil.

Tata cara penunjukan arbiter yang ditentukan para pihak dalam perjanjian,
merupakan cara yang paling baik dan efektif. Cara ini akan menghindari para pihak
dari perbedaan pendapat mengenai penunjukan arbiter maupun mengenai jumiah
arbiter. Dengan cara ini, proses pengangkatan arbiter dan pembentukan majelis arbiter
akan lebih mulus, sehingga fungsi dan kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian
persengketaan, mungkin akan lebih cepat diselesaiakan

Seandainya para pihak belum menentukan cara penunjukan arbiter, sebelum
maupun sesudah sengketa terjadi, para pihak masih diberi kesempatan untuk memilih
arbiter secara langsung. Cara seperti ini, disimpulkan dari bunyi Pasal 13 ayat (1)
berbunyi sebagai berikaut :

“Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan
arbiter atau tidak ada ketenfuan yang dibuat mengenai pemilihan arbiter, maka Ketua
Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis Arbitrase”.

8 Ibid., hal. 68
82 M. Yahya Harahap, op.cit., hal 160,
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Dari bunyl pasal ini jelaslah bahwa undang-undang masih memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri arbiternya, walaupun setelah
sengketa terjadi. Kalau tidak tercapai kesepakatan mengenai siapa yang menjadi
arbiter, maka para pihak dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri untuk

menunjuk arbiternya.

b. Penunjukan oleh hakim

Cara pengangkatan arbiter dengan penunjukan oleh hakim atau Ketua

Pengadilan Negeri ini diatur dalam Pasal 13, 14 ayat (3), dan Pasal 15 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

6.

PROSEDUR ARBITRASE DI INDONESIA
Sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase, prosedur arbitrase dilakukan melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

a.

b.

persetujuan arbitrase harus dimuat dalam svatu dokumen (tertulis) yang
ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau dalam bentuk akta notaris bila
para pihak tidak dapat menandatanganinya;

jumiah arbiter harus ganjil. Penunjukan 2 (dua) arbiter dilakukan oleh para pihak
yang memitiki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang
nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Asbiter yang ditunjuk atau
diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan
tersebut. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atan
pengangkatannya tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak;
pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dengan cara
menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat
sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para
pihak; uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti dan
isi tuntutan yang jelas;

kemudian, salinan surat tuntutan dari pemohon tersebut disampaikan kepada
termohon dengan disertai perntah bahwa termohon harus menanggapi dan
memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon, selanjutnya
diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis

arbitrase akan memerintahkan kepada para pikak atau kuasa mereka menghadap di
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muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
mulai dari dikeluarkannya perintah itu;

penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan
lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak,
yang dilakukan menurut peratnran dan acara dari Jembaga yang dipilih, kecuali
ditetapkan lain oleh para pihak. Para pihak diberikan kebebasan menentukan acara
arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa arbitrase sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Unang-Undang Arbitrase. Bila
para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan
digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis arbitrasenya telah terbentuk,
maka semua sengketa penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis
arbitrase menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase;
pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, terkecuali bila
disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase,
pemeriksaan sengketa arbitrase dapat dilakukan secara lisan. Semua pemeriksaan
sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup;

. dalam sidang pertama, arbiter atan majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan
perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Bila usaha perdameian tercapai,
maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan
mengikat para pihak dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan perdamaian
tersebut. Sebaliknya, bila usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan
terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan;

. pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini
dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan;

atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat
dipanggil seorang atau lebih atav seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya,
yang sebelumnya di sumpah. Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat meminta
bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai
suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa, yang selanjutnya
diteruskan kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa. Bila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak
yang berkepentingan, saksi ahli tersebut dapat didengar keterangannya di muka
sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya;
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putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau
berdasarkan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum
yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin timbul atau telah
timbul antara para pihak. Putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup;

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum ketat dan mengikat
para pihak;

Selanjutnya, putusan arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada
kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan
pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan arbiter
atau kuasanya yang menyerahkan. Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

KASUS ARBITRASE PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 750 K/PDT.SUSA2009

Kasus Bapak Hendra Susanto selaku Konsumen melawan PT. Nusuno Karya
selaku Pelaku Usaha.

Kasus Posisi

Bapak Hendra Susanto selaku Konsumen telah menandatangani Surat Perjanjian
Jual-Beli No. 093-NK/SP/SPJB/LG/VHI/2007 (SPJB) tanggal 24 Juli 2007, atas
1 (satu) unit rumah di Puri Pakujaya Regency Blok H-10, dan pencairan dana dari
Bank Niaga ke Pelaku Usaha telah diterima tanggal 27 Juli 2007, tetapi
pelaksanaan pembangunan rumah baru dilaksanakan pada bulan Nopember 2007
atau 4 (empat) bulan setelah akad kredit;

Diskon khusus tambahan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 19.300.000,-
(sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa kredit sebesar
Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), jika sisa pembayaran
uang muka lunas sebelum akhir September 2007 tidak diberikan kepada
Konsumen; .

Berdasarkan Surat Kelvhan Konsumen ke Pelaku Usaha tangga! 4 September
2007, bahwa pembangunan rumah akan diselesaikan selama 5 (lima) bulan atau
bulan Januari 2008 tetapi Pelaku Usaha ingkar janji;
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Konsumen membuat kesepakatan kesanggupan penyelesaian rumah kembali
dengan Project Manager bahwa rumah akan selesai tanggal 11 April 2008, tetapi
Pelaku Usaha ingkar janji;

Berdasarkan Surat Keluhan Konsumen ke Pelaku Usaha tanggal 22 April 2008,
dijanjikan kembali oleh Pelaku Usaha, tanggal 7 Mei 2008 rumah harus selesai,
tetapi Pelaku Usaha ingkar janji;

Bahwa sesuai SPJB tanggal 24 Juli 2007, penyelesaian pembangunan rumah
paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal SPJB, secharusnya pembangunan
rumah selesai tanggal 24 Mei 2008, tetapi Pelaku Usaha tetap ingkar janji;

Bahwa berdasar surat dari YLKI Nomor 119/PNG/YLKI/2008, tanggal 3 Juli
2008 ke Pelaku Usaha, perihal Pengaduan Konsumen, YLKI meminta penjelasan
dari Pelaku Usaha tentang hal-hal yang disebutkan di atas;

Bahwa berdasar Berita Acara Serah Terima Kunci Nomor 0688-NK/VII/2008,
tanggal 14 Juli 2008, Pelaku Usaha menyerahkan rumah beserta kunci kepada
Konsumen;

Bahwa berdasar surat dari Kuasa Hukum Pelaku Usaha ke Konsumen, tanggal
2 Agustus 2008, Pelaku Usaha menolak Surat Kesepakatan Berita Acara Serah
Terima Kunci Nomor 001-HS/V11/2008 yang diberikan oleh Konsumen kepada
Pelaku Usaha;

Bahwa berdasar Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Nomor Register: 186/REG/BPSK-DKI/VIII/08 tanggal 20 Agustus 2008
Konsumen mengadukan masalahnya ke BPSK;

Bahwa berdasar Berita Acara Pra Sidang tangpal 23 September 2008, cara
penyelesaian sengketa yang dipifih oleh Konsumen dan Pelaku Usaha dengan cara
Mediasi;

Bahwa setelah diadakan sidang beberapa kali, tidak tercapai kesepakatan, maka
berdasar Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa Nomor 040/PCP/BPSK-DKI/1/09
tangga 5 Januari 2009, Konsumen dan Pelaku Usaba sepakat untuk menyelesaikan

sengketa konsumen dengan cara Arbitrase.

Putasan Arbitrase di BPSK
Nomor 042/A/BPSK-DKI/IV/2009;
Tanggal 7 April 2009;
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Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

ARBITRASE
Majelis BPSK Provinsi DKI Jakarta yang menangani dan menyelesaikan sengketa
konsumen telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
Antara

Hendra Susanto (Konsumen) alamat JI. Palapa 1 Blok A 85/26, Pinang Indah,
Tangerang, Banten, selaku PENGGUGAT

Melawan

PT. Nusuno Karya (Pelaku Usaha) (Drs. Cipto Sulistio - DIRUT) alamat J1. Raya Jati

Waringin, Nomor 9, Lantai 2, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, selaku TERGUGAT

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta;

1. Telah menunjuk langsung Panitera oleh Ketua BPSK Provinsi DKI Jakarta,
Nomor 237/PR/BPSK-DKI/VIII/08 tanggal 3 September 2008;

2. Telah membaca Surat Kesepakatan Pam Pihak tentang Pemilihan Cara
Penyelesaian Sengketa dengan Cara Arbitrase Nomor 040/PCP/BPSK-DKI/1/09
tertanggal 5 Januari 2009;

3. Telah membaca  Surat Kesepakatan Pemilihan  Arsbiter Nomor
041/PA/BPSK-DKI/2009 tertanggal 5 Januari 2009, yang telah memilih Arbiter
dan Ketua Majelis;

4. Telah  membaca  Surat Penunjukan  Majelis  Arbitrase = Nomor

236/PM/BPSK-DKI/I/2009 tertanggal 12 Januari 2009,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

@ N @

Telah mengnpayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

berhasil.

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di BPSK
Provinst  DKI Jakarta pada tanggal 20 Apustus 2008 dengan Nomor Repistrasi
186/REG/BPSK-DKI/VIIF08 dan telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut:
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Bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Tergugat yang tertulis

dalam Perjanjian Jual-Beli Peerumehan Puri Pakujaya Regency Blok H No. 10

Tipe 39/117 dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 093-NK/SP/SPJB/LG/VIII/2007

tertanggal 24 Juli 2007;

Bahwa pada tanggal 20 April 2008 Penggugat telah melakukan survei ke lokasi

rumah dan sebelumnya juga melakukan survei pada tanggal 18 Pebruari 2008,

pembangunan rumah Penggugat ternyata jauh dari apa yang disepakati antara

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hak Konsumen sebagai pelanggan yang belum dibayarkan sampai saat ini

sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), ini sebagai

bonus tambahan 10% (sepuluh persen) dari sisa kredit Rp. 193.000.000,- (seratus

sembilan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa Pihak Penggugat berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 November

2008 meminta pembayaran cash back kepada Tergugat yang sebelumnya

Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); '

Bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan perbaikan-perbaikan rumab antara

lain:

a. Tembok miring pada ruang utama untuk diperbaiki;

b. Pembuangan air kotor agar dipindahkan tidak melalui kamar utama;

¢. Finishing/Pemasangan keramik kamar mandi diperbaiki dengan menggunakan
knat yang seragam/sejenis;

d. Perbaikan dan finishing carport;

e. Perbaikan jarak antara genting bangunan pertama dan kedua schinpga
memungkinkan untuk dilewati orang dewasa;

f. Struktur bangunan belakang untuk konstruksi dua lantai;

g. Belum terbimya ljin Mendidrikan Bangunan (IMB) dan pembayaran cash
back.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal selama dalam proses penyelesaian

sengketa konsumen, sebagaimana yang termaksud dalam Berita Acara

Persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Tentang Hukumnya

1.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengguggat adalah seperti tersebut diatas;
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. Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat,
terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan kewenangan Majelis BPSK
menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa;

. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen yang menjadi
kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sengketa
antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan
dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa;

. Menimbang bahwa sengketa antara Penggugat yang berdomisili di Jalan Palapa I
Blok A 85/26, Pinang Indah, Tangerang, Banten, dengan Tergugat PT. Nusuno
Karya, alamat Jalan Raya Jati Waringin Nomor 9, Lantai 2, Pangkalan Jati, Jakarta
Timur, bermula dari adanya transaksi ekonomi dengan obyek transaksi berupa
pembelian rumah di Puri Pakujaya Regency, Type 39/117 di Blok H/10;

. Menimbang kesepakatan Perjanjian Pembangunan Rumah Blok H/10 di Puri
Pakujaya Regency antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2008;
. Menimbang bahwa adanya tuntutan Konsumen mengenai ketidak sesuaian standar
mutu bangunan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tentang duduk
perkara dalam persidangan-persidangan BPSK, Kuasa Hukum Tergugat mengakui
terbukti dengan adanya janji untuk memperbaiki numah, namun sampai perkara ini
diputus, janji-janji tersebut tidak pernah dilaksanakan;

. Menimbang babwa dengan adanya janji-janji Tergugat untuk memperbaiki
mutu  pekerjaan  dan  kekurangan-kekurangan yang diklaim Penggugat
sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, maka menunst Majelis adalah patut
mengabulkan tuntutan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan
perbaikan-perbaikan atas bangunan rumah milik Penggugat sesuai spesifikasi
tehnis dalam brosur dan bestek yang dijanjikan;

. Menimbang bahwa tentang janji cash back sebagaimana dijanjikan dalam formulir
pemesanan dimana seyogyanya dengan dipenuhinya prestasi dalam formulir
pemesanan lersebut maka Konsumen berhak menerima cash back sebesar
Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

. Menimbang tentang tuntutan cash back tersebut Penggugat menolak memenuhi
dengan dalih bahwa Formulir Pemesanan sudah ditingkatkan menjadi
Akte Pengikatan Jual-Beli (APJB) dimana soal cash back tidak termasuk dalam
klausul-klausul APJB;
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Menimbang bahwa apakah penolakan Tergugat sebagaimana diutarakan di atas
memenuhi alasan hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa baik formulir Pemesanan maupun APJB memiliki kedudukan hukumn yang
sama sebagai dokumen yang mengikat Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa hal-hal yang menjadi perikatan dalam formulir pemesanan tidak serta
merta diadopsi dalam APJB mengingat formulir pemesanan merupakan perikatan
pra-kontrak yang harus dipatuhi kedua belah pihak;

3. Bahwa sebagai dokumen pra-kontrak terdapat hak dan kewajiban kedua belah
pihak secara timbal balik;

4. Bahwa dalam hal salah satu pihak belum memenuhi kewajiban yang menurut
dokumen pra-kontrak tetapi kemudian hubungan hukum meningkat kepada
kontrak, maka tidak berarti klausul kontrak dalam hal ini APJB secara otomatis
menghapuskan hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan menurut dokumen
pra-kontrak kecuali kontrak yaitu APIB secara tegas menghapuskan hak dan
kewajiban dalam pra-kontrak.

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dengan ditanda
tanganinya APJB, maka hal-hal yang diatur dalam formulir pemesanan menjadi tidak
berlaku, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa karena alasan Tergugat ditolak maka Majelis berpendapat
bahwa hak Penggugat utuk memperoleh cash back sebesar Rp. 14.300.000,- (empat
belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa atas jumlah cash back sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas
juta tiga ratus ribu rupiah), Penggugat telah bersedia menerima pembayaran hanya
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Majelis berpendapat itikad baik
Penggugat harus dihargai dan untuk itu patut menghukum Tergugat untuk memenuhi
kewajibannya membayar cash back kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

Menimbang dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Majelis
Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta dalam perkara ini:

Memuntuskan
1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
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2. Menghukum tergugat untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atas bangunan
rumah milik Penggugat sesuai spesifikasi tehnis dalam brosur dan bestek yang
dijanjikan;

3. Menghukum Tergugat membayar cash back sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) kepada Penggugat.

Dengan demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari
Kamis tanggal 22 Januari 2009, dan Rapat Majelis yang dilakukan pada hari Selasa
tanggal 24 Maret 2009, oleh kami Ir. Mursalim Muhaiyang, SMI. sebagai Ketua
Maijelis, Ir. Tri Wibowo S. MBA. dan P.L. Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai
anggota Majelis.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 April
2009 oleh Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Provinsi DXI Jakarta tersebut, dan didampingi oleh Muchri Muhadjir sebagai
Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasznya.

Pelakn Usaha Keberatan
Bahwa Pelaku Usaha keberatan atas putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta,
tentang putusan Arbitrase Nomor 042/A/BPSK-DKI/VI/2009, tanggal 7 April 2009;
Bahwa Pelaku Usaha melalui Surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2009,
No. 99/Pdt.G/2009/PN Jkt. Tim, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor 99/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,
dalam perkara permohonan antara :
1. Drs. CIPTO SULISTIO, selaku Direktur PT. Nusuno Karya, beralamat di Jalan
Raya Jatiwaringin No. 9A, Lt. 2, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Lawan
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1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINSI DKI
JAKARTA, beralamat di Jalan Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E No. 5,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

2. HENDRA SUSANTO, Konsumen, beralamat di Jalan Palapa IT Blok A 85726,

Pinang Indah, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujvan perrnohonan :

Menimbang, bahwa baik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi
DKI! Jakarta dalam suratnya tanggal 1 Juni 2009 maupun Termohon Hendra Susanto
{(Konsumen) dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan
Negerl, yaitu :

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini karena
yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Konsumen, schingga
Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri berpendapat
bahwa pasal 56 ayat (2) jo Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang =~ Nomor
1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka permohonan tentang keberatan ini
harus diajukan ke tempat tinggal Konsumen, yaitu Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur
menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pemnohonan ini dan
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Pemohon dikabulkan dan ongkos
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 56 ayat (2) jo Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3
ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;

Mengadili
1. Mengabulkan eksepsi Para Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili

permohonan Pemohon;
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3. Menghukum Pemochon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini

berjumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat perrnusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2009 (15-06-2009), oleh kami :
H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,, M.H,, sebagai Hakim ketua, H. AMRON
SODIK, S.H., dan MAHFUD SAIFULLAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim-
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009 (18-06-2009) oleh Hakim Ketua,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Angpota tersebut, serta dibantu oleh J.
RICARDO H.M., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemochon dan Termohon Hendra Susanto (Konsumen),

tanpa dihadiri oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta.

Pemohon Mengajukan Kasasi

Bahwa Pemohon telzh mengajukan permohonan keberatan di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesudah putusan diucapkan pada tanggal 18 Juni
2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan
surat kuasa khusos tanggal 29 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada | Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasast
Nomor 99/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, yang dibuat olch Panitera Pergadilan Negeri
Jakarta Timur, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada
tanggal 1 Juli 2009,

Putusan Kagasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 750 K/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam tingkat

kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. CIPTO SULISTIO, selaku Direktur PT. Nusuno Karya, beralamat di Jalan
Raya Jatiwaringin No. 9A, Lt. 2, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada SYARIF FADIELAH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di
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Jalan Raya Jatiwaringin No. 12, Gedung Alawiyah, Lt. 5 UlA, Jakarta Timur,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2009, sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Pemohon Keberatan;
Melawan

1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINSI DKI
JAKARTA, beralamat di Jalan Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E  No. 3,
Jakarta Timur;

2. HENDRA SUSANTO, Konsumen, beralamat di Jalan Palapa Il Blok A 85/26,
Pinang Indah, Tangerang, para Termohon Kasasi dahulu para Termohon
Keberatan;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang
mengadili perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor !
Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
Drs. CIPTO SULISTIO, selaku Direkiur PT. Nusuno Karya tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedna dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. CIPTO SULISTIO, selaku
Direktur PT. Nusuno Karya tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
int sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Apgung sebagai Ketua
Majelis, Syamsul Maarif, S.H.,, LL.M, Ph.D. dan H. Muhammad Taufik, S.H.,
M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kustini S.H., M.H,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
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BAB IIT
PENUTUP

A. SIMPULAN
Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya,
adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalul mediasi, merupakan salah satu
alternatif penyelesaian sengketa di lvar pengadilan, di mana para pihak yang
berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak
sebagai mediator-penengah, untuk memperoieh hasil yang saling menguntungkan
(win-win solution). Apabila Konsumen dan Pelaku Usaha tidak mencapai
kata sepakat (dead lock) dalam proses mediasi, berdasarkan Pasal 6 ayat 9
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Konsumen dan Pelaku Usaha membuat kesepakatan
secara tertulis untuk mengajukan penyelesaian melalui lembapa arbitrase atau
arbitrase ad-hoc.

2. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, merupakan salah sat
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa,
untuk mencapai kata sepakat. Apabila Konsumen dan Pelaku Usaba tidak
mencapai kata sepakat (dead lock) dalam proses arbitrase, Konsumen dan
Pelaku Usaha diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mengajukan
keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan
Negeri di tempat Konsumen yang dirugikan, apabila telah ada penetapan eksekusi
dari Pengadilan Negeri, kemudian salah satu pihak keberatan atas keputwsan

tesebut, dapat mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung, pengecualian ini
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berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, proses litigasi (win-lose solution)
merupakan pilihan terakhir dalam proses penyelesaian sengketa antara Konsumen
dan Pelaku Usaha.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian, adalah sebagai

berikut:

L.

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, merupakan salah satu
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang harus disosialisasikan,
karena memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak
sebagai mediator - penengah, akan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan. Selain itu kelebihan mediasi adalah hemat waktu dan
biaya, prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu yang
relatif singkat, besar kemungkinannya untuk melaksanakan kesepakatan, schingga
memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution) antara
Konsumen dan Pelaku Usaha.

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, merupakan salah satu
alternatif penyelesaian sengketa di lvar pengadilan yang harus disosizalisasikan,
karena memanfaatkan Arbiter yang bertugas memeriksa dan memberikan putusan
arbitrase secara jujur, adil, objektif, dan sesuai dengan ketentvan yang berlaku
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu kelebihan arbitrase adalah
prosedur yang sederhana dan keputusan dapat dicapai dalam waktu yang relatif
singkat, hemat waktu dan biaya, Konsumen dan Pelaku Usaha dapat memilih
sendiri para arbiter, dan hukum mana yang akan diberlakukan, dijamin
kerahasiaan sengketa para pihak, dan keputusan arbitrase merupakan putusan yang
mengikat dan langsung dapat dilaksanakan.
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Lampiran 1: Mediasi

1. Fotocopy PPIB Sarusun Kalibata Regency Unit K/10/BJ, antara Konsumen dan
Pelaku Usaha No. 00000103, tanggal 12/05/2008;

2. Fotocopy Surat Pengaduan Konsumen ke YLKI tanggal 06/07/2009,

3. Fotocopy Hasil Pertemuan Mediasi antara Konsumen, Pelaku Usaha dan YLKI
tanggal 28/07/2009;

4. Fotocopy Resume Kronologis Konsumen yang dibuat oleh Pelakn Usaha;
5. Fotocopy Surat Pengaduan Konsumen ke BPSK tanggal 15/10/2009;

6. Fotocopy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke BPSK
No. Register 265/REG/BPSK-DKI/X/09 tanggal 15/10/2009;

7. Fotocopy Kesepakatan Mediasi antara Konsumen dan Pelaku Usaha No. Register
265/REG/BPSK-DKV/X/09 tanggal 15/12/2009;

8. Fotocopy Daftar Hadir Kesepakatan Mediasi antara Konsumen dan Pelaku Usaha
No. Register 265/REG/BPSK-DKI/X/09 tanggal 15/12/2009;

9. Fotocopy Perjanjian Pembatalan Sarusun Kalibata Regency Unit K/10/BJ
tanggal 15/12/2009;

10. Fotocopy Kwitansi atas nama Konsumen tanggal 15/12/2009;

11. Fotocopy Surat Pengantar Pelaku Usaha ke BPSK, tangpal 17/10/2009,
No. 0001010/PT.PSA-KR/FIN/XII/2009;

Xi
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MAHKAMAH AGUNG R

JL. MEDAN MERDEKA UTARA No. 9-13
Tei. 3843348-3843459-3843541-3843557- 3844302 ’
3845793-3541173-381 23447-3457624-3457642

TROMOL POS 1020 “ _Jakarta, /'Z Januari 2010
JAKARTA 10010
Nomor : 4 /Pts BPSK/I/750 K/Pdt.Sus/2009. Kepada Yth:

Lamp : 1 (satu) salinan Putusan.
Sdr. KETUA PENGADILAN NEGEF
JAKARTA TIMUR

di -
JAKARTA TIMUR.

Perihal : Pemberitahuan Putusan Periara
BPSK No. 7560 KdeLS‘L'!SIZOU_‘EL-

Bersama ini kami ki‘imkan kepada Saudara:
E a. Berkas perkara Pengadilan Jakarta Timur No, 99/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim.

'b. 1 (satu) eksemplar sa‘inan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat
kasasi tanggal 24 November 2009 Reg.No. 780 K/Pdt.Sus/2009, dalam
perkara:

JRS. CIPTO SULISTIO.

Melawan

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN { BPSK ) DKK

Cengan permintaan agar putusan tersebut di alas, segeta diberitahukan
kepada para pihak yang bersangkutan dan kemudian agar relaas
pemberitahuan itu dikirim puta kepada Mahkamah Agung RI.

AAF INARKAMAH AGUNG RI
( PANITERA MAHKAMAH AGUNG |
PANIT { I\){UDA PERDAJA KHUSUS,

)'.

'::“-==‘:_-___ --
N “-—-3

% ( RAHMI MULYATL, SH.MH,)
=7 NIP. 040 049 629

| Tembusan: Kepada Yth:

1. Drs. CIPTO SULISTIYO.
d/a. SYARIF FADILLAH, SH. MH.
JI. JI. Raya Jatiwaringin No.12, Ged.Alaviyah, LL5 UlA, Jakarla Timur.

2. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA HONSUMEN ( BPSK ) DKK
JI. Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E No.5. Jakarta Timur.

3, Assip.-

Al
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PENGADILAN NEGERI JAKARTATIMUR A RB \ TRA g E

JALAN JEND. A. YANI NO.1 PULO MAS
JAKARTA TIMUR

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 750 K/PDT.SUS/2009

Fobi sy« S

o Pada hariini ............... /t/ /V tanggal.....{...{ .............................................................. , Saya:
Saut Robert Pakpahan, Jurusita Pengganti Pengaditan Negeri Jakarta Timur, atas perintah dan ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut untu meenjalankan pekerjaan ini;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESM! KEPADA :

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINS! DKI JAKARTA, berkedudukan
di Jalan Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E. No.5 Jakarta Timur, selanjutnya
disebut sebagal.......... TERMOHON - KASAS! dahuly TERMOHON
KEBERATAN ;

Tentang lsi Putusan Mahkamah Agung R.. Nomor : 750 I:UPDT.SUS&OOG tanggal 24 NOVEMBER

2009, dalamn perkara antara: '

DRS. CIPTO SULISTIO, Sebagai .....oooocvvvvveeinienne e s PEMOHON KASASI ;
Lawan. |

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONS’JMEN (BPSK) PROVINSI DKI JAKARTA, Dkk, Sebagai...
.. . PARA TERMOHON KASASI;

Yang amar putusannya berbunyl sebagal berlk i

MI':'NGADILI:

" Menolak penmhonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DRS. CIPTO SULISTIO, selaku Direktur PT.
Nusuno Karya lersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk inembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah} ;

Pemberitahuan-ini 5aya jalankan di ... ... s

.f‘ \_I’-’_r\
LN f
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Salinan sesuai dengan aslinya Putusan KASASI Mabkamah Agung Republik
Indonesia "Nomor : 750 K/Pdt/2009, dibetikan atas pefmintaan
TERMOHON KASAS] secara lisan tanggal 10 PEBRUARI 2010.

n

Jakarta, 10 Pebruan 2010.

Z PANITERASEKFETARIS
PENGADILAN MOEERUENCARTA TIMUR

L3110 ol T Rp. 6.000,
B 8 Suciveneresirieriionininimennarieena Rp. 3.000.-
th Tulis .ooniveiiiaiiensinsiinsaeiiasnses Rp. 2.100,-+

Jumtlah Rp. 11.160,-
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Menghukym Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
_ tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggai 24 November 2009 ofeh Prof. Dr. H. Muchsin,
SH. Hakim Aqung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majetis, Syarnsul Ma'arif, SH, LL.M..Ph.D dan H. Muhammad Taufik. SH. MH.
Flakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
unfuk umum pada hari itu juga vleh Kelua Majelis dengan dihadiri oieh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dbantu oleh Retno Kusrini, SH..MA. Parilera
Pengganli dengan tidak dihadiri cleh para pihak ;

-

Hakim-Hakim Anggota Ketua
ttd/. Syamsul Ma'arif, SH. LL.M.,FFh.D itd/. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
ttd/. H. Muhammad Taufik, 8H. . MH.

P

Panitera Pengganti
tid/. Relno Kusrini, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai............. Rp. 6.000,-
2. Redaksi.......... Rp.  1.000,-
3. Administrasi Kasasi_... Rp._493.000,- +

Jumlah = Rp. 500,000,-

Untuk Salinan’
Mahkamah Agung R.I
. -~. an.Paniter a
r}f Pafriitera Muda Perdaia Khusus

7

~ RAHMI MULYATI, SH.MH. | v
NIP. 040.049.629. |

N\
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lampiran dan/atau perubahan lampiran-lampiran yang terdapal pada
perjanjian ini merugakan satu kesatuan perjanjian diantara pihak dan
menggantikan serla m2mbatalkan semua perjanjian antara para pihak dan
menggantikan dan membatalkan semua Jokumen dan kesepakatan

., sebelumnya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun lainnya” ;

5. Bahwa bukti-bukti tersesut dalam butir 4 di atas, lelah lidak dipertimbangkan
secar adil oleh BPSk dalam putusannya No.042/A/BPSK-DKINIV/2009,
tanggal 07 Ap‘ril 2008, padahal menurut hukum (Pasal 1313 dan Pasal 1338
BWj), perjanjian tersebu; harus ditaati/dipatuhi. Cleh karena bukti dimaksud -
tidak secara adil dipe timbangkan, maka ‘merugikan Pamochon Kasasl/
FPemohon keberatan se‘aku pihék pelaku usaha; Oleh karenanya mohon
juga kepada Mahkamah Agung berkenan memperimbangkan uniuk
mengabulkan kebera‘tan‘ Pemohon Kasai/Pemohon Kasasi Keberatan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat ; ‘ | |

mengenai alasan ke 1. 2 dan 3

VA ,."‘ , - bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapal dibenarkan, oleh karena Judex

' Facli tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Negeri Jakara Tirnur tidak

ﬂ} berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA
Nomeor 1 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa be dasarkan pertimbangan di alas, lagi pula iernyata
bahwa putusan Judex Facti datam perkara ini- tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau .undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemchon Kasasi : Drs. CIPTO SULISTIO, selaku Direktur PT, Nusuno Karya
tersebut harus ditolak ;

Meﬁimbainr;;, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- ditolak, maka Pemohon Kasasl dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ; '

Memperhatikaln pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998,
Undang-Undang Nomor 4 Tatun 2004, Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 scila
" peraluraﬁ perundang-undanga 1 lain yang bersangkutan ;
WENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dédri Pemohon Kasasi: Drs. CIPTO
SULISTIOUpa1a1as DyRleRRAPTONESAAD Yeaall b1 2010.
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Bahwa Pernohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex
Facti yang menyatakan "F"engadilan Negeri Jakarla Timur tidak berwenang
mengadili perkara ini kan:na yang berwenang adalah Pengadilan Negeri
tempat tinggal konsumen sehingga Per]gadﬂan Neger Tangerang yang
berwenang X ! '

Bahwa pertimbangan hukum Judex quti tersebut di atas, hanya melihat
atas permohonan keberztan Pemohon/Pemohon Kasasi atas Putusan
BPSK tentang Arbittrase No.042/A/BPSK- DKI/VI/2008, tanggal 07 April
2009 sebagai suatu sengketa yang sama dengan perkara perdata lainnya,
di mana ada plhak pihak. sebagai Penggugat dan Tergugat. Padahal‘_

Pemohon Kasasi/Pemchon, ketika rmengajukan permohonan keberatan atas

putusan BPSK tersebut adalash mengacu pada konsepsi hukum keberatan
semata-mata pada pulusan BPSK dimaksud saja, yang tentunya proses
hukum lidak harus memanc il pihak-pihak dalam proses perkara biasa

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pemohon keberatan berkonsepsi
demikian tersebut dalam butir 2 di atas, maka permohonan keberatan
Pemohon Kasasi ke Jakada Timur adalah tel;'slh sesuai dengan ketentuan
hukum tentang Perlindungan Konsumen (UU No.1 Tahun 1998), di mana
ditegaskan keberatan dapa diajukan di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya
Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri terdekat yaitu Pengadilan

Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian mohon menjadi pertimbangan

" Mahkamanh Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti dan

menyatakan Pengadiian Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili
perkara a quo ;

Bahwa jauh dari itu, permrohonan keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon
alas putusan BPSK lentang Arbilrase ?\Io.042!A!BPSK-DKI!IV!2009. tanggal
07 April 2009, yang diajukan ke Penga«l'.iilan Negeri Jakarta Timur, karena
adanya bukti hukum yang jelas, yaitu : (1) Bukti Surat Berita Acara Serah
Terima Kunci No.068-NK/NV1/2008, tanggal 14 Juli 2008, yang menyatakan
secara jelas "setelah penyerahan rumah beserta kunci dilakukan maka
pihak_ pertamz memberikan masa pemeliharaan kepada Pihak kedua
selama 30 hari, terkitung sejak ditandatanganinya Berita Acara cS'erah
Terima Kunci ini. Namun setelah masa pemeriliharaan selesai, maka
tanggung jawab selanjutnya diserahkan kepada pihak kedua (konsumen),
(2) Bukti Surat Perjanjian Jual Beli NC.OQS-NKJ’SP-JB/LG!’YII!2007. tanggal
24 Juli 2007 yang telah ditandatangani masing-masing pihak, di mana

. unyi "Perjanjian inj beserta lampiran-
'dalam-Paa%leiy1a3p§1r)}g|‘ésalan) a%lgr?ar nu rahwatljaFI-{ ul, 20" p



Bahwa Pengadilan Negiri Jakarla Timur tidak berwenang mengadili
perkara ini, karena jelas pokob perkara adalah tentang keberatan terhadap
putusan: Badan Penyelesaan Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta:
(BPSK), di mana dalam sutusan tersebut dan senyalanya jelas bahwa
Termohon adalah sebagai «onsumen yang berdomisili di Kotamadya -
Tangerang. Oleh sebab itu permohonan perkara keberatan ini adalah menjadi
wewenang dan yuridiksi Pengadilan Negeri Tangerang', sehingga Pengadilan
Negeri Jakarta Timur moton menyatakan dirinya tidak berwanang dan
menyatakan permohonan keteratan Pemohon tidak dapat dite-ima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri
Jekarta Timur telah mengambil pulusanxyailu putusan Nomor : 99/Pdt.G/2009/
PN.JKT.Tim. tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya sebagar berikut
1. Mpngabulkan eksepsi pare Termoho
2. Menyatakan Pengadilan Megeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili

permohonan Pemohon ;
3. Meng_hukum Pemchon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan
ini berjumlah Rp.341.ﬁ000,- ftiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putuszn Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta&Timur
lersebut diucapkan pada tanggal 18 Juni 2009, kemudian lerhadzpnya oleh
Pemohon dengan perantaraen kuasanya berdasarkan ‘surat ku‘as'a khusus

_Itanggal 29 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 01 Juli
2009 sebagaimana ternyala dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor :
991Pdt.GIZOOQ/-PN.J!ét.Tim. yang dibuat oleh Panitera Per_xgadilan Negeri Jakarta

Timur, permohonan mana diseriai dengan memori kasasi yang memuat alasan-

4
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_alagan yang diterima di Kebanitera_an Pengadilan Negeri .Jakarta Timur pada
. tanggal 1 Juli 2009 ;

bahwa setelah itu oleh “ermohon yang paia tanggal 15 Juli 2008 telah
diberitahu tenthang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori
kasasi yang diterima di Kepariteraan Pengadilan Negeri Jakaria Timur pada

tanggal 17 Juli 2008 ; _
Menimbang, bahwa perrnohorian kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada plhak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undan;g-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterifha ; .
Menimbang, bahwa alassn-alasan yanQ céiajukan oleh Pamohon Kasasi

dalam.memori kasaslnya tersebit pada pokoknya ialah :
"Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Namun_selelah masa pemelihgraan selesal, maka tanggungjawab selanjutnya
diserahkan kepada pihak kedua (konsumen)” (bukli P-2). Oleh karena telah
lewal masa pemeliharaan alas rumah Penggugat, maka Pemohon/Tergugat
tidak bertanggungjawab lagi atas perbaikan rumah Penggugal tersebut :

Bahwa Pemohon/Tergugat juga keberatan terhadap perimbangan
Majelis BPSK, halaman 4, paragraph 1'yar,tg menyatakan "Men‘imbang. bahwa
apakah penolak Tergugat sebagaimana diuraikan di atas memenuhui alasan
hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ..... dst". Bahwa
pertimbangan Majelis BPSK tersebut telah keliru dan tidaksberdasar secara
hukum. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli No.093-NK/SPJB/LGMI/2007, tanggal

24 Juli 2007, (bukti P-3) yang telah ditandatangani kedua belah pihak

(Pemohon/Tergugal dan Penggugat), telah dengan jelas diatur dalam Pasal 13
angka 3 yang berbunyi "Pé‘rjanjian ini beserta tampiran-lampiran merupakan
suatu kesatuan perjanjian antara para pihak dan menggantikan serta
membatalkan semua perjanjiar antara para pihak dan menggantikan serta
membatalkan semua dokumen «an kesepakatan sebelumnya baik dalam bentuk
lisan, tulisan maupun lainnya" ;

Oleh karena telah diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 angka 3

di atas, maka secara hukurr  (Pasal 1313 dan Pasal 1338 BW) harus

ditaati/dipatuhi. Untuk itu fomulir pemesanan atau cejenisnya yang telah ada

sebelumnya, harus dinyatakar batal dan/atau lidak berlaku lagi. Dengan
demikian berdasarkan alasan hukum tersebut, maka pertimbangan Majelis

BPSK halarﬁan 4, paragraf 1 dimaksud, patut ditolak/dibatalkan. Dan, Pemohon/

Tergugat tidak ada lagi berkewajiban untuk membayar cash back sebesar

Rp.‘lO.OOO.OOd,-I(sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa bsrdasarkan hal-kal tersebut dl atas Pemohon memohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memblerikan pulusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkar. permochonan Pemohon seluruhnya ;

2.. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi
DKI Jakarta tentang Arbitrase No.042/A/BPSK-DKI/IV/2009, tanggal 07 Ap‘ril
2009 ~

3. Menyatakan Pemohon/Tercugat tidak berkewajiban untuk memperbaikl
rumah: Penggugat dan ticlak berkewajiban untuk membayar cash back
sebesar Rp.10.000.000 - (sehuluh juta rupiah) ;

4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa luzrhadap permohonan tersebut Termohon

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010. &



Rp.19.300.000,- {sembian belas jula tiga ratus ribu rupiah) ;

» Pembayaran cash back sebesar Rp.14.300.000,- (empal belas jutatiga ratu=
ribtr rupiah}, menjadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kemudian Eadan Penyelesaian 3engketa Konsumen (BPSK—).
Provinsi DKI Jakarta yang.renangani penyelesaian sengketa kansumen antara’
Hendra Susanto (konsumoen) melawan PT. Nusuno Karya {pelaku usaha).
tersebut di atas, setelah melalui proses beberapa kali persidangan telah
membacakan putusannya pada tanggal 07 April 2009, No0.042/A/BPSK--

-,DKINII‘?OOQ{ yang amar putusannya sebagai berikut :
Memutuskan
Menerima gugalan Pengigugal sebagian ;

2. Menghukum Tergugat uituk mélaksanakan perbaikan-perbaikan atas
bangunan rumah milik Penggugat sesuai spesifikasi teknis dalam brosur
dan bestek yang dijanjikan ;

3. Menghukum Tergugat membayar cash back sebesar Rp.10.000.000,-

P (sepuluh juta rupiah) ker ada Penggugat ;
G : ~ Bahwa Pemohon kebzratan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa
! (]J . \Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta, tentang Arbitrase, No.042/A/BPSK-
: } i DKI/VIJ20089, tanggal 07 April 2009 tersebut dalam butir 3 di atas |
Bahwa keberatan P:=mohon atas putusan BPSK' tentang ﬂ.rbatraee
o tersebut, adalah terhadap periimbangan Majelis BPSK Provinsi DKI, halaman 3,
paragraph 6, yang menyatakan "Menimbang, bahwa adanya tuntutan konsumen
mengenat ketidaksesuai standar mutu bangunan .... Kuasa Hukum Tergugat
mengakui terbukti dengan adanya janji untuk memperbaﬁu rumah dst”;

Bal‘wa pemmbangan Majeiis BPSK tersebut secara hukum tidaklah

berdﬂsar dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah menjanjikan untuk

memperbaiki rumah. Kuasa Hukum-'Tergugat dalam persidangan BPSK bersifat

hanya sebagai penyampai .ar/atau akan menyampaikan kepada Peamohon/
Tergugat, akan permintaan Penggugat yang disampaikan melalui Majelis Hakim
BPSK untuk memperbaiki rumah Penggugat. Dan, hal itu telah disampaikan,
batikan berdasarkan keterangah Pemohon/Tergugat lelah dilakukan pertaikan

oleh Pemohon/Tergugat atas rumah Penggugat tersebut ;

Bahwa selain itu, seb2narnya sesuai Berita Acara Serah Terima Kunci
No.068B-NK/NVII/2008, tanggal 14 Juli 2008, telah sangat jglas dinyatakan
“setelah penyerahan rumah besera kunci dilakukan maka pihak pertama
memberikan masa pemeiiha-aan kepada _pif]ak kedua seldma 30 (tiga puluh)

hari, tegmgygg)éﬁg&gg@qggmgﬁaﬂm&pamﬂgH‘{_g@g@1§_erah Terima Kunci ini.



PUTUSA N-
Nomor_: 750 K/Pdt.Sus/2009

DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalan

tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. CIPTO SULISTIO, selaku Direktur PT. Nusuno Karya, |
bertempat tinggal di Jalan di Raya Jatiwaringin No. 8A, Lt 2
Pangkalan Jzli, Jakarta Timur, dalam hal 'ini memberi kuasa
kepada SYARIF FADILLAH, SH.,MH., Advokat, perkantor di Jalan

" Raya Jatiwarirain tlo.12, Ged. Alawiyah, LT. 5 UIA, Jakarta Timur
berdasarkan ‘sﬁrat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2009, sebagaj
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan :

melawan :
. '1. BADAN PENYZLESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPEK)
Y PROVINS! DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Raya
. it

L Kalimalang <av. Agraria Blok € No.5, Jakarta Timur ;
" 2. HENDRA SUSANTO, Kensumeri, bertempat tinggal di Jalan
Palapa [l Blok A 85/28, Pinang Indah, Tangerang, para
X Termohon Kasasi dahulu para Termohon Keberatan ;
‘1 Mahkamah Agung tersebut ;
-1’! Membaca surat-surat yang bersangkutan ; ‘
Menimbang, bahwa diari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pernohon

asasi dahulu sebagat Pemahon telah mengajukan permohonan keberatan di
muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-
dalil sebaéai berikut ;

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan.Termohon.

Bahwa  Hendra Susanto (konsumen) selaku Penggugat, telah
mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Keonsumen (BPSK)
Provinsi DKI Jakarta p-ada lang'gal: 20 Agustus 2008, dan terdaftar dalam
register perkara No. 186/REG BPSK-DKIAIIOS ;

Bahwa gugatan Penggugat (Henidra Susanto-konsumen) terhadap PT.
Nusuno Karya-Ors. Cipto Sulic tio, selaku Direktur Utama (pelaku usaha) antara
lain : '

-« Perbaikan rumah ;
o Hak Uharaspmwleséﬁabagai/vimlang@amayaﬁlg Ubebsm dibayarkan sebesar
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Untuk perkara Perdata No. 99/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim
dibertkan salinan Putusari sesuai dengan aslinya kepada
Termohon atas permintaannya secarg lisan kepada kami
pada tanggal : 26 Juni 20:9.

Jakarta, 26 Juni 2009.

PAN ITERA ! S EKRETARIS Q{)
. ¢

SR PARIAL, S.H., 1.H.
NIP, : (140051165,

Biaya Salinan:

Meterai : Rp. 6.000,-
Leges : Rp. 3.000,-
Legalisasi : Rp. 10.000,-
Upah tulis: Rp, 2.700,-
Jumlah  : Rp. 21.700,-

N
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Hukum Penmichon dan Termohon Hendra Susante (konsumen), tanpa dih

Badan Penyelesaian Se:ngketa Konsumen Provinsi DK} Jakarta;

HAKIM ANGGOTA,

A h

H. AMRON SODIK, 5.H.

£td-

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

Biava perkara :

1.

2.
3.
4

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., |

Hak Kepaniteraan ........ Rp. 30.000,-
- Panggilan ................... Rp. 300.000,-
Meterai ...................... Rp 6.000,-
REDAKSI ..oy Rp. __ 5.000-
Jumlah ...ooovveeenee, Rp. 341.000,-

HAKIM KETUA,

Lt

" PANITERA PENGGANTI,

it b

J. RICARDO H.M., S.H.

W

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwéti, FH Ul, 2010.
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(BPSK), maka permohonan tentang keberatan ini harus diajukan ke tempat

i’inggal konsumen, yaitu Penc adilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa cleh karena itu Pengadilan Negeri Jakara Timur
- menyatakan lidak berwenangy memeriksa dan mengadili permohonan ini dan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Pemohon dikabulkan dan
ongkos perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memparhatikan keten.uan Pasal 58, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang
Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 3 ayat
. "]

(1) PERMA No. 1 Tahun 2006; &
MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Termohon;

2 Men-y.atakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili

permohonan Pemohon;

- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biayé perkara yang hingga putusan
ini berjumian Rp. 341.000 .- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus;karl dalam rapat perrﬁusyawaratan Majells Haklm
" Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari: SENIN, fanggal 15 JUNI 2009
(15-06-2009). oleh kami : H. SYAMSUL B/-{HR{ ‘BORUT, S8.H., ‘M.H., sebagal
Hakim Ketua, H. AMRON SODIK, S.H., dan-MAHFUD SAIFULLAH, S.H.,
masing- masing sebagai Hakim Hakim Anggofa. Putusan tersebut di ucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal
18 JUNJ 2009 (18-06-2009) nleh Hakim Ketua, dengan didampingi olah Hakim
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh J. RICARDO H.M.,, S.H., selaku
Panitera Penggantt Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa

Upéya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Dalam Pokok Perkara.

« Menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidak-setid aknya

menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selznjutnya Pemohon mehgajukan Replik tanggal 12
Juni 2009, dan Termohon Hsandra Susanto (konsumen) mengajukan Duplik
tanggal 15 Juni 2009, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Provinsi DKl Jakarta (BPSK)} tidak mengajukan. apa-apa lagi. Replik dan
Duplikx mana sebaéaimana lerlampir dalarm Berita Acara Persidangan inf

dianggap ikut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa kzrena Termohon mengajukan Eksepsi tentang
Kompetensi Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim akan memutus terlebih

iighulu sebelumn pokok perkara

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana

terurai diatas;

Menimbang, bahwa ba-ik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Provinsi DKI Jakarta (BPSK) dalam suratnya tanggal 01 Juni 2009 maupun
Termohon Hendra Susanto (konsumen) dalam Jawabannya mengajukan
eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri, yaltu

&
s Pengadilan Negeri Jakarta Timnur tidak berwenang mengadili perkara I[ni
k'ar'ena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal
konsumen, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang;

‘ Ménimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri
berpendapat bahwa bardasarkan Pasal 56 ayat (2) jo le’asal 57 dan Pasal 58
ayét (1) Undang Undang No.1 Tahun 1999 tentang Perlindungann Konsumen jo
Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan -terhadap Putusan Badan Penyelesalan Sengketa Konsumen

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwéti, FH Ul, 2010.
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April 2009 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

bersifat final:

3. Bahwa Termohon menoclak dalil-dalil Pemohon No. 4 dan § karena
dengan jelas bahwa Putusan BPSK memberikan pertimbangan
tentang dasar hukum dan tentang duduk perkaranya berdasarkan
kepada alat bukti, baik surat menyural maupun Berita Acara
Persidangan. Lagip.ula tidak pada tempatnya dalam persidangan ini
kembali kepada pokck masalah yangi_; telah diputus oleh ‘BPSK, karena
prinsip utama pemeriksaan pokok-parkara dalam acara keberatan
adalah formalitas atas syaral keabsahan sebuah kaputusan Arbitrase,
bukan memeriksa kemball substansi atau pokok perkara yang telah
dipﬁtus oleh Arbitrase:

| 4. Bahwa Termohon menolak dalil hukum- No. 6 permohonan keberatan
karena tidak ada ke<eliruhan BPSK dalam pertimbangan hukumnya
sebab BPSK bukan mengabaikan Pasal 13 angka 3 Peranjlan Jual
Beli No. 093-NK/SEJB/LGNVI2007, melainkan BPSK menyatakan
bahwa bahwa semua perikatan berupa hak dan kew:—xjiban'yang timbul
sebelum perjanjian thko‘k adalah tetap mengikat, karena dengan hak

dan kewajiban itulah pula’ para pihak kemudian sepakal memasuki
pérjanjian pokok. Olzh sebab itu janjijanji Pemohon pada dokumen
sebelum perjanjian tetap dianggap mengikat karena pada kenyataannya
kewajiban-kewajiban Termohon sebelum adanya perjanjian pokok
juga sudah dilaksanakan Termohon dan diterima serta dinikmati
» oleh Ifemohon. Dengan alasan itu adalah patut dan adil Pemohon
dinyatakan tetap terikat kepada Janji-ianji kewajlbannya pra perjanjian

pokok;

Demikian Jawaban ini clisertai pérmohohan, sgbagai berikut :

Dalam Eksepsi. .

« Mengabulkan ekse-psi Termohon dan menyatakan permohonan keberatan

Pemohon tidak dapat diterma;

Upaya penyelesdian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010. a



Hendra 'Susantol(konsumeru) datang menghadap sendid, sedangkan Badan
Penyelesaian Sengketa Korisumen Provinsi DKI Jakarta (BPSK) tid ak hadir.
tetapi mengiim éurairtanggai 01 Juni 2009 sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara ini, yang isinya pada pokoknya "bahwa dalam hal diajukan keberatan

terhadap Putusan BPSK, BPSK bukan merupakan para pihak";

LH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah
pihak melalui Hakim Mediator yang ditunjuk, yaitu : H. Sofyan Syah, S.H., M.H.,
namun berdasarkan keterangan Hakim Mediator tersebut tanggal 08 Juni
2009, ternyala perdamaian tidak berhasil karena itu permohonan Pemohon

dibacakan dan Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Memmbang, bahwa tnrhadap permohonan fersebut, Termehon Hendra
Susanto (konsumen) mengajukan Jawaban pada sidang tanggal 10 Juni 2009,

sebagai berikut :
A. Dalam.Eksepsi.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak ben&enang mengadili
perkara ini, karena jelas ookok pe-kara adalah tentang keberatan terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sergketa Konsumen Provinsi DK Jakarta
(BP3K), dimana dalam putusan terset}ut dan senyatanya jelas bahwa
Termohon adalah sebagai konsumen ;:yang berdomisili di Kotamadya
Tangerang. 'Oleh sebab itu permdhonan perkara keberatan ini adalah
menfadi wewenang dan yuridiksi Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga
Pengadilan Negeri Jakarta Timur mohon menyatakan dirinya tidak
bérwena.ng dan menyatalkan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat

diterima;
B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali

yang diatur secara tegas;

2. Bahwa Badan Penyelesalan Sengkata Konsumen Provinsl DKI Jakarta

(BRSIA psiyacaBuumnayRANG AW A/B DEKARKY/IV/2009 tanggal 07



hukum. Dalam Surat Peljanjian Jual Beli No. 093-NK/SPJB/LG/VIi/2007,
tanggal 24 Juli 2007, (bukti P-3) yang telah ditandatangani oleh kedua belah

pihak (Pemohon/Tergugat dan Penggugat), telah dengan jelas diatur dalam :

Pasal 13 angka 3 yang berbunyi “Perjanjian ini beserta lampiran-iampiran
dan/atau perubahan lampran-lampiran yang terdapat pada perjanjian ini
merupakan suatu kesatuar. perjanjian antara para pihak dan menggantikari
serta membatalkan semua perjanjian antara para pihak dan menggantikan
serta membatalkan semua dokumen dan kesepakatan sebelumnya baik

dalam bentuk lisan, tulisan maupun fainnya”.

Oleh karena tejah diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Pasal i3
angka 3 diatas, maka secara hukum (Pasal 1313 dan Pasal 1338 BW) harus
ditaati/dipatuhi. Untuk itu formulir pemesanan atau sejenisnya yang telah
ada sebelumnya, harus dinyatakan batal danfatau tidak berlaku lagi.
Dengan derikian berdasarsan alasan hukum tersebut, maka pertimbangan
Majelis BPSK halaman 4, paragraf 1 dimaksud, patut ditolak/dibatalkan.
Dan, F_’emohon!T ergugat ticlak ada lagi berkewajiban untuk membayar cash

back sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah};

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat memohon
dengan hormat kepada Ketus Pengadilan Negeri Jakarta_Tirnur cq. Majells

~ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seiuruhnya;

2. Membatalkan Putusa=n Bacan Penyelesaian Sengketa Konsuman Pgovinsi
DK Jakarta tentang Arbirrase No. 042/A/BPSK-DKI/V/2008, tanggal 07

April 2009;

3. Mehyatakan Pemohon/Tergugat tidak berkewajiban untuk memperbalki
rumah Penggugat - dan ticak berkewajiban untuk membayar cash back

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, PRSHORSNPER LR dvalinkrhsatiHtikuHhRgdOtersebut diatas, serla



/'

04. Bahwa Pemohon keberatin atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

05,

08.

\

Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta, tentang Arbitrase, No.042/A/BPSK-
DKIVI2008, tanggal 07 April 2009 tersebut dalam butir 3 diatas;

Bahwa keberatan Pemohon atas putusan BPSK tentang Arbitrase tersebut,
adalah terhadap pertimbangan Majelis BPSK Provinsi DKI, halaman 3,

-paragraph &, yang menyatakan “Menimbang, bahwa adanya tuntutan

konsumen mengenai ketidaksesuai standar mutu bangunan ......., Kuasa
Hukum Tergugat mengakui terbukdi dengan adanya janji untuk memperbalki
rumah dst":

Bahwa pertimbangan Majelis BPSK tersebut secara hukum tidaklah
berdasar, dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah menjanjikan
untuk memperbéiki rumah. Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan
BPSK bersifat hanya sebzgai penyampai dan/atau akan menyampaikan
kepada Pemohon/Tergugat, akan permintaan Penggugat yang disampaikan
melalui Majelis Hakim BPSK untuk memperbalki rumah Penggugat. Dan,
hal itu telah disampaikan, bahkan berdasarkan keleraﬁgan Pemcohon/
Tergugat telah dilakukan perbaikan . oleh ?Pemohon!‘l‘ ergg'ugat atas rumah

Penggugat tersebut;

Bahwa selain itu, sebenarnya sesuai Berita Acara Serah Terima Kunci
No. 0688-NK/VI1/2008, tanggal 14 Juli 2008, telah sangat jelas dinyatakan
“setelah penyerahan rumah beserta kunci dilakukan maka pihak pertama
memberikan masa pemeliharaan kepada pihak kedua selama 30 (tiga
;Suluh) hari, terhitung séjak ditandatanganirya Berita Acara Serah Terima
Kunci ini. Namun setelah masa pemeiiharaan selés_a\i, maka tanggungjawab
selanjutnya diserahkan kepada pihak kedua (konsuman)" {bukti P-2). Oleh
karené telah lewat masa pemeliharaan atas rumah Penggugat, maka
Pemohon/Tergugat tidak hertanggungjawéb lagi atas perbaikan rumah

Penggugat tersebut;

Bahwa Peﬁohonﬁ ergugat juga keberatan terhadap' pertimbangan Majelis
BPSK, halaman '4, paragraph 1 yang menyatakan "Menimbang, bahwa
apakah penolak'Tergugat sebagaimana dluraikan dlatas memenuhi alasan

hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ........... dst”. Bahwa
pertlmbaﬁsganpw{aj ﬁsaﬁﬁs %?Q%@St“?e?aﬁem Léi.\fm Ldak berdasar secara



Jakarta Timur tanggal 18 Me . 2009, dibawah No. 99/Pdt.G/2009/PN, Jkt.Tim,
mendalitkan sebagai berikut :

- 01,

02.

03.

Bahwa Hendra Susanto (k>nsumen) selaku Penggugat, telah mangajukan
gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DK
Jakarta pada tanggal 20- Agustus 2008, dan terdaflar dalam registrasi

perkara No. 186/REG BPSK-DKINVIII/08;

Bahwa -gugatan Penggugat (Hendra Susanto-konsumen) térhadap
PT. Nusuno Karya-Drs, Cipta Sulistio, selaku Direktur Utama (pelaku usaha)-

antara lain :

» Perbaikan rumah,

« Hak konsumen sebaga. pelanggan yarg belum dibayarkan sebesar
Rp. 12.300.000,- (sembiian belas juta tiga ratus ribu rupiah),

. Perﬁbayaran cash back sebesar Rp. ‘!4.3OG..000.--(empat beias |uta tiga
ratus ribu ruplah), merjadi sebesar Rp, 10.000.000,- (sepuliuh Juta
rupiah);

‘Bahwa kemudian Badan -Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Provinsi DKI Jakarta yang menangani dan menyelesaikan sengketa

. konsumen antara Hendra Susanto (konsumen) melawan PT. Nusuno Karya

(pelaku usaha) tersebut datas, setelah melalui proses beberapa kali
persidangan telah membacekan putusannya pada tanggal 07 April 2008,
No. 042/A/BPSK-DKINVI2009, yang amar putusannya sebagai berikut :

Memutuskan

1. Menerima gugatan Pengg¢ugat sebagian;
‘ . ho &
2. Menghukum Tergugat uatuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atas
bangunan rumah milik Penggugat sesual specifikasi tehnis dalam brosur

dan bestek yang dijanjika;

3. Menghukum Tergugat membayar cash back sebesar Rp. 10.000.000,-

" (sepuluh juta rupiah) kepzda Penggugat; X
Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



PUTUSAN
Noz= 89/P°dt. G/2009/PN. Jkt. Tim.

{a

DEMI KEADILAN BERD.ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata da_lam peradilan tingkal pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara permchornan antara :

Drs, CIPTO SULISTIO, selaku Jirektur PT. Nusuno Karya, beialamat dl Jalan
Raya Jatiwaringin No., 9A, Lt. 2, Pangkalan Jati, Jakara Timur, selanjuinya
disebut sebagai Pemohon:

ftawan

1.. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINSI
DK! JAKARTA, beralamat di Jalan Raya Kalmalang Kav. Agrarla Blok E
No. 5, Jakaria Timur, selanjutr ya disebut sebagai Termohon;=

- 2: HENDRA SUSANTO, Konsumen, beralamat di- Jalan Palapa Il Blok A
85/26,.Pinang Indah, Tangerar g, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapay Keétua Pengadlian Negerl Jakarta Timur,

tentang -Penunjukan Majelis Hakim

Telah membaca Penetapan Ketua Majells Hakim, tentang Hari-hari

Sidang;
Telah mendengar keterahgan kedua belah pihak;

TENTANG DIJDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohcn melalui surat permohonannya tertanggal

18 Mei 2009, yang telah didafterkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
T Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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bangunan rumah milik Penggugat sesuai spesifikasi tehnis ‘dalam

brosur dan bestek yang dijaniikan;

3. Menghukum Tergugat membayar cash back sebesar Rp. 10.000.000, -
( sepuluh juta rupiah ) kepada Penggugat.

Dengan demikian diputus dalam Rapat Peimusyawaratan Majeli pada Hari Kamis tanggal 22
Januari 2009, dan Rapat Majelis yang dilaki:kan pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2009,
oleh Kami tr. Mursalim Muhaiyang, SMl. sabagai Ketua Majelis, Ir. Tri Wibowo S. MBA. dan
P.L. Tobing, SH. MH. masing-masing seba.ai Anggota Majelis.

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan pada Han Selfasa fanggal 7 April 2009 oleh
Majelis Arbitrase Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Provinsi Dki Jakarta
tersebut, dan didampingi oleh Muchii Muhadjir sebagai Panitera, déngan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat yang ciwakili oleh Kuasanya.

ﬂ‘____:‘__[(etlia Majelis : Anggota Majelis :

T . TR,
# Lt Vided l’\..'-:,_."-

?)) TTf /I

salind Muhaivang, SMI, 3L Tobing, SH.MH.  Ir. Tri Wibowo S. MBA.

i
e

—

Panitera :

Muchri Muhadiic

Upéya penyelesaian..., Dwiana Anﬁgrahwati, FH Ul, 2010.



r . ih - -
-~ Menimbang, bahwa apakah .penolakan Tergugat sebagaimana diutarakar di atas memenuhi
alasan hukum, Majelis mempetimbangkan sebagai berikut :

bahwa haik formulir Pemesanan maupun APJB memiliki kedudukan hukum yang sama

sebagai dokumen yang mengikat Penggugat dan Tergugal:

- bahwa_hal_—hal yang menjadi perikatan dalam formulir pemesanan tidak serta merta
diapdopsi dalar_n APJB mengingat fomulir pemesanan merupakan perikatan pra-

.

kontrak yang harus dipatuhi kedua belah pibak; - -~

- 'bahwa sebagai dokumen pra-kontrak terdapat hak dan kewajiban kedua belah Pihak

secara timbal balik;

- bahwa dalam hal salah satu pihak belum memenuhi kewajibarl'r yang menurut dokuman

. pra-kontrak tetapi kemudian hubungan hukum meningkat kepada kontrak, maka tidak

berarti klausul kontrak dalam bal ini APJB secara otomatis menghapuskan hak dan

kewajiban yang belum dilaksanakar menurut dokuman ;;ra-kontrak kecuali kontrak
yaitu APJB secara tegas menghapuskan hak dan kewajiban dalam pra-kontrak;

Menimbang‘ bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dengan ditanda tanganinya APJB
maka hal- hal yang diatur dalam formulir pemesanan menjadi tidak berla %
Menimbang bahwa karena alasan Tergugat ditolak maka Majelis berpend.a‘q 5,

Penggugat untux memperoleh cash back sebesar Rp 14.300.000,- dari T'ETgugai patut
dikabulkan;

dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu harus ditolak; -

"

Menimbang bahwa atas jumlah cash back sebesar Rp. 14.300.000,-, Penggugat telah
bersedia menerima pembayaran hanya Rp. 1(.000.000,-sehingga Majelis berpendapat itikad
baik Penggugat harus dihargai dan untuk itu patut menghukum Tergugat untuk memenuhi

kéw;ajibannya membayar cash back kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,—\

Menimbang dan memperhatikan Undang-undeng No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan
Korrsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Majelis Arbitrase BPSK Provinsi DKI

Jakarta dalam perkara ini :

MEMUTUSKAN

1. Menerima Gugatan Penggugat sebagian; ' ' Ql,.
2 Menghukum Tergugat untuk mel. aksanakan perbaikan-perbaikan atas- i;/

11
e ;
¥

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 20107~ l/
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengyugat adalah seperti lersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangken gugatan Penggugat, terlebih dahulu
Majelis mempertimbangkan kewenangan Majelis BPSK menyelesaikan sengketa antara kedua
belah Pihak yang bersengketa;

[N

" Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengketa kosumen yang menjadi kewenagan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumsn { BPSK} adalah sengketa antara Pelaku Usaha
dengan Konsumen yang menuniut ganli -ugi alas kerusakan dan/alau yang menderita

kerugian akibat mengkonsumsi barangfjasa;

Menimbang bahwa sengketa antara Penggugat yang berdomisili di Jalan Palapa Il Biok A
85/26, Pinang Indah, Tanggerang Banten degan Térgugat PT Nusuno Karya yang beraiamat
di Jalan Raya JatiIWadngin No. 9 Lantai 2 Pangkalan .Jati, Jakarta Timur, bermula dari adanya
transaksi ekonomi. dengar obyek fransaksi berupa Pembefian Rumah di Puri Paku Jaya
Regency Type 39/117 di Biok H/0; ‘

Menimbang Kesepakatan Perjanjian - Pembangunan Rumah Biok H-10 di Puri Pakujaya
Regency antara Penggugat dan Tergugat patla tanggal 11 Februan Tahun 2008;

Menimbang , bahwa adanya tuntutan Konsmen merigenal ketidak sesuaian standar mutu
bangunan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tentang duduk perkara dalam
persidangan-persidangan BPSK, Kuasa Hukum Tergugat mengakui lerbukti depgatryd@a
janji unluk memperbaiki rumah, namun sampai perkara ini diputus, Jan;r~;an' ip

pernah dilaksanakan; ] . _ : =

Menimbang, bahwa dengan adanya janjijarji Tergugat untuk memperbaiki mu )
dan kekurangan-kei{urangan yang diklaim Penggugal sebagaimana dalam Beria Acara

Persidangan maka menurut Majelis acalah patut mengabulkan tuntutan Penggugat untuk

. memerintahkan Tergugat melaksanakan perbaikan-perbaikan atas bangunafy rumah milik

Penggugat sesuai spesifikasi tehnis dalam brosur dan bestek yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa tentang jan'ji cash back sebagaimana dijanjikan dalam formulir
pemesanan dimana seyogyanya dengan d penuhinya prestasi dalam formulir pemesanan
tersebut maka Konsumen berhak menerima cash back sebesar Rp. 14.300.000,-; ’

Menimbang, tentang tuntutan cash balck terse:but Penggugat menolak memenuhi dengan dalih
bahwa Formulir Pemesanan sudah ditingkatican menjadi Akte Pengikatan Jual-Beli { APJB )

dimana soal cash back tidaHmmx@amma@mmﬂmm&a&, F'F\& 201@-



Telah.membaca Surat Penunjukan Mijelis Arbitrase Nomou; 236/PM/BPSK-DKI/I/2009

tertanggal 12 Januari 2009. o

Télah membaca berkas perkara yang biersangkutan.

Telah membaca surat-surat tukti Penggugat dan Tergugat.

Telah mendengar keterangan Para Pennggugat dan Tergugat.

Telah mengupayakan untuk mendanakan Penggugat. dan Tergugat tetapi tidak

berhasil, . | .
TENTANG DUDUK PERKARANYA

[N
s

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya-di BPSK Provinsi DK| Jakarta
pada tanggal 20 Aguslus 2008 dengan Nomor Registrasi 186/REG BPSK-DKI/NI11/08dan telah

mengémukakan gugatannya sebagai berikut :

bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Tergugat yang tertulis dalam

Perjanjian Jual-Beli Perumahan Puri Pakujaya Regency Blok H No. 10 Tipe 39/117 dari

Surat Perjanjian Jual-Beli No. 093-NK/SP/SPJBA.GIIN/2007 tertanggal 24 Juli 2007;

bahwa pada tanggal 20 April 2008 Penggugat telah melakukan survei ke lokasi umah

dan sebelamnya juga nelakukan survei pada tanggal 1 8 Febiuari 2008, pembangunan

rumah Penggugat ternyala jauh der- apa yang disepakati antara Penggugai dan

Tergugat. '

Bahwa Hak Konsumen sebagai pelanggan yang belum dibayarkan sampai saat ini

sebesar Rp. 19.300.000,- ( sembilan befas juta tig!l ratus ribu rupiah ), ini sebagi bonus

tambahan 10% dari sisa kredit Rp. 193 000.000,-;

Bahwa Pihak Penggugat berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 November 2008,

meminta Pembayaran Cash Back kepada Tergugat yang sebelumnya 14.300.000,- (

empat belas juta empat ratus ribu rupinh ) menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh

juta rupiah }; )

Bahwa Penggugat juga mengajulgan tuntutan perbatkan-perbaikan rumah antara lZin :

1. Tembok miring pada ruang utama untuk diperbaiki

2. Pembuangan air kotor agar dipindalikan tidak melalui kamar utama

3. IFinishinglPemasangan keramik karaar mandi diperbaiki dengan menggunakan knat
yang seragamj/sejenis __

4. Perbaikan dan finishing carport

5. Perbaikan jarak anfara genling bangunan pertama dan

memungkinkan untuk dilewati orang dewasa

6. Struktur bangunan belakang untuk Lonstruksi dua fantai
7. Belum terbilnya ljin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan pembayaran cash back;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal selama dalam proses penyelesaian sengketa
konsumen, sebagaimana yang termaksud dalam Berila Acara Persidangan tersebut
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

- Upaya penyelesaign DW|anaiAﬂugr wati, FH ul, 2010.
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BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
' (BPSK)

PEMERINTAH PROVINS| DKI JAKARTA
Ji. Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E No. 5
Jakarta Timur - 13840

, Teleponi : 021 - 2686 5368

‘ PUTIJSAN
No. 042/A/BP:3K-DKI/IV/2009

Tanggal : (7 April 2009
Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ‘

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DKl JAKARTA

Tehrang ;
ARBITRASE

Majelis BPSK Provinsi DKI-Jakarta yang mena:igani dan menyelesaikan sengkela konsumen
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Antara :

Hendra Susanto { Konsumen } alamat JI. Palapa Il Blok A 85/26, Pinang Indah,

Tangerang, selaku PENGGUGAT.

Melawan :

JI. Raya Jati Waringin No. 9 Lantai 2, Pangkalan Jati, Jakarta Timur., selaku
TERGUGAT. !

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DK Jakarta :

i

Telah menunjuk langsung Penitera oleh Ketua EPSK Provinst DKI Jakarta., Nomor
237/PR/IBPSK-DKIVIINOB tanggal 3 Septzmber 2008
Telah membaca Surat Kesepakalan Para Pihak tentang Pemilihan Cara Penyelesaian
Sengketa dengan Cara Arbitrase Nomor 040/PCP/BPSK-DKII/08 tertanggal 05 Januari
2009. _ .
Telah membaca Surat Kesepakatan Peniilihan Arbiter Nomor 041/PA/BPSK-DKI#2008
tertanggal 5 Januari 2008, yang tella;h mernilih Arbiter dan Ketua Majelis. qL Y/f"

/

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010. .
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'BADAN PENYELE!AIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)

PROVINSI DKI JAKARTA

JI. Raya Kalimajang Kav. Agraria Blok E No. 5
'Jakarta Timur - 13940.

— e ———
P ——

Surat Pangqilan Sidang
No : 037/5/BPSK-DKI/IV/09

Pada hari ini, Kamis 02 April 208 , Saya Kepala Sekertariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKl Jakarta sesuai dengan Surat
Permohonan Penyelesaian Sengketa No. Register 186/REG/BPSK-DKIAIII/OB
tertanggal 20 Agustus 2008 dan Berita Acara Sidang tanggal 05 Januari 2008,
menyatakan,

TELAH MEMANGGIL KEPADA : _
1. Hendra Susanto { Konsumen ) alamat Ji. Palapa Il Blok A 85/26, Pinang
Pinang, Tangerang, setaku PEMOHCN.
2, Pimpinan PT Nusuno Karya { Pelaku Usaha ) ( Drs. Cipto Sulistio -
DIRUT ) beralamat JI. Raya Jati Waringin No. 9 Lantai 2, Pangkalan Jati,
Jakarta Timur, setaku TERMOHON.

Untuk datang hadir dimuka persijangan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Pemerintah Provinsi DKI Jakartn pada Harl SELASA tanggal 07 APRIL
2009 Jam 14.00 WIB, untuk mendengarkezin pembacaan dan penyerahan Putusan
Arbitrase Majelis BPSK.

Kepada Tergugat telah diserahkan sehelaj s;iurat panggilan untuk dihadiri.

Yang Menerima Kepala Sekertariat BPSK
Surat Panggilan

F/QI ,
- ' AL
tuey - CO2.0ust [ Begr 3322

Tanggal Terima ..............

Keterangan :
1. Rangkap Ke 1 untuk Tergugat =

2. Rangkap Ke 2 untuk Penggugat
3. Pertinggal.

Upaya penyelesaian..., Dwiana An.ugrahwati, FH Ul, 2010.



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

{BPSK)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Ji. KPBD No. 42 3ukabumi Selatan, Jakarta Barat
Telp : 021 — 53690569 Fax : 021-53690569

D e ——— e S ————

Penunjukan Majelis
No : 236/PM/BPSK-DKI/1/08

Kami, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta telah membaca fcrmulir Permohonan Penyelesaian Sengketa
yang telah Widaftarkan di Sekertariat pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan nomor
Register 186/REG/BPSK-DKI/VINI/08, antara :

- Hendra Susanto sebagai Pemc hon.

- PT Nusuno Karya sebagai Temchon .

Menimbang, bahwa untuk memer-ksa dan menyelesaikan‘gugatan tersebut,
perlu menunjuk majelis yang susunannya akan ditentukan dibawah ini.

Mengingat ketentuan Undang-Undeng No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Keputusan Menter Perindustrian dan Perdagangan No.
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, A

Menetapkan :
Menunjuk Majelis yang terdiri dari :
- Ir. Mursalim Muhaiyang, SMI. ( Ketua Majelis dari unsur Pemerintah )
- PL Tobing, SH.MH. ( Anggota Majelis dari unsur Konsumen )
- Ir. Tri Wibowo S. MBA. ( Anggota Majelis dari Unsur Pelaku Usaha )

untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan tersebut.

Demikian ditetapi<an di Jakarta pada tanggal 12 Januar 2009

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PEMER NTAH PROVINSI DKI JAKARTA




BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)

PROVINSI DKI JAKARTA

JI. Raya Kalimalang Kav. Agraria Blek E No. 5
Jakarta Timur - 13940.
Telepan : 021 - 2686 5368

Pemilihan Arbitor
No : 041/PA/BPSK-DKI/I/2009
Tanggal, 0£ Januari 2009.

Kami para pihak yang bersengketa berdasarkan formulir pemilihan cara
yenyelesaian sengketa No. 186/REG/BPSH-DKI/VIII/OE tanggal 20 Agustus 2008, telah
sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengzmn cara Arbitrasi.

Saya kensumen, memilih Bapak IPL Tobing, SH.MH. sebagai Arbitor dari Unsur .

{onsumen yang akan duduk sebagai Anggotz Majelis.

Saya Pelaku Usaha.. mehilih Bapuk Ir. Tri Wibowo S. MBA. sebagai Arbitor dari
Jnsur Pelaku Usaha yang akan duduk sebagzi Anggota Majelis.

Kami Arbitor hasil pilihan Konsumen dan Arbiter hasil pilihan Pelaku Usaha telah
sepakat memilih Bapak Ir. Mursalim Muhaiyang. SMI, sebagai Arbitor ke 3 (tiga) dari Unsur
»emerintah yang akan duduk sebagai Ketua Majelis.

Deniikian pemilihan Arbitor ini kami lakhukan dengan sebenar-benamya dan disetujui

leh Arbitor dari Unsur Konsumen, Pelaku Usaha.dan Pemerintah.

Konsumen ﬂ Pelaku USaha
—Hendra Susantg . Svarif Fadillah, SH.MH.
Kuasa PT Nusuno Karya
Meayetujui,
) Arbitor dar Unsur Pelaku
Arbitor dari Unsur Konsumen Arbitor dari 'Jnsur Pemerintah Usaha
\/ﬁf 2 Z‘_‘ : ‘ :
—_— r z qul(_%ﬂ"/c/
PL Tobing, SH. MH. Ir. Mursalim Muhaiyang, SMI. Ir, Tri Wibowo S. M'BA.
Pihfera
e : -
h 2

Muchii Muhadiir.

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JI. Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E No. 5
Jakarta Timur - 13940.

Telepon : 021 — 2686 5368

Pemilihan Cara Pe¢nyelesaian Sengketa
No : 040/PCIRP/BPSK-DKI/I1/08 '
Tanggal, 5 Januari 2009

Kami yang bertanda tangan dibawah ini yaitu Konsumen dan Pelaku Usaha telah
sepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK dengan cara Arbitrase.

Penyelesaian sengketa dengan Cara Arbitrase diserahkan sepenuhnya oleh para
Pihak kepada BPSK, dan Majelis Arbitrase BPSK berwenang menentukan bentuk dan
baesarnya jumiah ganti rugi termasuk saksi administras yang dituangkan dalam Putusan
Arbitrase BPSK. |
Demikian pemiiihan cara penyelesaian sengketa yang telah kami pilih dan sepakati
bersama.' '

Konsu-men Pelaku Usaha
Hendra Susanto o 'Sharif Fadillah, SH.MH.
( PT Nusuno Karya )
Mengjetahui :

Muchri Muhadiir

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
‘ (BPSK)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JI. KPBD No. 4 Sukabumi Selatan, Jakarta Barat
Telp : 021 - 53690569 Fax : 021-53690569

—— e —————

7 Penunjukan Panitera
No : 237/PR/BPSK-DKI/VIINOS.

Kami, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada
Pemerintah Provinsi DK! Jakarta telah membaca permchonan penyelesaian
'slengketa secara tertulis tanggal 20 Agustﬁ§ 2008 dengan nomor Register
186/REG/BPSK-DKIWVII/08, antara :

- Hendra Susanto sebagai Pemohon.
- PT Nusuno Karya sebagai Temohon .

Menimbang, bahwa untdk membantu Maielis yang telah ditunjuk o
berdasarkan Surat Penunjukkan WNlajelis Nomor 236/PM/BPSK-DKI/VII08,
tanggal 26 Agustus 2008, maka periu menunjuk seseorang Panitera untuk
membantu Majelis yang ditentukan dibawah ini,

Mengingat ' Ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2(101 tentang Tugas dan Wewenang BPSK.

Menetapkan:

- Muchri Muhadjir dari Sekrefariat BPSK sebagai Panitera.

Demikian ditetapkan di Jakaria pida tanggal 26 Agustus 2008,

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PEMERINTAH PROVINS| DKI JAKARTA.

WAKIL KETUA

¥y, | Y

. % LT \
Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugraﬁw’ati, FH Ul, 2010.



JENIS TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIINGINKAN :

] Penggant’an barang/jasa yang sejenis atau setara lainnya ELW"'LC"HL‘ IV‘M’U”(\) .
Y 'Pengembalian uang, atau
__1 Perawatan kesehatan dan/atau

__ 1 Pemberian santunan

PERNYATAAN KONSUMEN

Jemikian formulir ini saya isi dengan benar dan jujur sera dapal dipertanggungjawabkan,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, &ﬁ‘k“""r"“"z‘%‘?

ima oleh Petugas Sekrelarial BPSK:

watan ;
Surat permiohonan bantuan Penyelesaian Seagkela kepada Kelua BPSK-DKI
Dibuat 5 (Iima) Rangkap : 1 Asli dan 4 Folhcopy

Sctiap rangkap dimasukan kedalam Stop Map warna Kuping

n
Beri tanda V untuk Kolom [}
Bertanda *) coret yang tidak perlu B
. f’]L% L.
)/

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



2. | Saat Kejadian . Tanggal [ 2lelleld | &F)
' Jam/Wakiu cLolgllels]
Tempal/Lokasi .]?S’—.!lf..l{«f.zhzm...P}é&‘..ff’ti??;j?{?m ........
............................... XN x 107 S
................................ VAREE G
3. | Bukli-bukli
a. Bukti Pembelian (] Bon Pembelian
[ - Kuitansi
(] Faktur
(L] Tanda Terima
[C)-Folo Barang
SLain-lain
Sebutkan c“\'“uk‘la""f’o-u“j M,W)f}ﬂm«
b. Bukti Saksi [ 1 Ada, hubungan dengan saksi
LS By [ Havagle Sl lvh g Shacq
[ Tidak ada /$/0 <drr Vivi b“‘“"&zq,a{ze)pc I
| c. Bukti Saksi (L3-Ada (] Tidak ada
[_] Jenis Barang/jasa yang dirugikan
< Voalile s Mook VLR, Gl bele
1] Lain-lain : “ .........
4, | Benluk kerugian yang diderita |[_-Material : L‘U‘Lp’“‘“"#ﬁggcow‘j?&uwm” AL
| | )-Phisk ..M hksCamra o by b fria
V. MASALAH YANG DIADUKAN /DILAPORKAN (KRONOLOGIS)
(Dibuat datam lembar tersendiri) _
R o N foay
-~ IMe -~ T | _ ‘g{fﬂ/\ ’
R SR e
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YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA
JL. PANCORAN BARAT V | NO.1 DUREN TIGA - JAKARTA SELATAN 12760
~ PHONE : (62-021) - 7871378, 7961858, 7981850 FAX. {62.021) - 7981038
E-mail ; konsumen ®rad.nel.id
bitp:fiwww.ylki.or.id

No B PNG/Y LKI/2008 Jakarta, 03 Juli 2008

Kepadi Yih,

Direktur Utama

I Nusuno Karya

JLRaya Ji s ingin NoY .2
© Pangkalan Jati-Taklim

Hal: Pengaduan Konswingn

~ v,
LAcLLLl Do iial,

Bersani ini, IKami, May Lim Charity,SH Staf Hukum herkantor pada Yayasan Lembaga
Rousumen lndonesin(YLKI) di J.Pancoran Barat VI No.l DurenTiga Jaksel, menyalakan
perihal sehagaimana lersebul dialas;
1. Bahwa Kami menerima pengaduan kensumen anda a.n Hendra Susano, yang beralamat
di JLPagapa 11 Blok A 85726 RT O1/02 Sudimiea Pioang
2 Babwa berdasarkan sural pecjanjian j=al beli No.093-NK/SPIB/LG/VI 2007 lertangpal

24 Juli 2007, kondumen telah melakukan  pembelian sebidany tansh berikul scbuah

rumah tinggal Blok H-10 type 39/117 Jari perusahaan Anda.

Babwa terayala tejudi kelerlomba an pembangopan rumals, dan konsumen  1elah

medakukan berbagai upaya akil wniuk mendspatkan haknya, . yang mana ety saja

perusahann Amla falai dalam memenulii I-:cw;ljh:;m techadap konsumen.

4. Bahwa pembingunan peroaahan dalim hal pengerjannnya hanyak terjadi kesalahin dan
tambal sulam pekerjaan yang makin nemperburok Seadaan rumah.

5. Bahwa sangal disayangkan dalam preses penyelesaian lersebul, konsumen diperlakukan
dengan Lidak semestinya serta aopa mengindahkan perlindangan hak-hak konsumen
yang distur secarn tepas dalam UU No.8 Talbun 1999 tentany Perlindengan Kanswmen.

6. Balwa selain peymasatahan diatas, juga mengenai hak konsumen yang belum dibayarkan
yaiw 10% dari sisa kredil Rp.193.000.000-=SEBESAR R).19.300.000,- yang mana
kompensasi dengan dilunasinga D sehelum akhir September 2007

b ]

Berdasarkan pengaduan diduge diatas, Kami sacminta penjelasan lerinci serla penvelesaian yang
adil dan proposionai mengenai scmua pernsasalahan diatas, paling lama 7 X 24 Jam sclelah
diterimanya surat ini. Demikinnlah sugal ini Kanii sampankan, atas perbidinnnya kami ucapkan
lerimakasih. g
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ayasan Lembags Konsurnen Indonesia) adalal arganisasi airlaba dan swailaya masparakal vang bertujuan utama untuk mempeljuanghan '-tcpcntlngan ma,s.y.uakal kousumer
evs. Didliriban pada talmn 19770 YLK Lini melabisanalan kegiatannya dslam bidang-bidany penclilian, pengujian, pengaduan, p{n_d'\di'kan_ lnlor‘mu'n dan c!ol'mmcnlail
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KRONOLOGIS KEJADIAN ANTARA
ITENDRA  SUSANTG DG PILNUSUNGO KARYA  (PURT PARKU JAYA

REGENCY TANGERANG )

L

o

6.

Scielale akad kredit tanggal 24 Julr 2007 di Bank Niaga kredit cawr dan
dibayarkan dort Bank Nz ke Rek PT.Nusuno Karya pada tangeal 27 Juh
2007 (adu buk terohs).

Proyck rumali birn mulai Jihmu._,un bulan Nopember 2007 (ada buku foto}.
Apakah harus inenuugyn s:lama 4 Youlan dahulu bany proyek mulai dibangun,
padahal pembayaran dari bank sudah dncnma PT.NUSUNO KARY A tangpal

27 Juhi 2007, ot
Hak pelangpan dise 10%. dari sisa kredit Rp.193.000.000 jika DP ‘dilunasi
sebelum akhir Seprember 2007 sebesar Rp.19.300.000 udaL permah dlbenkan
s.lmpm soat int (ada bukt tertulis).

Kami berlemu dan sepakad antara Direktur Utama/Sdr.Ciplo SLIIISIIO GM
Markeling/Sdr.Punwvoka  Jenmy, Manager. Marketing/Sdr. Teddy AT- daw
Project Manuge/Sde.Wal yu, scearu profesionaligme  agprement mercka
berjanji bahwa akan menyzlesaikan pembangunan selama 5 bulan (terhitung
bulan September 2007) ataw bulan Januan 2008 nunah harus sudah selesaa
letapt kenyataannya tdak/alias melescl kembali.

Kami membuat  kdsepakatan kesangpupan  penyelesaian swisah  kembali
dengan Project Manager/Sdr. Wahyu bahwa rumah sclesai tanggal 11 Apiil
2008 tctapi melesel kembalt (ada bukti tertulis)

Kaum munlm.n sural hamplain kepada Dircktur Utaima PE.Nusuno Karya
tanggal 22 April 2008, din dijanjikat Kembali tanggal 7 dei 2008 rumal
larus selesai (ada bukti teaulis). )
Kami bertemu kembafi dengan Dircktur Utama PT.Nusuno Karya di ruang
ey receptiomis pada wngpal 23 Apeil 2008 jam 12.00 WIB dengan
maksod ingin mendapatkan solusi terbaik lelap nlalah sikap arogan surat
kami di banting-banting di atas mcfa sunbit berbicara tidak svpan kepada
stalTnya di hadapan kami selaku pelanggan, apakah deinikian sikap scorang
pemimpin 777

Pada tangeal 7 Mei 2008 sesuai dengan janjinya (ada bukti tertulis) kami
melaporkan’ kembali dan meminta pertangguing jawaban langsung melalui
telepon kepada Dirckiur Utama PT.Nusuno Karya mengenai pembangunan
rumah kami yang tidak kuarjung selesai ~ selesai tetapi malah kata —kdld yang
tidak sepantasnya yang kami terima dari seorang Dmiktur Utdima. - *"

Kami masily bersabar dengan lerus mcngmml-.an surat — surat kommplain kami
mengenai penyelesaian rumal sampai tanggal 24 Mei 2008 (sesuai SPJB
Dahwa rumah selesai dibaigun paling lama 10 Bulan) dan selalu tidak ada
tangpapan baik lisan maupin tertulis dari pihak PT.Nusuno Karyd.

. Pada langgal 24 Mei 2008 emyata rumahpun belum selesai diserah terimakan

dan masih banyak kondisi bangunan yang tidak sesvai dengan spesifikasi
harapan kami seperli terzantum i kescpakalan perjanjian pembangunan
rumah dengan Projeet Manapger / Sdr.Wahiyu.

-

Demikisn kronologis ini saya san paikan dengan- jujur don langgung jawab (semua
bukti terulis, dokumentasi folo dan bukt sms_kami simpan dengan baik) dengan
harapan bisa diperguoakan uirtuk panyclesanun wasalab ini, Terima kasib.

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



7 Yang harus mendapat perfutian khosus adalah pada tanpgal 23 April 2008 jam 12 .00
WIS, kami scbagai pelanggan yang mengajukan komP!ain dan ingin mendapat soluss
dan Pilitk PT.NUSUNO KARY A'rctapt malah sitkap arogan dan tidak sopan scorang
Direktur Utama yang kami terima. Kant diterima di ruang resepsionis, dihadapan
orang banyak dan istr says, Surar Komplain kami yang sudah rapih dimasukan i
dalam amptop coklai untuk menghormati beliauw telapi malah di banting - banting di
atas meja. -

Sesuai dengan keputosan dan Resepokan yang ditandatangani di atas kartu nama
Pirckur Utama bahwa rmumah kami akan sclesar dalam kondisi baitk dan sempurna
pada langeat 07 Mer 2008, NQ EXCUSE ANYMORE)

Dalam hzl ini hak kami sclaku konsumen harus diperhatikan rerutama penyclesaian
masalali pembanganan proyek anda yang kami beli senilai £Rp.300.000.000.{jangan
hanya mengejar targel selesai tetapi kualitas tidak baik) sesuai dengan janji - janji
PTANUSUNO KARY A di awal pembelian. :

Demikian sural ini kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasil. :

Honnat kami, -

. é/g/o//
_/ﬁ{{%s:mm

_C/Konsumcn Puri Paku Jaya Reeency

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



-~5; Bagaimana seharusnya pelayarian yang diberikan kepada konsumen jikn konsumen
. yang bersangkutan mengajukan komplain/keluhan karena janji ~ junji yang diberikin
* tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan? Karena dalam 3 kali penyampaion
keluban kepada pihak anda yang kami terima adalah sikap tidak menyenangkan dan
kata — kata yang menyinggung perasaan kami selaku konsumen,

6. -Terakhir kami mengecek kondisi rumah puda langgal 13 Mei 2008 kondisi bungunan
- masih banydk relak2 |, tombok belakang belum rapih, (belum di aquaproof,
atapf;,cnténp_, masih kolor banyak sisa2 semen yang belum dibersihkan, bahkan

- llstrlkpun belum ada.
, Y

,,:Dt_zmikian,!fsumt ini kami sampaikan, atas- perhatian dan, kerjasamanya diucapkgni - -

Cterima kasih, - gl

Hormat kami,

et

Hendra Susanto
Konsumen Puri Paku Jaya Rc"encv : i

.Cc : Bpk. Drs.Cipto Sulistio - DII’L klur Umm.l T Nmum I\arv‘l
Sdr.Ronny Martono- Ka Bag. Flukum PT Nusuno Karya
Arsip

1.2

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
¥



" No

- 004/HS/V/2008 Tangerang, 22 Mei 2008

Lamp -
Peribal : Surat ke-2 : Pertanyann/Menarivakan Hak Konsunien
- Kepada Yth i

RE.SUSTLOWATLSE,MM/Dircktur Kn‘uqng'ln
PT.NUSUNO KARYA .

. Jl.Raya Jatiwaringin No.9 Li2

Pangkalan Jati — JakTim

- - Dengan hormat, «

‘Mcnindak Ianjuu‘ surat — sural kami. sebelumnya’ Lcrtﬁngbzil 04 September 2007 perihal
I\cluhan konsumcn, surat tanggal 18 Pcbruari 2008 perihal pernyataan dan I\Lm.mkalan‘_:‘
kcsanggUpan perhbangunan riimah’ di Puri Paku Jaya, surat tanggal 22: April 2008 perihal- -

complaln rumah,’. sural tanggal ‘04 Mei 2008 perihal penjelasan dan klaim konsumcn dan": o

terakhir surat tang;,al 11 Mei 2008 perihat Perlanydanfmcnanvpkan Hak konsumen.
Berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kami sc[aku konsumen “10h0n d:bcnkan

pcnjclasan sebagai berikut :

Akad Kredit atas | unit rumah di Puri Paku laya Regency Bick H-10 dilaLsanaLan
pada lan;,j,al 24 Juli 2007, mengaya pelaksanaan pembangunan rumah tersebut bar
dllaksanakan pada bulan November 2007 atau 4 bpulan setelah akad kredit &
pencanan dana dari bank Niaga ke PT.Nusuno Karya sudah diterima tanggal 27 Juli
20077 .

Menunjuk surat dari Ka.Bap.Hukum Sdr.Ronny Hartono No. 0P7/NK/L.G/1V/2008
tertangpal 28 April 2007 incngenai perubaban IMB, mengapa kami dikenakan layi
biaya perubahan IMB alas pcnambahan bangunan ?

Berdasarkan penjelasan dan informasi di awal dengan marketing anda Sdr.Joelly
tidak akan adalagi penambahan biaya untuk pcrubahan IMB dikarenakan menurut
price list juni 2007 harga rumah belum tennasuk surat-surat (AJB,SHM,IMDB).
Dengan pembayaran schesar Rp 8.000.000,: uniuk surat-surat tersebut nantinya karmi
akan langsung mendapatkan.IMB sesuai dengan [uas bangunan yang baru tarpa ada
penambahan biaya IMB perubahan penambahan bangunan (type 70/1 [ 7).

Mengapa discount khusus lambahan 10% jika sisn DP terscbut lunas sebelun akhir
September 2007 atau Rp.19.300.000 (plalon KPR Rp.193.000.000) yang di tuiis dan

~ ditandatangani di SPR oleh mas'ng - masing yang bersangkutan tidok diberikan

kepada kensumen ?
Merujuk SPIB Pasal 7 bylir6 bahwa rumah akan selesai dlbangun oleh PT.Nusuno

Karya dalam Jangka waktu paling tama 10 bulan setelah ditandatanganinya SPJB
tanggal 24 Juli 2007 atau berarti apakah rumah akan selesai tanggal 24 Mei 2008 ?
Serta ‘Adendum SPJB dan surat penjelasan dan  Sdr.Ronny Hardono No.

© 017/NK/LG/1V/2008 tertanggal 2§ April 2007 perihal penambahan bangunan akan di

ditindur waktunya sclama + 60 (enam puluh) hari dari tanggal 24 Mei 2008 atau,
Apakah dengan kata lain rumah kami akan sclesai dibangun pada tanggal 24 Juli
2008 (berarti rumah kami akan selzsai dibangun sclama | tahun) ?

Sehingga apakah sural peenyataan kesanggupan dan kesepakatan yang disaksikan dan
ditandatangani olch Sdr.Lilik Rinaldy sclaku Ka.Div Berencanaan di atas kartu nama
Direktur Utama (rumah selesai tgl 7 Mei 2008) dan Sdr.Wahyu Seliawan selaku
Project Manager PT.Nusuno Karya ftumdh sciesai tgnggal 11 April 2008) kepada

konsum:,n lldaL berluku 7. - w
P

Upaya penyelesé‘ian..., Dwiana Anugrahwéti, FH Ul, 2010.



Bagaimana scharusiya pelayanan yang diberikan kepada konsumen jika konsumen
yang bersangkutan mengajukan homplain/kehihan karena janji ~ janji yang diberikan
fidak sesuai dengan kenyataan dilapangan? Karenga dalam 3 kali penyampaiin
keluhan kepada pibak anda yanp kami terima adalah sikap tidak menycnapgkan dan
kata -~ kala yang menyinggung perasaon ki selaku I-iuusulncn.

-r

Demikian sural ini kami sampaikan, atas perhalian dan kerjasamanya diucapkan.

. terima kasih.
: 3 |

i oo ]

Femat kami,

A

dendra Susanto
Konsumen Puri Paku Jaya Regeney

Ce : Bpk. Drs.Cipto Sulistio — Direktur Utama PT Nusuno Karya
Sdr.Ronny Hartono- Ka.Bag. Hukum PT Nusuno Karya
Arsip

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



No  :003/1S/V/2008 ' '['angcrang.'l 1 Mar 2008

Lamp -
Perihal : Pertanyasn/Menanyalein Jlak Konsumen

Kepada Yth, .
RE.SUSILOWATLSEMM/Dircktur [leuangan ;
- PT.NUSUNO KARYA ST
© Jl.Raya Jatiwanngin No.9 Li2 '
Pangkalan Tati - JakTim

.Dén'gan hormal,

_.Menmdak lanjuti surat - surat kami sebelumn)r'l terlangpal 04 Qcpleml)cr 2007 penhal B
kelultan konsumen, surat langgal 18 Pebruar 2008 perihal pernyataan dan kesgpakatan .-

complain- rumal, dan terakhir surat lang]:,a[ 04 Mci 2008 periival penjelasan dan klaiin’

konsumen.
Berdasarkan hal tersebut dialas bersama ini kami sclaku konsummen mohon diberikan

penjelasan sebagai herikut ;

I. Akad Kredit atas i unit rumah di Puri Paku Jaya Regency Blok H-10 dilaksanakan
padatanggal 24 Julf 2007, mengapa pelaksanaan pempbangunan rumal tersebut bar
dilaksanakan pada Dbulan Novcomber 2007 atau 4 bulan setelah akad kredil &
pencairan dana dari bank Niaga ke P, Nusuuo mu_-,-d sudah ditecima tanpeal 27 Juli

20077
2. Menunjuk surat dari Ko Bag Hukwm Sde.Roany Flartono No, O17/NK/LG/IV/2008

tertanggal 28 April 2007 mengenai perubaban IMB. menpapa kami dikeonkan Jogi
biaya perubahan IMB atas penambahan bangunan ?
Berdasarkan penjelasan dan infomiasi di awal dengaa m‘:rkcung atcla Sdr.Joelly
lidak akan adalagi penambahan biay: untuk perubzhan IMB dikarenakan menurut
price list juni 2007 harga rwumab belum termasuk sarat-surat (AJB.SHM,IMB).
,Dengan pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- untuk surat-surat tersebut nantinya kami
akan langsung mendapatkan IMB sesuai dengan Tuas bangunan yang baru tanpa ada
penambahan biaya IMB perubahan penambahan bangunan (type 70/117).
3. Mengapa discount khusus tainbahan 10% jika sisa DP icrsebut hunas sebelum akhir
. September 2007 atau Rp.19.300.000 (plafon KPR Rp.193.000.000) yang di tuiis dan
ditandatangani di SPR oleh masing - 'masing yang bci'sangkutan tidak dibcnkan
kepada konsumen ?

4. Merujuk SPJB Pasal 7 bulir 6 bahwa rumal:akan selesa: dibangun oleh PT.Nusuno
Karya dalam jangka wakiu pal ng lama 10 bulan setelah, ditandatanganinya SPJB
tanggal 24 Juli 2007 atau berarti apakah rumah akan selesai tanggal 24 Mei 2008 ?
Serta Adendum SPJB dan surat penjelasan dar Sde.Ronny Harlono No.
OVI/NKILG/V/2008 tertanggal 28 April 2007 perihal penambahan bangunan akan di
diumdur waktunya selama = 6(- (enam pulub) han dari tanggal 24 Mei 2008 atau.
Apakah dengan kata Tain rumch kami akan selesai dibangun pada tanggal 24 Juli
2008 (Leracti camah kami akan selesai dibang selama 1 tabun} ?

Schingga apakah surat pernyataan kesanpgupan dan kesepakalan yang disaksikan dan
ditandntangani oleh Sehr Lilik Rinaldy scliku Ka.Div Perencannan i atas Kactu nan)
Direkiur Utama (rumah “selesat tgl 7 Mei 2008) dan Sdr.Wahyu Scliawan selaku
Mraject Munager 1 Nusano Warya (rusiah selesai tigpeal 10 Apeil 2008) kegnda

konsumen nidak berlaku ?

Upaya penyelesaian..., Dwiana‘\Anugrahwati, FH Ul, 2010.

‘kesanggupan: pembangunan rumah di Puri Paku Jaya, surat tanggal 22' Apri) 2008 -perihal "¢



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

b

Yanyg bertanda tangan di bawah ini ;

Mama : Wabiyu Setiiwan, ST
Jabatan : I‘rojcct Manager
Selaku pihak Developer

“Nama i : Hci?dra Susanio _
Konsumen Blok H No. 10 type 39/117

Selaku konsumen

&

Dengan ini menyatakan pihak Developer ikan menyanggupi pelaksanaan pembangunan rumah
BBlok H-10 dalam jangka waktu 60 han kalender se¢jak discpakati tanggal 11 Februari 2008 sampai

dengan tanggal 11 Aprit 2008.

Demikian surat pemyataan kesangpupan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 Februari 2008 .

PT. Nusuno Karya -

e

Wahvii Setiawan, ST
Iul-ojeW®ager

.

AN

Hendra Susapic
Konsumen

_Upaya penyeleéaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



NESEPAKATAN PERJANIAN PEMBANGUNAN RUMAM BLOK H-10
) PURI PARUJAYA REGENCY

Pada hare Senin Tanggal 11 Pebevari 2008 jam 1730 dilakukan survei lapangan dan
Keluhan laporan progress pembangunin rumaly saya di Blok F-10 yang sudah hanpir 7
bl sejak mndatanganinya P18, bahwa akan disepakati antara kedua betah pihak :

" Pibak ke | Bp. Walwu selaku Projeet Manayer anuLmlﬂn“ lumah
) BPan .
I’lhak kc 1 Bp Fendia Susanlo selaku pemilik rumah,

Hahwa dl&l.,])'ll\thl bC|da5"1|I\an pembicar;an dan janji dilapangan b1|1wa A
I Kualitas pekejaan dan finishing semu pekerjaan pembangunan rumah akan

diperhatikan oleh pihak ke 1.

12uk beton teray depan masih rembes/bocor air akan segera diperbaiki.

Dialss dak belon kamar fidur air masih pampung tudak ada  saluran

pembuangannya schingga dikwatirkan akan rembes ke plafon kamar tidur.

4. Jendela kamar utimie akan digeser sedikit untuk’ rehcana persiapan tangpa Kéams.

Dinding tembok belakang vang Ferbatusan dengan rumah belukang akan diplester

dan diaci semuanya. ‘

6. Jendela dapur yang salah konstruxsi okan diperbaiki.

7. Canopy teras dapur (dak) akae dibuatkan scjajar dengan dak bugian bawah
sehingea bagian depan tidak tampyas air.

N Dinding = dinding plesteran yang sudah retak - reak akan sepera® t.hmplhkan

9. Sodoran sabwean air bagizm dok aess Kaenae akan disiapkan.

PO, Pelunasan pembangunan penaibabhon ramab akan dilopasi - selelah semua
pekerfaan pembangunan selesai dan sebelum diserahterimakan ke pada pthak ke I
! pemilik. . )

F1. Pemilik akan menerima serah -terima rumah apabila segala kekurangan yang
dianggap kurang di dalam proses dan finishing rumah sudah dianggap baik.

12. Kelebihan kusen jendela dan tair-lainya dari pembangunan rumah standard yang,
tidak  dipergunakan  Ji dalam  penambahan bangunan  akan  diberikan /
dikembalikan kepoada pemilik seperti @ lendela ruang belakang & kusennya,

Sjendela kamar nemdi & Kuscennya dilL

[ VPR O

Jakarta. | § Pebruari 2008
Yang niembuat Kesepakatan
Pihak ke 1. Pihak ke [1.

/////

[ leedra Susanio

L Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Fepada Yih. _ Jakarta, 00 Sepltember 2007

Wedaksi [arian WONPAS

JLPatmerah Selatan 26 - 28
Jaltarta 10270

U, Buagian Sy PesmbacadRedaksi Yih

Perihal @ Kekeeewaan/Keluhan Petangoan

Denzan hormat,

Schubungan dengan pembelian romals ko di Pari Pako Jayva Regency Tangerang, hami mersa
sangal ertipi, keeewn dinn menyesal sekali wrhadap hu.hu,l]m peristivva yang kami alami agar.
lebih berhati — hati lagi dengan penembang pevumahan T NUSUNO KARYA yang bcrnlnmnl

dit JLRaydi datiwaringin No.9 LL2 Pondak Gede. Jakara- Tiniur, Adapun kekecewann lerschut « -

antaia lain sebawai beriku

). Masakaly discount pelanggan ying sudah jelas - jelas ditlis oleh bagian markeling balwa
pelangean akan diberikan discount bhugus sebesar 10% dari plafond kredit kami di Bank
Niagit tidak diberikin sesuni henyalaan, hanya Kp.5.000.000 jt itupun melalui negosiasi.
yang scharusnya kami' wrima adalah Rp.19.350.000,- .Saya sampai datang kekanto‘x
pusatnya utk klavifikagi masatah ini matah dijawab tidak tahu....oleh orang/bagian yang
wenanditaganinva, Dmami tingeug jasabnya padahal sodah ada bukti - bokiiny-a
seear ertnlis?

[

NMasalah pembangunan juga belum ¢ilaksanakan simpai saat ini padahat keedit dari bank
Niagi sudah cair sejak Langeal 27 luli 2007 ke rekening Nusuna Karyi, sampid Kai
sudah melakukan  pembayaran cic lan kredit peroma ke bank. rumah belum juea
dibangon. Penambahan Bangovan diminta Lagi dibayar tunai padahal pembanguanan belum
dilaksamakan dan tidak wedeb dicicil adahal masi pembangonan memakan wakiu S bl
(apakah ing Bur ken rossaly boeham jiadi 2772277272 pacdahal kini siap membuat pernyatian
Aidas mewerai akan dicicil khusus pesambaban mi dengan 1P 300 sisanya disngsir
schwa < bulan.

3. Masalah yang membual kami Jadli semakin di|)crmninkanhn.n“1h masalah cash back hak
pelangean sejumiah Rp.6.419.573 sa-npai siat ini belum juga ditransier kerekening kami,
pactahal anpinya akan dibayar setelale plafand caiv tanggal 27 Juli 2007 dan ki sucah
dipotong angsuran 1 kali oleh bank. wiapi behnn joga dibayarkan dan Nusuno Karyie.
Kam sudah coba beberapa kafi menghubungi bagian kewangan oleh sdriSitisdei uan dll
telapi tidak mendapat tanggapan selalu jawabannya tidak 1abu/masih diperiksa atau apa
ladis. .o sekali lagi Kami merasa sangat — sangat kecewa dan” menyesal sckali dengan

- peluvanan yang diberikan, Apakah beging caca — cara kerja / profesionalismenya 2777722

Kewajiban pelanggan selilo dikefae-kejar o-ch PUNUSUNQ KARYA untuk kelancacan krelit
ruial diltesapi giliran hak pelingzan dimint sclalu banyak alasan-alagan yang lidak jelas, sefalu

lewmpar sana ~ sini, berapa keraginn bunga bank Kimi uL.l pladond kredit Rp 193.500.000
nterkenda Jdi IMINUSUNG I\AR\’A

al

Hormal sayva.

Hendra Susanto _
N NTU» A2 TS P2 1T oSt ENINT T

Fembhaeiny | Dsoswasd Peagembenry Permslion, Bonk Nooges dun Harian Worta Kota

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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Kepada Yih, Fakarta, 04 Seplember X007 )
IIUNUSUNO INATRY A
JLRava Jarvw aringin No.v 1.2

, ] i -';._...7,.:.
Pomdol € -(lll.-l.ll‘.lll.l ENTITINS é, -

e
FERR

Up B Des.Cippo Sudistio £ Direkire Utanna

Fevihal : Ieluhan Pelanesan

l)cl_m-__-:'m hormau,

\Lhuhunu.m dengan pembelian rumah 8ami di Puri Paku Jaya Regency Type 39/117 dli
a hlok II!IH .11.1,\ nama Hendra Hu-\nnlu, bursisma |n| siysl mt..m,.uuknn komplain, atps
- pelavanan vang -diberikan sehingga kami merasa ...u‘l;,.u kecewa dan menyesal sekali -

wrhadap heberapa Kejadion -~ kejadion yang pernoh kami alami terhacdap stalT Baguilk

Smasalal diseount yg wrtubis di SPR 10k sesual kenyataan dan pembangunan yang hidak

seeera difaksanakan padahal keedit sude b caie). untuk kasus uang.cash back tersebut kami

mahan Lejelasan sampai kapan masalah ini bisa diselesaikan, karena kewajiban kami

vimg diminta sudah dipenubi. tetapt 2 hican hak kami minta selalu dijawab lidak jelas,

dinama protesianalisme sil? bapak, apakah kejadian ini sering terjadi 7 don apiakah

harus ke talis disweant kabar aear bisa lebih didengar keluhan kami ini.

b, 5 t <
Lo Nasalali cash back bak polanppan sejumlah RpG.A 191373 sumpal siat inn belum
T ditransler Kerchening kantic padahal janginys akan dibayir selelith plalond
vair- tanggal 27 Juli 2007 dane o sudalh dipotang angsian T Rali cleh bank.
terapi belum foga dibavarckan & it Nusuno Karva, Kami sudal caba beberapa kali
menghubong bgian kevangan vleh sdviSitsden Joan wapi. tidak mcadagpan
tnggapan selalu wabannys tdak whu/masilh diperiksa atau apa lah. schilh
lagt kami merasn singatl — sangat Kecewa dun menyesal sekali der ngan pekayanan

vany diberikan.

Demikion kelvhan ind Kami, sampaikar mohon langgapan dan solusi dari Bapak. atas
per hatis mnya <ava ucipkan terima kasih.,

[Tormal sava,

~ v é/ngg

—— .
[ endra Susanmian

']‘_t_-mlJu.tmn : TLu RE.Susilowabi SE.MM/Oirektur PT_NUSUNO

)
| -

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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PT. NOSUNO KARYA

D EVELOPEIR & REAL L STATE

-+ )1 Raya lalwarigin No. § L €, Pengalen Jat - Jakar-s Timr - Telp. : (091) 8620858, 8630079, 88613322 - fax : (021) 8620871

ey e —_—

—_—

; berlaku.
|

pembayaran) yang merupakan satu kesatluan yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian jual beli.Syarat dan Ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli

b

Jakarta, 24 Juli 2007 :

|

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PT. NUSUNO KARYA

@ﬁqauf

Purwoko Jermmy RD 5 Tn. Hendra Susanto

GM Marketing
!

B —— e e

Konsumen <

Disetujui Oleh :
“'PT. NUSUNOQ KARYA

RE.SUSILOWATL,SE . NiM.
Diraktur

53

Upaya penyeleséian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



PT. NISUNO KARYA

bEVELOPER O RELAL ESTATE

= ) e waiog No, 9 Fagian - ot T - Tk, (001) 8620858, 8630069, 86613320 - e+ (021) 8660871

!

LAMPIRAN A &
Lokasi . Perumahan Puri Pakujaya Regency
. Rymah . Blok H Nomor 10
Type L 39117 ‘
Nama Konsumen - Tn.; Hendra 3usanlo
Boloking Fee : Rp. 1.160.000,-
Talnggal Booking Fee  : 23 Juni 2007

Pelmbayaran - KPR NIAGA

PERINGIAN HARGA RUMAH

Ha!rga Jual rumah . : Rp. 284.160.000,-

Disfcount : Rp. _15.000.000,- . '
i : Rp. 239.160.000,-

Biaya Surat (SHM,IMB,AJB) . Rp. _ 8.000.000,-

Halrga Jual Setelah Surat-Surat _ Rp. 247.160.090,-

) é{INCIAN PEMBAYARAN : |

Booking Fee 'Rp.  1.160.000~(telah dibayar tgl 23-06-2007)

OR |  Rp. 49.000,000-(telah dibayar tg} 25-06-2007)

| fl . 'Rp. 2.900.000.—(telgh dl_b_ay:‘ar tgl 04-07-2007)

pia@fond 2 Rp. 193.500.200,-

Sui:sidi ' - Rp. 8.025.548.-

Pot.Hadiah MIO 'Rp.  9.000.700,-

Kejebihan Plafond = Rp. 15.5629.548,-

Giaya ADM KRP  -Re—12.008.386 P to-tos—5355Rp. 9. 094-975:
: Rp—3-620:548,- (akan dibayar stih Plafond Cair)

ety g RP 6. U1 9. 573, -7
TOTAL KESELURUHAN _ . Rp. 247.160.000,-

Il. KPR

Pihak Pertama tidak menjamin disetujuinya aplikasi permohonan
KPR.keputusan pemberian fasilitas kredit dalam rangka Kredit Pemilikan
Rumah sepenuhnya berada di tangan Pihak Bank.Bahwa apabila
permohonan Pinjaman KRP darl Konsumen diterima oleh pihak bank,_gkan
tetapi jumlah kredit yang disetujui oleh pihak bank pemberi kredit pemilikan
:rumah tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran kepada Pihak Pertama
idan waktu pembayaran akan dibuat tersendiri (jadwal pembayaran dari sisa

Upayarpenyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



PT. NG S(INO KARYA

D EVELOPER REAL ESTATE
1 Raya Jatiwaringin No. 9 L 9, Pangkalan Jati - Sakar o Timur po.'{091)8690858, BA30079, 856613392 - Fay,  (6R1) 862037 1

ditandatanganl oleh para pihak pada hali, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas
dap masing-masing sama bunyinya dan diberi materal cukup dan mempunyal

kekuatan hukurm yang sama serta masirg-masing pihak Tnemegang safl asli untuk
dlpergunakan sebagaimana mestinya.: .

F’IHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KONSUMEN '

PT. NUSUNO KARYA

HE\N_DRA SUSANTO RE. SUSILOWATI, SE., MM
. Direktur

th]

; ", Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.




PT. NUOSUNO KARYA

DEVELOPEIL & RRUYAL ISTATTE

. Reya Jabwaringn No, 9 L 9, Panghalan ket - Jbarts T - Telp.  (091) 8620858, 8630099, 86413392 - Fax. : {021) 862047 1

e —

—_—

e e —————————

PIHAK KEDUA
.Hendra Susantao, Alamat : JI Palaga |l Blok A. 885/26,Kelurahan.Sudimara
Pinang, Kecamatan Pinang
)
Telpon . 0811858170 OAl- 3344606T — Dat - 65501224 BT 23 (i),

Facsimile : - og - 6COIF4 ¥ -
- Email ;-

3. |Perjanjian ini beserta Lampiran- lamplran dan/atau perubahan lampiran-
tlampiran yang terdapat pada perjanjian ini merupakan suatu kesatuan
perjanjian antara para pihak dan msnggantikan serta membatalkan semua
dokumen dan kesepakatan sebelurinya baik dalam bentuk lisan, tulisan
maupun lainnya. Seliap perubahan terhadap parjanjian ini akan dilakukan
secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. ‘

S

.lBahwa Para Pihak sepakal semua perselisihan atau beda pendapat yang
iimbul atau yang mungkin timbu! dari Perjanjian ini wajib diupayakan
penyelesalannya terlebih  dahulu  melalur perundingan bipartit secara
]musyawarah untuk mencapai muiakat,

5. |Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dibuat risalah

yang ditanda tangani oleh para pihak.

6. |Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayal 4 dapat mencapali

kesepakatan penyelesaian, ‘' maka dibuat Perjanjian Bersama yang

ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian Bersama mengikat dan menjadi
hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

7. |Apabila perundingan bipariit liddk me.capai kesepakatan, maka perundingan
bipartit dianggap gagal dan para pihak sepakat perselisihan atau beda
pendapat akan diselesaikan melalu. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia
{BANI}, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
‘tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa

8. IBIEIYEI yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleft Badan Arbitrasi
iNasional Indonesia (BAN!) menjadi beban dan harus dibayar oleh para pihak
;umuk jumlah yang sama yaitu Penjual 50 % (lima puluh prosen) dan Pembeli
'50 % (lima puluh. prosen)

9. (Peijanjian ini tidak dapal diubah danfatau ditambah, baik uniuk seluruhnya
maupun sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tarsebut
dibuat datam suatu perjanjian tertulie yang ditandatangani oleh para pihak
dalam perjannan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
lperjanjlan ini.

SEBAGAI TANDA PERSETUJUAN, pihak-pihak yang bersangkutan telah
meFandatanganl perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua)' dan selanjutnya

|
l : Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



PT. NUSUNO KARYA

DEVELOPER & REAL IS TATI

1. Raya Jativaingin Nol 9L €, Pangkalan Jati - Jakar:a Fenur - Telp.: (0R1) BéQQBSB, BA30099, 86613398 - Fax. : (021) 862071
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PIHAK KEDUA

Hendra Susanto, Alamat : JI Palapa |l Blok A, 885/26 Kelurahan.Sudimara
. | Pinang,Kecamatan.Pinang

{Telpon . : 0811858170
Facsimile : -

Email D -
3.‘Perjanjian ini beserta Lampiran-lampiran dan/atau perubahan iampiran-
lampiran yang terdapal pada perjanjian ini merupakan suatu kesatuan
perjanjian antara para pihak dan inengganlikan serta membatalkan semua
dokumsn dan kesepakatan sebelumnya baik dalam bentuk lisan, tulisan
maupun lainnya. Setiap perubahan terhadap perjanjian ini akan dilakukan .
secara tertulis dan ditandatangani olzh kedua pihak. -

4, 1Bahwa Para Pihak sepakat semusa perselisihan atau beda pendapat yang
llITIbU| atau yang mungkin timbul dari Perjanjian ini wajib diupayakan
‘penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara
, musyawarah untuk mencapai mufakit.

5. Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dibuat risalah
yang ditanda tangani oleh para pihat.

-6. | Dalam hal riusyawarah sebagalmar.-a dimaksud dalam ayat 4 dapat mencapai
kesepakatan penyeigsaian, maka dibuat Perjanjian Bersama vyang
ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian Bersama mengikat dan menjadi
hukum serta wajib dilaksanakan olet: para pihakK.

7.|Apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka -perundingan
bipartit dianggap gagal dan para pihak sepakat perselisihan atau beda
pendapat akan diselesalkan melziui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia
(BANI), sebagaimana dimaksud dalem Undar.g-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

8. Biaya. yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh Badan Arbitrasi
'Nasu:nal Indonesia (BAN!) ménjadi beban dan harus dibayar oleh para pihak,,
untuk jumlah yang sama yaitu Penjual 50 % (lima puluh prosen) dan Pembeli
50 % (fima puluh prosen).
|
"9, [Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya
maupun sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut
dtbual dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak
dalam per]anjlan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan .
perjanjlan ini. K

SHBAGAI TANDA PERSETUJUAN, pihak-pihak yang bersangkutan tetan
menandalanigani - pedanjian ini dalem rangkap 2 (dua) dan selanjutnya

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FI\-I ul, 2010.




PT. NUSUNO KARYA

* DE!VILOPE‘.ERO RT AL ESTATE

3. Raya Jatiwarigin No. 9 WL €, Pangkatan 13t - Jabarta Timur - Telp, - (021) 8620858, 8430099, 86613322 - Fax. « (021) 8680871

2. Pihak Pertama menyatakan akan melindungi kepentmgan hukum Pihak Kedua
jika timbul sengketa dikemudian hari, baik dari segi perdata maupun pidana
atas Tanah dan Bangunan Rumah tersebut.

3. Pihak Kedua mengetahu: keadaan serla kondisi tanah dan rumah yang
glbehnya dengan perjanjian ini, sehingga untuk sekarang dan selanjutnya tidak
akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun mengenai keadaan dan
kondisi tanah dan rumah tersebut,

Pasal 12.

T
L)

1. Keadaan memaksa adalah suatu kejadian alau peristiwa yang tidak dapat
diantisipasi dan berada di luar kekuasaan pihak manapun. Masing-masing *
pihak dibebaskan dari segala tuniutan dan tanggung jawab hukum dan/ atau
dapal menunda pelaksanaan kewajirannya berdasarkan perjanjian ini tanpa
dikenakan sanksi, tetapi hanya sepanjang lidak dapat melaksanakannya
karena takdir llahi seperti banjir, gempa bumi, angin ribut atau gelombang
pasang atau musuh masyarakal, perang, blokade, pergolakan masyarakat, api
z' kebakaran, peraturan — peraturan / kebijaksanaan Pemerintah di bidang
Moneter dengan ketentuan bahwa kekurangan dana atau keadaan yang terjadi
dari kurangnya perencanaan yang memadai yang diharapkan dilakukan sualu
;l:nhak tidak; akan dianggap di luar kekuasaan 5ualu pihak. .

2. Bahwa sehap penundaan kewajiban dari masing-masing pihak, sebageu akibat

ejadlan atau peristiwa yang tidak dapat diantisipasi dan berada di luar

kekuasaan plhak manapun, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya-galam
\svaktu yang wajar dan pantas,

Pasal 13.
} .

1. P"erjanjian Jual Beli tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia,
akan tetapi tetap menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak
yang meninggal.

2. Korespondenm ipemberitahuan dari sualu pihak kepada pihak laln dalam >
perjanjiann ini dianggap lelah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana
mestinya apabila disampaikan kepadz alamal tersebut dibawah ini secara
tertulis, ditanda tangani serta disanpaikan dengan pos tercalat atau
disampatkan langsung dengan memoeroleh tanda lerima atau dengan
f;acsimilefemail yang difkuti dengan korfiimasi tertulis :

RIHAK PERTAMA
PT. Nusuno Karya, Alamat Ji. Jatiwariagin Raya No.9 Lt2, Pangkalan Jati, -
Jakarta Timur,

l

Telpon : 021-8620858
Facsimile : 021-8620871
Email .

I Upaya pényelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



PT. NUSUNO KARYA

bEVEIELOPER & RIAL ES T ATE

3. baya JaiwarnginNo, 9 Lt 9, Penghalan 2t - akaa T - Tlp. - (097) 8690858, BS30099, 86613399 - Fax - (021) 8680871
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\
:memaksa, seperti antara lain, gempa bumi, banjir, huru-hara perang dan tindak
:kekerasan yang dilakukan oleh perorangan maupun massal, atau karena
.adanya perubahan bangunan rumah yang dilakukan Pihak Kedua, maka Pihak
'Perlama dibebaskan atas tanggungjawab perbaikan,

15 :Bahwa Pihak Kedua berhak menempati rumah setetah menandatangani Berita
Acara Serah Terima, Bahwa apabila Pihak Kedua menempati rumah sebetum
penandatanganan Berita Acara Serah Terima maka Pihak Kedua dianggap
menerima bangunan rumah dengan segala konsekuensi dan resikonya dan
;Pihak Pertama dibebaskan atas tangg.ngjawab pemeliharaan dan perbaikan.

* Pasal 8

1. iBahwa seluruh warga komplek Perumahan Puri Pakujaya Regency waijib
vrnemelihara lingkungan yang sehat, amr.an, serasi dan teratur.

2. ,Bahwa Pihak Kedua setuju Pihak Perlama afau Pihak yang diberi kuasa oleh
lPlhak Perlarma menjadi pengelola sementara dari komplek Perumahan Puri
iPakUjaya Regency -

3. Pihak Perlama alau Pihak yang diburi kuasa oleh Pihak Puldnm bertugas
ymengurus kepentingan warga dalam komplek Perumahan Puri Pakujaya
Regency, mengelola dan memelihara lingkungan komplek Perumahan Puri
Pakujaya Regency beserta fasilitasnya déngan memungut uang pangkal dan
iuran yang besarnya akan ditetapkan kemudian.

4. [Pihak Pertama dapat memberikan jasa pelayanan pembayaran listrik, air,
Pajak Bumi dan Bangunan.
: ' Pasal 3.
{ ’ :
Peu:nindahan hak atas tanah dan bangunan rumah atau jual beli rumah (tanah dan
bangunan) dihadapan PPAT dilakukan pada waktu yang dipandang panias bagl
kepentingan hukum kedua belah pihak.

Pasal 19. ; v

1. 'Pihak Kedua wajib rﬁerﬁbayahr Pajak Bumi dan Bang‘un!én' tahun terakhir dan
tahun-tahun berikut atas tanah yang dibeli tersebut pertama kali,

2. ‘;Pihak Kedua wajib membayar fangganan listrik terhitung setelah dilakukan
' serah terima rumah dan bulan-bulan seterusnya.

1. P:hak Pertama menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan-Rumah yang menjada

'obyek perjanjlan jual beli adalah hak Pihak Pertama sepenuhnya.

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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Keterlambatan memenuhi kewajiban untuk membayar harga Tanah dan
Bangunan Rumah atau pembayaran lidak tepal waktu dapat mempengaruhl
pelaksanaan pembangunan rumah.

7. Bahwa setiap pemindahan atau perubahan kavhnglblok dari kavling/blok yang
lelah disepakati bersama oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam
L ampiran "B” ke Kkavling/blok lainnva dalam satu komplek perumahan atau
ompiek perumahan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelolah Pihak Pertama
atau pemindahan atau perubahan komplek perumahan, dari kompiek
perumahan yang telah disepakati bersama oleh para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran "B" ke komplek perumahan lainnya yang dimiliki
dan/atau dikelolah Pihak Pertama, dapat mengakibatkan perobahan jadwal
pembangunan rurnah dan/atau jadwal serah terima rumah dan/atau perobahan
l'larga penjualan/pembelian.

8. Pihak Pertama Wajlb menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkar

anah dan bangunan ' rumah kepada Pihak Kedua tepat waktuy kecuali hal-hal
yang terjadi karena keadaan mnmaksq yang merupakan hal di luar
kemampuan Pihak Pertama.

9. | etelah serah terima Tanah dan Bangunan Rudinah dilakukan, Pihak Pertama
emberikan masa pemeliharaan/perbaikan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)
ari terhitung sejak tanggal ditande tanganinya Berita Acara Serah Terima.
ihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari biaya-biaya yang timbul

berkenaan dengan pemeliharaan atau perbaikan..

10.Perbaikan-parbaikan atas bagian ysang rusak yang dilakukan oleh Pihak
Pertama berdasarkan Gambar Denah Bangunan, dan Spesifikasi Teknis, yang
merupakan lampiran dari Perjanjian Jual Beli ini,

11. Bahwa dengan dilakukan serah teruna Tanah dan Bangunan Rumah, maka® -

segala tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga Tanah dan Bangunan
f(umah tersebUt menjadi tanggungjawab pihak Pihak Kedua sepenuhnya.

|.

ihak Kedua tidak diperkenankan :menambah dan atau merubah bentuk
gumah dan atau memperbarkl ruman tanpa seizin Pihak Pertama dalam masa
pemehharaan _

13.Bahwa jika Pihak Kedua ternyata merubah dan/atau menambah bangunan
an/atau - memperbaiki rumah tanpa seizin Pihak Pertama, dalam masa
emeliharaan, maka apabila terjadl kebocoran atau kerusakan Pihak Pertama
ibebaskan dari tanggung jawadb hukum termasuk pengurusan izin
l?angunannya dan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Kedua

" dan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan -oleh Pihak Kedua menjadi
beban dan tanggung jawab Pihak Kedua send'ri.

!
14.gahwa apabila dalam masa pemeliharaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat
) pasal ini, terjadi kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh Keadaan

" Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugr\ahwati, FH Ul, 2010.
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} Bahwa pembangunan rumah pada kavling sebagaimana dimaksud Pasal 1,
dilaksanakan setelah Pihak Kédua telah selesai memenuhi kewajiban untuk
membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah, Selanjutnya pembangunan
'[nengikuti progres pembayaran.

!
|

I : _ @

. Bahwa apabila Pihak Kedua mengundurkan.diri-atau membatalkan pembelian
umah, pembatalan pembelian rumah setelah penandatanganan perjanjian ini,
ihak Kedua dapat menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama
engan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

ahwa apabila Pihak Kedua mengundurkan diri atau membatalkan transaksi
ual beli Tanah dan .Bangunan Rumah maka Pihak Pertama akan
_ mengembalikan uang yang telah dibayar aleh Pihak Kedua tanpa bunga dan
biaya-biaya lainnya setelah lebih dahulu dikurangi seluruh akumulasi denda-
denda Pihak Kedua (jika ada) dan biaya-biaya lain yang terhutang (jika ada)
an dipotong biaya administrasi yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari harga penjua[an/pembenan sebagaimana dimaksud Pasa! 2 ayat

).
Paéal 7.

umah telah selesai dibangun oleh Pihak Pertama sesuai dengan jangka

aktu yang diperjanjikan, dan separjang Pihek Kedua ielah selesai memenuhi
<ewapban untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah beseria biaya-
laua lainnya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk
Twenandatangam Berita Acara Serah Tenma Tanah dan Bangunan Rumah.

: Eahwa jika ba-ngunan rumah yang menjadi obyek dari Perjanjian Jual Beli

. Pihak Pertama menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah Sesuai type rumahf
Ean spesuf‘kam bangunan; pada blcktanah sebagaimana disebutkan dalam
ampiran "B” dan Laynpiran "C" atau Lampiran perubahan.

. Berita Acara Serah Terima Tana) dan Bangunan Rumah dibuat dalam
lampiran tersendiri dan merupakan satu ke]satuan yang tidak terpisahkan-dari
perjanjian ini.

. Bahwa Pihak Pertama akan memberitahukan ‘secara tertulis tenténg adanya
Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah kepada Pihak Kedua,

. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak datang pada waktu dan tempat yang telah

' drtetapkan dalam surat pembentahuan maka dengan lewatnya waktu tersebut,
F,'—'lhak Kedua telah dianggap menerima Tanah dan Bangunan Rumah tersebut
dengan segala konsekuensi dan resikonya. :

. Bahwa rumah selesai ditangun oleh.Pihak Pertama dalam jangka waktu Pahngp
lama 10 (sepuluh) bufan.f

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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tempo, maka perjanjian jual beli ini inenjadi balal dan pembatalan perjanjian ini
para pihak setuju tanpa memerlukan lagi perantaraan keputusan Hakim, serta
Pihak. Perlama diberi hak untuk menjual tanah berikut bangunan rumabh,
dengan cara yang wajar dan patut, kepada pihak lain dan surat per]anjlan ini
juga berlaku sebagai surat kuasa uatuk melakukan penjualan serta menerima
seluruh hasil penjualan. -Pihak Pertama akan mengembalikan uang hasil
penjualan tanah berikut bangunan rumah, lanpa bunga, setelah lebih dahulu
dlkurang| pembayaran-pembayaran DP yang telah dibayar dan disetor Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dan seluruh akumulasi denda-denda yang harus
:dibayar oleh Pihak Kedua dan biaya-biaya lain dalam rangka penjualan tanah
berikut bangunan rumah. Dalam hal demikian kedua belah pihak dengan ini

melepaskan ketentuan pasal 1256-1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, ' :

6. [Semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam rangka
|penjualan tanah berikut bangunan rumah, maka Pihak Kedua sekarang

'mengakm dan pada wakiunya akar mengakui semua jumlah uang yang telan
!dlkeluarkan oleh Pihak Pertama.

7. !Dalam,hal Pihak Pertama hendax melaksanakan penjualan tanah berikut
bangunan rumah rnaka Pihak Kedua dengan ini berjanji, bersepakat dan
mengikat diri dengan sah untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan
dan memberikan Tanah dan Rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak
dipakai oleh siapapun juga untuk kepentingan Pihak Pertama dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari takwin setelah diterimanya pemberitahuan tertulis
lpertama dari Pihak Pertama untuk penjualan tapah berikut bangunan rumah.

Pusal 5.

1. jBahwa jika Pihak Kedua menghsndaki perubahan danfatau penambahan
bentuk bangunan, baik seluruhnya atau sebagian, dari bentuk bangunan
semula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran “C" dan/atau jika Pihak
Kedua menghendaki perubahan tlok/kaviing maka Pihak Kedua dikenakan
harga bangunan baru yang harganya akan ditinjau dan disesuaikan dengan
jumlah uang yang telah dibayarkan sleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

s
2. |IBahwa jika Pihak Kedua mengh2ndaki perubahan dan/atau penambahan -
bentuk bangunan, baik seluruhriya atau sebagian dan/atau perubahan
blok/kavling dan/atau pergantian salah satu material bangunan terlebih dahulu
menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama.

3. [Bahwa dalam masa pembangunan rumah atau sebelum penandatanganan
Berita Acara. Serah Terima Tanah dan Bangunan, Pihak Kedua tidak
diperkenankan untuk menghubungi dan memerintah pelaksana bangunan yang
bersifat mengubah dan menambat bangunan rumah tanpa persetujuan Pihak
'Pertama

1
1
i
| -
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7. Dalam hal pembayaran dilakukan dengan transfer bank, Pihak Kedua akan
menanggung segala konsekwensi sehubungan dengan Iransfer tersebut.

8. Bahwa apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu dan atau pada haii
IIibur resmi yang diletapkan Pemerintah, maka pembayaran tersebut harus
dilakukan pada.hari pertama sesudah hari minggu dan atau sesudah hari libur
;resmi yang ditetapkan Pemerintah. .

Q. :Pihak Pertama atas pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk merubah
cara atau pola pembayaran.

10.Bahwa,setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tanah dan
Bangunan, Pihak Kedua dapal meraeriksa kembali jumlah pembayaran yang
telah dibayarkan kepada Pihak Pertama. Bahwa jika Pihak Kedua kelebihan
bayar, dari harga rumah yang seharusnya dibayar, maka Pihak Pertama '
mengembalikan kelebihan uang kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan bunga
atau denda-denda lainnya.
-

Pesal 4.

1. Pihak' Pertama tidak menjamin diselujuinya aptikasi permohonan KPR kepada
Pank pemberi kredit. Keputusan pemberian fasilitas kredit dalam rangka Kredil
Pemilikan Rumah atau Kredil Pemilikan Tanah atau Kredit Pemilikan Ruko
atau Kredit untuk pembiayaan pembangunan rumah dan/atau renovasi dilokasi
perumahan Pihak Pertama yang disjukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Bank sepenuhnya berada di tangan Pihak Bank.

1

2. Bahwa ketentuan-ketentuan n{engenai kepulusan pemberian KPR, bentuk danx
isi Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian jaminan lainnya adalah sepenuhnya
enjadi hak-hak dan kewenangan Fihak Bank.

3. Bahwa apabila permohonan KPR dari Pihak Kedua diterima oleh pihak bank,
imana Pihak Kedua mengajukan permochonan, bahwa akan tetapi jumlah
Eredit' yang disetujui oleh pihak bank pemberi kredit pemilkan rumah tidak
mencukupi untuk melunasi pembaysaran pembelian rumah, maka Pihak Kedua
wajib. membayar sisa pembayaran kepada Pihak Perlama dan waktu
ﬂ;embayaran seperti yang tersebut pada lampiran datam Perjanjian ini.

4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam
melaksanakan pembayaran tepat waktu, seperti yang tersebut pada. lampiran
dalam Perjanjian ini, dengan keterlambatan waktu saja sudah.cukup terbukti,
bahwa Pihak Kedua telah lalai, sehingga tidak memeriukan lagi pemberitahuan
lfépada Pihak Kedua maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan

ebesar 2 “°° (dua perseribu) dari jumiah angsuran yang telah jatub tempo
l]mtuk setiap hari keterlambatan.

| . ’ '
5. I::iahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran

angsuran yang telah jatuh tempo selama 60 (enam puluh) hari sejak jatuh

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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i _PASAL 2,
i

1. |Harga penjualan/pembelian secara tunai atas sebidang tanah beserta rumah
tinggal, sebagaimana dirmiaksud pada pasal 1 perjanjian ini, ditetapkan
sekarang sebesar Rp. 247,160.000,-. (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus
lenam putuh ribu rupiah). '

2, Harga sebagaimana tersebul pada ayat (1) pasal ini termasuk :

! | ,
1 \ - Biaya Balik Nama Sertifika-,

- Biaya PPAT, '

- Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%,
- :Biaya pembuatan IMB,
- -Biaya peningkatan status sartifikat dari SHGB menjadi SHM,
- iBiaya pemasangan listrik s3besar 1,300 watt, .
& - Biaya pembangunan.

RPasal 3.

1. | Pihak Kedua wajib membayar harga penjualan/pembelian tanah berikut rumah
tinggal sebagalmana dirinci datam lampiran dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari perjan;lan mi

2. {Bahwa Pihak Pertama menetapkzn cara.atau pola pembayaran atas sebidang
tanah dan besera rumah tinggal. -

3. Seliap pembayaran dilakukan olen Pihak Kedua ditempat kedudukan Pihak
.Pertama Kantor PT, Nusuno Karya JI. Jauwanngln Raya No, 8 L2, Pangkaian‘
Jati, Jakarta Timur, dan untuk : ‘penerimaan - tersebut oleh Plhak Perama
dibuatkan tanda terima yang sah oengan buktilkwitanst yang dakeluarkan resmi
oleh Plhak Pertama.

4, |F’embayaran dapat dilakukan olen Pihak Kedua dengan cara transfer bank
pada bank Pihak Pertama yaitu :

lNama Bank  : Bank BRI Cabang Jatinegara
Nama Account : PT. NUSUNO KARYA
Nomor Account : 012.201.000.757.304

5. |Pembayaran dengan bilyet giro atau cek, sah dan berlaku, setelah bilyst giro
atau cek dapat dicairkan/diuangkan oleh Fihak Pertama atau jika pembayaran
ditakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening Pihak Pertama, maka
pembayaran sah setelah dana diterima pada rekening Pihak Pertama.

6. jJika pembayaran diiakukan Pihak Kedua melalui transfer bank, maka kwitansi
diberikan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua memberikan bukti transfer
kepada Pihak Pertama.

] \
E : Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
| No. 093-NK/SPJB/LG/VII/2007

Pefjanjian ini dibuat di Jakarta dan berlaku serta ditanda tangani pada hari ini
Selasa tanggal 24 (Sebelas) bulan Juli'lahun dua ribu tujuh (24-07-2007) oleh dan
antara :

1. 'RE. Susilowati, SE., MM. . Dirextur PT. NUSUNO KARYA.

r 1 Dglzm hal ini berlindak dalam jabatannya
‘ tersebut untuk dan atas nama PT. Nusuno
Karya, Alamat JI. Jatiwaringin Raya No.9 Lt.2,
Pannkalan | Jati, Jakarta Timur, sebagai ,
developer.

' UntLk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut

; PIHAK PERTAMA.

2. |Tn. Hendra Susanto : Jl Palapa [l Blok A. 85/26, Rt. 01/02,Kel.
Sud mara Pinang.Kec. Pinang.

Dalem hal ini bertindak untuk dan atas nama
diri ¢ endiri.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
PIHAK KEDUA.

Paia Pihak telah sepakat mengadakar Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanahy
befikut sebuah rumah tinggal, denga:1 memakai syarat-syarat dar Kketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1.

Pihak Pertama sebagai Perusahaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
yang dikenal dengan nama perumahan Puri Pakujaya Rsgency, seiaku penjual,
menerangkan dengan ini mengikat diri untuk sekarang dan kemudian pada
waktunya' menjual, menyerahkan kepada serta untuk dimiliki oleh Pihak Kedua
sel ku pembeli. Pihak Kedua menerangkan dengan ini mengikat diri yntuk

ekarang dan kemudian pada wakiunya, membeli serfa menerima penyerahan
untuk dimiliki dari Pihak Pertama, berupa :

| Sebidang tanak hak  : GUNA BAMNGUNAN

Lokasi/Kavling : Blok H No. 10
- 'Luas tanah ;117
Luas bangunan - 39

(Telrlampir Site plan (sebagai Lampiran “B") dan denah rumah (sebagahLampiran
Cp yang telah disetujui dan ditanda tangani bersama oleh kedua belan plhak dan
yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam per;anjlan ini).

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwétli, FH Ul, 2010. -




10.

11.

12.

I3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Lampiran 2: Arbitrase

Fotocopy PPJB Rumah Puri Pakujaya Regency Blok H/10 antara Konsumen dan
Pelaku Usaha No. 093-NK/SPIB/LG/V1I/2007, tanggal 24/07/2007;

Fotocopy Surat Keluhan Konsumen ke Pelaku Usaha tanggal 04/09/2007;

Fotocopy Surat Keluhan Konsumen ke Redaksi Harian Kompas tanggal
06/09/2007;

Fotocopy Kesepakatan Perjanjian Pembangunan Rumah Puri Pakujaya Regency
Blok H/10 antara Konsumen dan Pelaku Usaha tanggal 18/02/2008;

Fotocopy Surat Pemyataan Kesangpupan Pembangunan Rumah Puri Pakujaya
Regency Blok H/10 antara Konsumen dan Pelaku Usaha tanggal 18/02/2008;

Fotocopy Surat Pertama keluhan Konsumen ke Pelaku Usaha tanggal 11/05/2008;
Fotocopy Surat Kedua keluhan Konsumen ke Pelaku Usaha tanggal 23/05/2008,;

Fotocopy Kronologis Pembangunan Rumah Puri Pakujaya Regency Blok H/10
yang dibuat oleh Konsumen;

Fotocopy Surat YLKI ke Pelaku Usaha tentang Pengaduan Konsumen
No. 119/PNG/YLK1/2008 tanggal 03/07/2008;

Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. Register
186/REG/BPSK-DKI/VIII/08 tanggal 26/08/2008,;

Fotocopy Penunjukan Panitera No. 237/PR/BPSK-DKI/VIII/08 tanggal
26/08/2008;

Fotocopy Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa No. 040/PCP/BPSK-DKI/i/09
tanggal 05/01/2009;

Fotocopy Pemilihan Arbitor No. 04 1/PA/BPSK-DKI/1/09 tanggal 05/01/2009;
Fotocopy Penunjukan Majelis No. 236/PM/BPSK-DKI/I/09 tanggal 12/01/2009;
Surat Panggilan Sidang No. 037/S/BPSK-DKI/TV/09 tanggal 02/04/2009;
Fotocopy Putusan No. 042/A/BPSK-DKI/IV/09 tanggal 07/04/2009;

Fotocopy Putusan No. 99/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim, tanggal 26/06/2009;
Fotocopy Putusan No. 750 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 24/11/2009;

Fotocopy Pemberitahuan Putusan Perkara BPSK No. 750 K/Pdt.Sus/2009, tanggal
07/01/2010;

Fotocopy Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Apgung Republik
Indonesia No. 750 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 01/02/2010;

Xii

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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AN

No : 0001010/PT.PSA-KR/FIN/XII/2009 ~ Jakarla, 17 Desember 2009

Kepada Yth;

Badan Penyelesaian Sengkela Konsumen {BPSK}
JI. Rava Kalimalang Kav. Agraria Blok E No. 5
Jakarta Timur --13940

T

Dengan hormal,

Bersama dengan ini kami meyampaikan bahwa pada tanggal 15 Ogsember 2009 bertempat di Kantor Pemasaran
Kalibata City, letah dilakukan penandatanganan Perjunjian Pembatalan terhadap psmesanan atau pengikatan jual
beli atas | (saly) unit saiuan rumah susun No, K/10/B. (“Unit") yang terletak di Kompleks Kalibata Regency oleh gan
di antara Bapak Erisman selaku pemesan Unil dan PT Pradani Sukses Abadi selaku Developer( Developer™).

Berdasarkan Perjanjian Pembalalan lersebut dan sesual dengan Kesepakatan Sidang yang lercanium di dalam
Berita £cara Sidang tanggal 15 Desember 2669, Developer telah melaksanakan hal-hal sebagai berikul:
1. Mengembalikan uang pemesanan Unit sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Bapak
Erisman sebagaimana lernyala di dalam kuilznsi bermeterai tanggal 15 Desember 2008;
2. Menyerahkan Faktur Pajak Sederhana atas pembayaran terhadap pemesanan Unit yang dilakukan oleh
Bapak Erisman, sebagaimana ternyata di dalam Kwitansi/Faktur Paiak Sederhana sebagai berikul:
a. Kwilansi/Faklur Pajak Sederhana No. 00000555 tanggal 31 Agustus 2008; -
Kwilansi/Faklur Pajak Sederhana No. PG000362 1anggal 31 Agustus 2008;
Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana No. P0001222 tanggal 12 Sepiember 2008;
Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana No. P00G2494 tanggal 15 Oktober 2008;
KwitansifFaktur Pajak Sederhana No. P0I03008 tanggal 28 Oklober 2008;
Kwitansi/F aklur Pajak Sederhana No, P0010081 tanggal 27 Februari 2009,

—~o o0 o

Dengan ini kami juga mengucapkan tenmakasih alas baniuan yarg lelah diberikan oleh BPSK sehingga terhadap
perkara ini dapal dicapai kesepakatan di antara Bapak Erisman dan Developer.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhaliannya kami mengucapkan ferimakasih.

Hormat kami,
PT. PRADANI SUKSES ABADI

AGNES CR. TAMPUBOLON, S.H. M.Kn.
Legal Department

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



PERJANJIAN FEMB ATi&LAN

Perjarjian Pembatalan ini dibuat pada har ini, tanggal 1 5-12~09gleh dan anlara:

1 PT. PRADANI SUKSES ABADI, berkedudukan i Jakarta dan beralamal di Kompleks KALIBATA
REGENCY, Jalan TMP Kalhbata No 3, Jakarla Selatan 12750
(selanjulnya akan disebul juya "Pihak Perlama”);
2 Nama - ERISMAN, SE, MM .
- Alamat »Ji. Borobudur No. 10. RT. 009 RW. 022, Kelurahan Pegangsaan, Kecarnalan Menteng,
Jakarta Pusal
Ng KTP : 09.5006.170656.0027
( selanjuinya akan disebul juga "Pihak Kedua”).

=

&

WKarua belab pthak dengan i Ielah sepakat unluk membuatl Perfanjian Pembatalan in berdasarkan svaralt-

wyarat dan ketenluan-kelenhiiar terwehat o hawaby im:

1 Kedua delah pihak dengan ini membalalkan peresanan alau pengikatan jual-beli yang telah dibuzt
antara Pihak Perlama dan Pihak Kedua berdasarkan Surat Konfirmasi Unil Pesanan {selanjutnya akan
cisebul juga “SKUP") dan/atau Sural Pemesanzn danfalau Perjaniian Pengikatan Jual 8eli {selanjutnya
aran disebul juga- "PPRJB" alas | (salu) unit Satuan Rumah Susun di Kzalibata Regency, Jalan TP
Kalibala No 1, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarla Selatan {(selanjutnya umil
Satuan Rumah Susun dimaksud akan disebul juga “Unil Pesanan’), sebagai berikut’

I_anlai : 106 Blok : K Nomor . Bd

2 Dengan dilandalanganinya Perjanjian Pembalalan ini, maka anlara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
telah diadakan perhilungan dan pengembalian vag pembayaran atau pelunasan dari Pihak Perlama
kepada Pihak Kedun, sohingan mehak pann salu tidak mempunyai luntulan ataw tagihan benipa apapan
no rapacda phab aneaya edan cwngenon hality lelidh saling membonkan poimbebasan dan gombomsgn
corai ef gecharar! Nan Penansan Pembalalan inl berlaky pula sebaaar hukh yaqq cukup AlAas
P IGAJAN OO0 e et et 0 o S e Aap 1WA oA e @ese o

3 Mengena Peranpan Pembalalan ini dengan sega 3 akibal hukum dan pelaksanaannya. kedua balah
pwak memilh tempal kediaman yang lelap dan seumumnya di Kanlor Panilera Pengadilan Negen
Jzkarta Selatan

Demibianlah dengan maksud unluk tenkal oleh hukum selelah dibaca dan dimengerls 1sinya. kedua belah
nihak menandalangani Prranian Prmbalalan ini pade langgal lersebul pada awal Pernanpan Pembatalzn

i~

AsLe TELlp Pk ! - - S

Pihak Xedua Pihak Perlama C
: LSy PT. PRADANI SUKSES ABADI
/’.2’ ‘L/‘lj [ - s
) S Fe e oy
: e S BOQU 5, o
A | gL

o L
ity /
e
E/é ‘,MHJ ~ ERANSISKUS .\FONG, §.E., CPA HERJANTQ WIDJAJAIOWARDI s H., M.Kn.
S PATTE AR (Kunse Dlreks.l} {Kuasa Dircksi)
{slerienn |'}
e Lsga X yang dyutit [.ff

LT I e T ST L L T L R P

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwafi, FH Ul, 2010.



DAFTARR HADIR SIDANG
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINS! DKl JAKARTA

' Registrasi 2 Gﬁ/%;/ pr “‘@@i /% / ég

No.
No. NAMA Tanda tangan Keterangan
"1 |KETUA MAJELIS - A g Ay §c’w~,~4 W
LY

2 |ANGGOTA: /

3 |anGGoTA:

4 |ANGGOTA :

5 |PANITERA //f?r»éu -C'“—Mf ceargnf,

6 |PENGGUGAT { KONSUMEN { KUASA : Y .

ERLS 79 1) /ggf
7 AN/

TERGUGAT | PELAKU USAHA [ KUASA :

Jr\e\égmw ° WA Lo ART)]

Mussy CfUSmuAry

AeNes  TampeoLan

Panltora
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BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
{(BPSK)

PEMERINTAH PROVINSI DKi JAKARTA
Ji. Raya Kalimatang Kav. Agraria Blok E No. 5
Jakarta Timur - 13940,
Telepon ; 021 - 2686 5368

hu)

BERITA ACARA SIDANG
Hari : Selasa, 15 Desember 2009

Nomor Register : 265/REG/BPSK-DKI/X/09 terianggal 15 Olktober 2009

KASUS : Pembatalan Pembelian Apastemen T
. PEMOHON 1 ERISMAN ’ .
TERMOHON . PT Pradani Sukses Abadi
MAJELIS i Ir. Mangara T, Sianipar, M.
' Aman Sinaga. SH,
PANITERA : Hotlan Simnutjuntak, SH

I*ruses Sitdung -

Sidang dibuka Kelva Majelis pada Pukul 13.15 WIB.

Sidang dihadiri oleh Majelis dan dibantw Panitera. Juga dihadiri oleb Bapak Erisman selaku
Konsumen.

Pihak Pelaku Usaha diwakili oleh Herjanto Widjaja Lowardi, Ibu Agnes Tampubolon dan
Ibu Nussy Nusriany.

Kensumen meminta untuk dikembalikar. vangnya scbesor Ry, 30.000.009,- ditsmbab dergan
Fukiur Pojak.

Pihak Pelaku lJsaba menyetujui peemintaan Konsumen uniuk mengembaliken uang
Konsumen scbesar Rp, 30.000.000,- <an ditambuh Faktur Pajak Sederhana yang akan
diamibil sendiri oleh Konswnen ke Kantor Pelaku Usaha.

Dan Konsumen harus inclaksanakan siandar prosedyr pembatalan yang sudah disediakan
oleh Pelaku Usaka.

Realisasi kesepakalan antara Pelaku Usaha dengan Konsumcn akan dilaksanakan bari ini
tanggal 15 Desember 2009 di Kantor PT Pradani Sukses Abadi.

Setelah mendengarkan kelerangan dari szmua Pihak, maka tegjadi kesepakatan, antara lain :

KESEMAKATAN SIDANG :

1. Sidang Mediasi menghasillian eesepakatan seperti yang tersebut di atas yekui
pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- ditamubah dcﬁgan Faktur Pajak
Sederhann dan Kensumen melaksanakan prosedur permbntalan pemesanan
Sutuan Rumeh Susun yang disediaka. Peluku Usaha.

2. Apabily Pard Pihak sudnh melaksanakan secah terima uang den penbatalan
pemesanan SRS, maka C-'opJIJ Perjnnjian/Beritn Acara Serah Terima untuk .
diserahkan kepada Kantyr BPSK

3. Dengan dilakyanakan kesepukntan terscbut di atas maka Perkara dengan
Nomor Registrasi 265/REG/BISK-DKI/X/09 antara ERSMAN dengan PT
PRADANI SUKSES ABADIL dinyatakan selesni dan ditutup penangannonya di
BI'SK Proviusi DK Jukarta. st i:-;-_-,'\-

Konsumen, Pelaku Usaha
I4 W2 2009

—

Henanly Wid pma-bewafd) *Ho.lnn Simanjuniak, SH,

( I'I". Pradani & ukses Abadi )

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwat.i, FH Ul, 2010.



. JENIS TUNTUTAN GANT! RUGI YANG DIINGINKAN :

[] _Penggantian barang/jasa yang sejenis atau selara lainnya
Pengembalian uang, atau
] Perawatan kesehalan danfatau

1 Pemberian santunan

PERNYATAAN KONSUMEN

[P - —— SO

Demikian formulir ini saya isi dengan benar dan jujur serta dapal dipertanggungjawabkan,
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Mzjelis BPSK berpendapat lain,

moehon Pulusan yang seadil-adilnya.

Yang Mengadu,

. -

S

-

E LS ) hn S’

ma N

nggal s

avaratian |

I Sural permohonan bantuan Penyelesaian Sengkela kepada Kelua BPSK-DKU

F)

Dibuat 5 (lima) Rangkap : 1 Asli dan 4 Fotocopy

(W]

Seliap rangkap dimasukan kedalam Stop Map '

i, Beri tanda V untuk Kolom [}

2. Berlanda *} corel yang tidak periu




Tangga ;IZIZ] @

2. | Saal Kejadian
JamiWektu :[_'_]:] D:]
Tempabtilokast . ................... e
....... RUGU MAAL (NALILHTA RECE NCY
3. | Bukli-bukti
a. Bukti Pembelian [~ Bon Pembelian
IZI/ Kuitansi
(=) Fakwur
[ Tanda Terima
[ Folc Barang
3 Lain-ain
SebUlKaN e e
b. Bukli Saksi (] Ada, hubungan dengan saksi
) Tidalc ada
¢. Bukti Saksi 1 Ada [ Tidak ada
[ Jenis Barang/jasa yang dirugikan |
o LN 81N S o e e
. e b Y 0 s |
4. | Benluk kerugian yang diderila [Zf Material &P'q?q‘goooolﬁ ..............
T PRSI . o i e e e e,
rIv. MASALAH YANG DIADUKAN /DILAPORKAN (KRONOLOGIS)
— e emam . - . ‘ _.-_-.-_——--___—_|

{Dibual dalaim lembar lersendiri)

Upaya penyelesaian..., Dwiana Aﬁugrahwati, FH UI, 2010.



s BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
FELR ' (BPSK)

PEMERINTAH PROVINS| DKI JAKARTA
Ji. Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E No. 5
Jakarta Timur - 13340,

Telepon: 021 - 2686 5368

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

No. Registrasi : .26.5 .. ' REG/ BPSK.DKI. X /.03 ..
I PENGADU KONSUMEN
Nama ; ;:'QfSN”YM ..........................................................
Umur S B TG
Jenis Kelamin D LSt b A R
Alamat . AL PoRvLvoun N2 O
I Y PECLMAIC \ At | JRE sRMae (V05 1T
Kode POS . o e
Telepon : 09‘"6{7 f;..i‘].";’.,‘z’.HP Y t— A ...
Bukti Diri L KTPISIMNOG. . 2.2 5000 1706 56 < ).

(Lamnirkain Folocopy)

I YANG DI ADUKAN : PELAKU USAHA
Nama Pemilik ! .ff.f..-..f.’..’T‘..’."..{?!‘.\N.’:..f}.’ﬁ{?é._.{‘,\.,?'_/.'r:r«.’?. T
Perusahaan : (\"’*L"‘g”{'”" R'Eé’i"(“j(7) ........................
Alamal : J‘--H"f’rﬂ)"b}é"“'”‘”e’{ ......................
e IARNRIA - 5 ELATA T [ L7570
Kode Pos /Q?f ........................................ TR
Telepan QRi 7975404 L20 - 79D1L9 Lt
] Faximile L e
1. TENTANG PENGADUAN
1. | Jenis Pengaduan ) (] Industri dan Pertambangan

[ Peraniar dan Kehuianan

' _ [ Standar Mutu

. ] Jasa

] Kan .

!Zf Kiausula 3aku

[} Label -
[ Laindain  { pes L pms AVSUHAITL D

Upayd penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.




16. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT N.OMGR :
,11/KPTS/1894 TENTANG PEDOMAN PERIKATAN JUAL BELI
SATUAN RUMAH SUSURN, tertanggaly17 November 1394,

Upaya penyelesaian..., Dwiana AnugrahWati, FH Ul, 2010.



) No. 975_‘5!PSA-FN!II!09 yang d-itanda tangani oleh bapak
Johannes.

11. Kirim Surat tertanggal 18 Mei 2009, (dehgan bukti tanda terima).

Hal : Permohoran permintaan fotocopy IMB. Rusunami Kalibata
Regency yang berhubungan dengan Unit No. K/10/BJ.

12. Kirim Surat tertanggal 23 Mei 2009, (dengan bukti tanda terima).
 Hal: Pengembalian PPN sebesar Rp.4.296.‘363.64 atas Pembatalan
Pembelian Unit no. K/10/BJ Rusunami Kalibata Regency
sesuai dengan PPJB No.000001U3t§nggal12,§§usnm 2008
Pasal 5 ayat 1a. Yang dikuatkan oleh surat sata tanggal 31

Maret 2009, 30 April 2009 dan 11 Meij 20089, '

FOTOCOPY SURAT KEPADA YLKI, DAN HASIL MEDIAS! SESUA! DENGAN.

ASLINYA:

13. Surat PT. Pradani Sukses Abadi kepada YLKI, tanggal 23 Juni 2009,

No.000115/PT PSA/KR/VII2009,
Hal : Tanggapan atas surat No. 43/PNG/YLKI/2009 tertanggal 26

Mei 2009
14. Kirim Surat Kepada YLKI tanggal 6 Juli 20089,
Hal : Tanggapan atas balasan surat dari Kalibata Regencv (PT.
Pradani Sukses Abadi) No. 000115/PT PSA/KRNI2009
tertanggal 23 Juni 2009 yang ibu kirimkan Fotocopynya

kepada saya.
15. Surat Hasil Pertemuan Mediasi yang fasilitasi oleh YLKI tangal 28

Juli 2009, -

FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN MENTERI . NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT: | -

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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Lampiran-Lampiran :

A

r.

FOTOCOPY SURAT YANG DITANDA TANGANI KEDUA BELAH PIHAK DAN
BUKTI PEMBAYARAN SESUA] DENGAN ASLINYA: b

1. Surat Konfirmasi Unit Pesanan Nc. 022330 tanggal 12 Agustus 2008,

2. Surat Pemesanan Apartemen No. 00000195 tanggal 12 Agusfus 2008

3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (F‘PJB) No. 00000103 tanggal 12
Agustus 2008, (dengan bukti tanda terima tanggal 11 Mei 2009)

4. Surat Permintaan Peningkatan Mutu tanggal 12 Agustus 2008.

5. Bukti Pembayaran.

FOTOCOPY SURAT MENYURAT ANTARA SAYA DENGAN PT. PRADANI
SUKSES ABADI] SESUAI DENGAN ASLINYA:

6. Kirimm Surat tertanggal 18 Maret 2009, |
Prihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Kontan Bertahap.
7. Terima Surat dari PT. Pradan Sukses Abadi tertanggal 24 Maret
2009 No. 9755/PSA-FA/I09, ‘
Prihal : Tanggapan atas Surat Bapak tertanggal 18 Maret 2009
perchal Permohonan Penundaan Pembayaran Kontan
Bertahap.
8. Kirim Surat tertanggal 31 Maret 2009, (dengan bukti tanda terima).
Hal : Tanggapan atas Surat Bapak tanggal 24 Maret 2009 NOQO.
9755/PSA-FA/LII/09 mengénai Permohonan Penundzan
» Pembayaran Kontan Bertahap Unit K/10/BJ.
9. Kirim Surat tertanggal 30 April 2009, (dengan bukti tanda terima).
Hal : Surat ke 2 (dua) atas Permintaan Pengembalian Uang Saya
setelah Pembatalan atas unit No. K/10/BJ yang dibataikan
sepihak sesuai dengan surat Bapak tanggal 24 Maret 2009
No. 9755/PSA-FA/II1/09 yang ditanda tangani oleh bhapak
Johannes. )
10. Kirim Surat tertanggal i1 Mei 2009, {dengan bukti tanda terima).
Hal : Surat ke 3 (tiga} atas Permintaan Pengembalian Uang Saya
setelah Pembatalan atas unit No. K/10/BJ yang dibatalkan
sepihalk sosum Eiengan surat Bapak tanggal 24 Maret 2009

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH UI, 2010.
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2. Menjétuhkan Putusan kepada PT. Pradar;i Sukses Abadi untuk
.membayar denda selama 8 bulan (Mafet sampai Okt'ober) atas uang
saya yang belum dikembalikan sebesar 1% perbulan dari
Rp.47.480.000,- yaitu 5ebesar Rp.3.798.300,- '

T3, Meﬁjatuhkan Putusan kepada PT. Pradani Sukses -Abadi untuk
Membayar Semua Biaya yang timbul atas sengketa yang ditangani

oleh BPSH.

4. Menjatuhkan Putusan untuk membayar semua biaya-biaya yang telah
saya keluarkan mulai dari Pembatalan Sepihak sejak tanggal 30
Maret 2009 sampai saat ini sebesar Rp.15.000.000,-.

Demikianlah harapan saya kepada Bapak/Ibu Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsurmen
(BPSK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, says mohon diberikan purtusan yang seadil-adilnya sesuai
peraturar perundang-undangan yang beriaku berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Hormat Saya,

PENGADU

Erisman, SE, MM

Lampiran-Lampiran :

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwéti, FH Ul, 2010.



' SEANDAINYA IMBNYA TIDAK DISETUJUI PEMDA DKI JAKARTA
_SECARA PERMANEN SEDANGKAN KAMI TELAH MELAKUKAN
PEMBAYARAN?77. |

g. MEMBERIKAN KABAR BOHONG KEPADA YLKI YANG DIREKAYASA
LEWAT SURAT TERUTAMA MENGELUARKAN 2 (DUA) SURAT -
PEMBATALAN YANG SALING BERTENTANGAN ISINYA, DIANTARA
DUA SURAT TERSEBUT HANYA SATU SURAT YANG SAYA TERIMA,
TAPI TIDAK DISAMPAIKAN KEPADA YLKI.

h. SAYA TIDAX TAHU MUNGKIN ADA SEKENARIO KEBOHONGAN
YANG LAIN???, SAYA AKAN TUNGGU BERITANYAYN, WAKTU
MASIH PANJANG. o

9. SAYA MERAGUKAN BAHWA PT. PRADAN! SUKSES ABADI IN! GROUP
DARI NAMA BEKEN PT. AGUNG PODOMORO SESUAI DENGAN
BROSURNYA, JANGAN-JANGAN HANYA SALAH CETAK SILAHKAN
BUKTIKAN??

10. KARENA SAYA TIDAK MERASA BERSALAH HAL INI AK}-\N SAYA
MINTA KEADILAN KEMANA SAJA SESUAlI DENGAN HUKUM YANG
BERLAKU DAN JANGAN SAMPAI GARA-GARA NILA SETITIK RUSAK
SUSU SEEBELANGA. ! .

HI. TUNTUTAN GANTI RUGI

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak/lbu Majelis
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumén {BPSK) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, dapat memutuskan Sengketa ini sesual dengan Hati Nurani
dan Peraturan’Perundang-undangan yang berlaku, apz-l_bila Majelis BPSK
berpendapat lain, mohon putusan yang seadii-adi'i'nya.

Dalam sengketa ini Saya mengajukan tuntutan Ganti Rugi dengan
memohon kepada Majelis BPSK, agar menjatuhkan putusan kepada PT.

Pradani Sukses Abadi sebagai beritkut:

1. Menjatuhkan Putusan yang berisi perintah kepada PT. Pradani
Sukses Abadi untuk menembalikan uang yang telah saya bayarkan

sebesar Rp.47.480.000,- sesegera mungkin.

W

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



7.

a8

DISINILAH KETIDAK ADILAN PPJB TERSEBUT,

KEADILAN, PPJB TERSEBUT TIDAK SAH, MELANGI
BATAL DEMI HUKUM KARENA ISINYA HANYA

MENEKAN CALON PEMBELL.

-

WALAUPUN PPJB YANG SAYA TANDA TANGANI 1

SAH, MELANGGAR HUKUM DAN BATAL DEMiI HURUM yaitu

KEPMENPERA NOMOR : 11/KPTS/1994 TENTANG PEDOMAN
PERIKATAN JUAL BELIL SATUAN RUMAH SUSUN Tanggal 17
Nopember 1994, menurut PASAL 5 ANGKA 1 ALINEA KE 2 HURUF a,
KARENA RUSUNAMI KALIBATA REGENCY TIDAK MEMILIKI 1ZIN (IMB}
MAKA SAYA DAPAT MEMINTA UANG SAUA KEMBALI 7 HARI SEJAK _

PEMBATALAN.

PT. PRADANI SUKSES ABADI TIDAK MENJALAMKAN USAHA/BISNIS
SECARA BAIK, BERETIKA DAN TIDAK MENGINDAHKAN PERATURAN
DENGAN MELANGGAR HUKUNM SEPERTL:

a. MEMASARKAN RUSUNAM! SEBELUM MEMILIKI IMB, MELANGGAR

- KEPMENPERA.

b. PENINGKATAN MUTU SEBESAR Rp.22.000.000,- (TERMASUK PPN
10%) MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH, STANDAR HARGA
RUSUNAMI TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH, KANAPA DALAM
SURAT PT. PRADANI SUKSES ABADI_ KEPADA YLKI| TIDAK BERANI
DIUNGKAPKAN??? .

c. TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN KEPADA GALON PEMBELI
BAHWA IMENYA TIDAK ADA ATAU SEDANG DIURLIS, INI ADAI AH
KEBOHONGAN PUBLIK.

d. PPJB TIDAK SAH, MELANGGAR HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM
KARENA MELANGGAR KEPMENPERA DAN ISINYA TIDAK
BERIMBANG, TIDAK ADA SANGSI YANG SEPADAN/SEIMBANG
UNTUK PT. PRADANI SUKSES ABADI APABILA MACET, TELAT
ATAU TIDAK MENYELESAIKAN BANGUNAN RUSUNAMI.

e. TIDAK MEMBERIKAN FAKTUR PAJAK, MELANGGAR UNDANG
UNDANG NOMOR 18'TAHUN 2000

f. SEHARUSNYA SAYA DIBER!I PENUNDAAN PEMBAYARAN SAMPAI
BULAN“ME'I 2009 ATAU MEGEMBALIKAN UANG SAYA SEBESAR
Rp.47.480.000,-, BANDINKAN DENGAN SELAMA 9 (SEMBILAN)
BULAN RUSUNAMI KALIBATA REGENCY TIDAK MEMILIKI .IMB
TANPA HKAM! KETAHUI, DAN BAGAIMAMA JADINYA “KALAU
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3. IMB ye;ng Tidak Ada dan Tidak Diberitahukan kepada Calon Pembeli
baik Lisan mai:pun Tertulis pada saat Penawaran Perdana sampai
dt-;ngan PPJB ditanda tangani “adalah suatu KEBOHONGAN PUBLIK
yang dilakukan oleh PT. Pradani Sukses Abadi.

Kalau saya tahu Rusunami Kalibata Regency tidak memiliki IMB pada
saat Penawaran; PASTI SAYA TiDAK AKAN MENJADA! CALON
PEMEMBELI RUSUNAMI KALIBATA REGENCY.

4. UNTUK MENGURUS MASALAH INI SELAMA KURANG LEBIH 9 BULAN-
SAYA TELAH MENGHABISKAN UANG SEBESAR Rp.'iS.OO0.00D,-
UNTUK BIAYA-BIAYA TRANSPORT, MAKAN & MINUM DAN .
PENGELUARAN LAINNYA, BELUM TERMhSU_K KERUGIAN YANG
TIDAK DAPAT SAYA HITUNG DENGAN UANG.

5. PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONTAN BERTAHAP
BUKANLAH SUATU PELANGGARAN HUKUM YANG SAYA LAKUKAN
TETAP! SUATU KEWAJARAN KARENA KESULITAN KEUANGAN YANG
SAYA ALAMI DAN HAL INI DAPAT TERJADI PADA SIAPA SAJA ATAU
PADA PERUSAHAAN APA SAJA, contoh: yang paling Extrim adalah
Citibank sebagai perusahaan Multi Raksasa di Amerika pada saat
kesulitan keuangan diberikan Dzna Talangan oleh Pemerintah
Amerika, Bank Cenfury juga diberi Dana Talangan oleh Pemerintah
Indonesia, dan saya yakin PT. Pradani Sukses Abadi kalau
dikemudian hari tidak melaksanakan Kewajibannya, Pemerintah pasti
akan turun fangan demi kurang lebih 10:b00 Calon Pembeli yang kena
dampaknya. hal ini bukan suatu XENISCAYA SN,

6. DALAM PPJB .TERSEBUT “TIDAK ADA JAMINAN UANG CALON
PEMBELI AKAN KEMBALI” APABILA RUSUNAM! KALIBATA REGENCY
TERLAMBAT, MACET ATAU TIDAK DAPAT MELAKgANAKAN
PEMBANGUNAN OLEH PT. PRADAN] SUKSES ABADI AKIBAT KRISIS
KEUANGAN SEPERTI YANG SAYA ALAMI KARENA TIDAK ADA SATU
PASAL PUN YANG MENJAMIN DALAM PPJB TERSEBUT KECUALI
HANYA DIKENAKAN DENDA 1% PERBULAN-DAN PALING BANYAK 3%
TIDAK TERMASUK PPN (PPJB Pasal 5.2.c) TIMBUL PERTANYAAN

SAYA:
a. Bagaimana Kalau Pembangunannya tertunda sampai waktu

yang tidak terhinga???

b. Bagaimann nasib Uang Calon Penbeli???
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MENDIRIKAM BANGUNAN (IMB) PADA .SAAT MASALAH SAYA INI

TERJADI. _ .
JADI SEHARUSNYA UANG SAYA SUDAH DIKEM%ALIKAN PADA SAAT

PEMBATALAN, dan seharusnya PT. Pradani Sukses Abadi letih
terbuka mengenai izin-izin yang- ada, jangan seperti kasus 1MB
setelah DISEGEL baru katahuan tidak memiliki IMB.

-

1. KESIMPULAN SEBAGAI PERTIMEANGAN MAJELIS BEPSK

1. Semua PPJB yang ditanda tangani sebelum Rusunami Kalibata

Regency memiliki IMB pada tanggal 14 Mei 2009, termasuk PPJB
yang saya tanda tangani tanggal 12 Aéustus 2008 tersebut TIDAK
SAH, MELANGGAR HUKUM dan BATAL DEM! HUKUM karena
MELANGGAR KEPMENPERA No : 11/KPTS5/1994 TENTANG PERIKATAN
JUAL BEL] SATUAN RUMAH SUSUN Angka [1l ASPEK-ASPEK HUKUM
DALAM PERIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN Angka 5.1.
dan Angka 5.3.1) Tanggai 17 Nopember 1994.
Pada surat Pembatalan yang tidak pernah saya terima, pembatalan
dilakukan berdasarkan SP (Surat Pemesanan), jangankan adanya SP,
Dilakukan Pemasaran Perdana saja fidak boleh.sebelurri ada IMB
sesuai KEPMENPERA® apalagi adanya Surat Pesanan, jadi Surat
Pesanan tersebut juga TIDAX SAH, MELANGGAR HUKUM DAN BATAL
DEMI HUKUMI, INl SANGAT JELAS. ‘

2. PT. Pradani Sukses Abadi telah melanggar UNDANG UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, Pasal 4
dan Pasal 13.(3)"-", karena DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN
FAKTUR PAJAK KEPADA SAYA, UNTUK SAYA LAKUKAN RESTITUSI
KEKANTOR FAJAK ATAU MENGEMBALIKAN UANG SAYA ATAS PPN
TERSEBUT, hal ini telah saya minta dan ingatkan berkali-kali baik
secara Lisan maupun Tertulis lewat Surat tanggal 30 April 2009 dan
23 Mei 2009.

DIMINTA ATAU TIDAK DIMINTA PT. PRADANI SUKSES ABADI, WAJIB
DAN HARUS MEMBERIKAN FAKTUR PAJAK KEPADA Si
PEMBELI TANPA ALASAN APAPUN. %

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwéti, FH Ul, 2010.



. ‘MENGEMBALIKAN UANG SAYA ATAS PPN KARENA PEMBATALAN

SEPIHAK. - T

A

o

14, Apabila PT. Pradani Sukses Abadi terkena KRISIS KEUANGAN

15.

SEPERTI YANG SAYA ALAMI sehingga Terlambat, Macet atau Tidak
Melaksanakan Pembangunan sama sekali atas Rusunami Kalibata
Regency, sangsinya hanya tercantum dalam PPJB Pasal 5.2.¢; hanya

kena denda keterlambatan. 1% perbulan dan maksimal (paling

-banyak) 3% dari Harga Pengikatan atau Uang yang telah dibayarkan

oleh Calon Pembeli, IN| MEMBUKTIKAN KETIDAK ADILAN dan
NASIB UANG CALON PEMBELI TIDAK JELAS . APA  BILA
PEMBANGUNAN MACET atau TIDAK DILANJUTKAN.,

Selain dari PPJB tersebut TIDAK SAH, MELANGGAR HUKUM dan
BATAL DEMI HUKUM berdasarkan KEPMENPERA Nomor

11/KPTS/1994 TENTANG PEDOMAN PERIKATAN JUAL BEL] SATUAN
RUMAH SUSUN Tertanggal 17 Nopember 1994, dalam PPJB tersebut

juga tercantum pada Pasal 5 angka 1 alenia ke2 sampai hurf a,

menyatakan sebagai berikut:
Dalam hal terjadi perubahan atas letak/lokasi dan/atau peruntukan dan/atau luas
(yang besar/signifikan) atas Satuan Rurmah Susun karena perubahan, peningkatan atau
perbaikan kualitas, penyesuaian dan/fatav perubaban atas strulctur/konstruhsi,
arsitektur, mechanikal & enginering (M&E), desain gambar proyek/iay
out/penataan/penempatan/peruntukan atas Rumalh Susun danfatau Satuan Rumah
Susun karena sebab atau alasan apapun (termasuk karena adanya suatu

perubahan peraturan hukum atau izin/persetujuan yang berlaku),
maka berlaku ketentuan: huruf a. Pihak Kedua berhak untuk meminta pembatalan
Perjanjian ini kepada Pihak Pertama dan karenanya Pihak Pertama wajib
mengembalikan kepada Pihak Kedua seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama {baik uang muka dan angsuran yang telah disetor}
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembatalan, tanpa Pihak Kedua berhak
(sepanjang perlu dengan ini merupakan pelepasan hak/wewenang dari Pihak Kedua)
mengajukan ganti rugi maupun tuntutan danfatau gugatan apapun kepada Pihak
Pertama. )

Pengertian dari pasal ini menyatakan bahwa kalau ada perubahan
izin yang berlaku maka Pihak Kedua dapat membatalkan Perjanjian
ini dan Pihak Pertama wajib mengen'fbalikan seluruh uang Pihak
Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembatalan,
sedangkan Rusunami Kalibata Regency masalahnya bukan pada
perubahan izin lagi, tetapi lebih berat.yaitu TIDAK MEMPUNYAI IZIN
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. HASIL PERTEMUAN MEDIASI yang ditengahi oleh YLKI tanggal 28 Juli 2009 Tidak
Ada Kesepakatan {dead lock]) karena, dari Jumiah Uang yang telah saya
Bayarkan sebesar Rp.47.480.000,- hanya akan'"dikembalikanIkepada
saya sebesar Rp.24.900.682,- (katanya berdasarkan PPJB sebesar

Rp.20.750.568,- dinaikan sebesar Rp.4.150.114,- atau penambahan
10%), sedangkan saya telah mengalah dengan mempersilahkan
memotong Booking Fee sebesar Rp.5.000.000,- dan minta
mengei—nbalikan sebesar Rp.36.506.136, tapi harus memberikan
Faktur Pajak sebesar sisanya kalau PPNnya telah disetor ke Kas
Negara dan dilaporkan ke-Kantor Pelayanan Pajak atau

Mengembalikan Ua@r)g saya sebesar Bp. 42.480.000,-.

13. Bahwza Pajak Pertambahan Nilai {PPN) Dikenakan atau Dipungut
berdasarkan UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTARNG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 4: |
Mengenai Dasar Pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 13.(3):
Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena

Pajak atau sebelum Penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak

dibuat pada saat pembayaran,

PT. Pradani Sukses Abadi tidak pernah mau memberikan Faktur Pajak kepada saya sampai
saat ini, walaupun telah saya minta berkali-kali baik secara Lisan
maupun Tertulis lewat Surat tertanggal 30 April 2009 dan 23 Mei
2228, vyaornpg Sinys Memominto Fakiur Pajak unmck says lanulen
Restitusi atau Mengembalikan Uang saya sebesar Rp. 4.296.363,64,
yang terdiri dari PFN atas Rusunami sebesar Rp.3.296.363,64 dan
étas Peningkatan Mutu sebesar Rp.1.000.000,- karena transaksi telah
di-Batalkan Sepihak.

Sesual dengan Undang Undang, PPN YANG DITERIMA MERUPAKAN
UANG TITIPAN DARI KONSUMEN /PEMBELI /CALON PEMBELI UNTUK
DISETORKAN KAS NEGARA dan UANG TERSEBUT TIDAK BEOLEH
DIJADIKAN SEBAGAI PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN.

Terbukti bahwa PT. Padani Sukses Abadi TELAH MELAKUKAN
“KRIMINALISAS! PAJAK" BAIK KEPADA PEMERINTAH I'?'IAUPUN
KEPADA SAYA SEBAGA! CALON PEMBELI KARENA DENGAN

SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN FAKTUR PAJAK ATAU
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surat tersebut tidak menyebutkan adanya “SURAT PERMINTAAN
. PENINGKATAN MUTU” yéng telah saya tanda tangani.

. Pada angka 6, :

PT. Pradani Sukses Abadi seolah-olah telah beritikad baik

menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan kepada saya’

‘berupa surat sebanyak 4 kali yaitu:

a. Surat No. 6552/PSA-FA/SP/I/09 tanggal S Januari 2009 tentang Surat
Pemberitahuan | {Pertama} Tentang Kewajiban Pembayaran yang telzh jatuh
Tempo.

b. Surat Nu. 7466/PSA-FA/SP/I/CO tanggal 21 lanuari 2009 ten-tang Surat
Pemberitahuan I {Kedua) Tentang Kewajiban Pembayaran yang telah jatuh
Tempo. ’

¢. Surat Na. 8565/PSA-FA/SP/II/09. tanggal 27 Februari 2009 tentang Surat
Pemberitahuan Peringatan Pembatalan di Kalibata Regency untuk Unit K/10/8).

d. Surat No. 9184/PSA-FA/SP/II/CI tanggal 1I2 Maret 2005 tentang Surat
Pemberitahuan Pembatalan di Kalibata Regency untuk Unit K/10/BJ.

KEEMPAT SURAT TERSEBUT DIATAS TIDAK PERNAH SAYA

TERIMA bpaik secara Langsung maupun dengan Perantara Pihak

Lain. 2

Setelah membaca surat pada Angka & huruf d. tersebut diatas,

maka berarti ada 2 (dua) surat Pembatalan dari PT. Pradanri

Sukses Abadi yang sama-sama ditanda tangani oleh Bapak

Johanes, dimana yang satu saya terima tapi tidak ada*pada daftar

tersebut diatas, justru yang tidak saya terima ada pada daftar

tersebut diatas, pada surat yang saya terima Pembatalan
dilakukan pada tang“gal 30 Maret 2009 berdasarkan PPJB,
sedangkan yang tidak saya terima Pembatalan dilakukan pada
tanggal 12 Maret 2009 berdasarkan SP (Surat Pemesanan) sesuai
dengan tanggal surat. ADANYA 2 (dua) SURAT PEMBATALAN

YANG SALING BERTENTANGAN MENIMBULKRN TANDA TANYA

BESAR BAGI SAYA YANG BELUM TERJAWAB SAMPAI SEKARANG.

PPJB dan SP sama-sama TIDAK SAH, MELANGGAR HUKUM DAN

BATAL DEMI HUKXUM  SESUAI DENGAN KEPMENPERA,

MELAKUKAN PEMASARAN PERDANA SAJA TIDAK BOLEH

SEBELUM ADA IMB, INI SANGAT. JELAS.

Atas surat dari PT. Pradani Sukses Abadi ini telah saya lakukan

klarifikasi kepada YLK! dengan surat tanggal 6 Juli 2008, dan

fotocopynya juga saya berikan kepada PT. Pradani Sukses Abadi

sebelum dilakukan mediasi cleh YLKI.

-
LI

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Rumah susun yang akan dijual-wajib memiliki izin-izin yz;ng diperlukan sepe&i izin iokasi,
bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Angka 5.3.1) . y

Sebelum melakukan PEMASARAN PERDANA perusatiaan pembangunan

perumahan dan pemukiman wajib melaporkan kepada Bupati/Walikotamadiya Kepaia

Daerah Tingkat Il dengan tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.
Laporan tersebut harus dilampiri dengan antara lain:

a. Salinan surat persgtujuan izin prinsip; "

b. Salinan surat keputusan pemberian izin lokasi;

¢.  Bukti pengadaan dan pelunasan tanah;

d. Salinan surat 1IZIN MENDIRIFKAN BANGUNAN;

e: Gambar denakh pertelzan yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah

Daera-h setempat; ,

Kalau dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 {tiga puluh} hari kalender terhitung
seiak tanggal yang tercantum dalam tanda terima laporan tersebut belum mendapat
jawaban dari Bupati/Walikotamadiya Kepala Daerah Tingkat il yang bersangkutan, maka
PENAWARAN PERDAII\IA TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN.

12. Saya mengadu kepada YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

(YLKI), kemudian YLKI nengirim surat Kepada PT. Pradani Sukses
Abadi tertanggal 26 Mei 2009 No. 143/PNG/YLKI/2009,

Dalam surat balasan PT. Pradani Sukses Abadi kepada YLKI
tertaihggal 23 Juni 2009 No: GO0115/PT PSA/KR/VI/2002 (fotocopynya
diberian kepada saya oleh YLKI}) PT. Pradani Sukses Abadi telah
memberitakan KABAR BOHONG Ya-ng Direkayasa kepada YLKI
sebagai berikut:

A. Pada Angka 1,
Saya juga menanda tangani SURAT PERMINTAAN PERINGKATAN MUTU

tanggal 12 Agustus 2008, tidak diungkapkan dalam surat tersebut

dengan nilai Rp.22.000.000,- (termasuk PPN 10%} yang dikaitkan dengan PPIB sehingga
harga Rusunami Kalibata Regency ini bertambah harganya dari Rp.158.400.000,-
{termasuk PPN 10%)I harga resmi vyang ditetapkan Pemerintah’ menjadi
Rp.180.400.000,- (termasuk PPN 10%), biaya tersebut telah saya lakukan Pembayaran
sebesar Rp.11.000.000,- {50% dari Rp.22.000.000,-) pada tanggal 12 Agustus 2008
sesuai dengan’jadwal dan sisanya 50% lagi Jatuh Tempa pada tanggal 18 Oktc;ber 2004.

SURAT PERMINTAAN PENINGKATAN MUTU ini hanyalah akal-
akalan untuk menaikan harga supaya Kelihatan Tidak Melanggar
Hukum, biaya ini dikenakan dan wayjib dibayar oleh semuaﬁCalon
Pembeli, Jadi Peningkatan Mutu sebesar Rp.22.000.000,-
{termasuk PPN 10%) MELANGGAR HUKUM, mangkanya dalam
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10.
" saya meminta fotocopy {MB yang telah ada tersebut, ternyata juga

11,

'-HU'KUM.KARENA TIDAK MEMILIKI IME (ini perkiraan dan asumsi

saya sebelum mendapatkan fotocopy KEPMENPERA dan PPJB).
Pada saat yang bersamaan tanggal 11 Mei 2009; SECARA TIDAK
TERDUGA szaudara Djoni memberikan fotocopy PPJB kepada saya,
karena merasa sesuatu keganjilan, dimana sebelumnya saya minta
secara Lisan maupun Tertulis Lewat Surat berkali-kali tidak
diberikan dan tidak ditanggapi, maka saya inisiatif lewat telepon
ingin tzhu dan menanyakan kepada PEMDA DKI Jakarta Selatan
perihal IMB Rusunami Kalibata Regency dan petﬁgas yang
bersangkutan mengatakan bahwa heberapa hari lagi IMB Rusunami
Kalibata Regency akan dikeluarkan dan SEGEL DIBUKA, atas
pemberian fotocopy P;.JE ini saya meminta tanda terima sebagai
bukti. '

JADI TERBUKTI BAHWA FOTOCOPY PP.B TIDAK DIBERIKAN UNTUK
MENGULUR-ULUR WAKTU SAMPA! IME DIKELUARKAM OLEH PEMCA
DKI1 JAKARTA.

Lewat surat tanggal 18 Mei 2009, KARENA MERASA PUNYA HAK

tidak ditanggapi dan diberikan.

Pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2008 saya mengadukan masalah
saya kepada MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, saya bertemu
dengan sailah seorang staf dikantor MENPERA dan mengatakan
RUSUNAMI KALIBATA REGENCY MELANGGAR KEI;UTUSAN
MENTER! MEGARA PERIMAMAM RAMYAT (KEPMEMPERA}, dan coyz
diberi copy KEPMENPERA tersebut.

Setelah saya baca dan pelajari,.- barulah saya tahu bahwa PT.
PRADANI SUKSES ABADI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DENGAN
MEMASARKAN RUSUNAMI. TANPA MEMILIKI [IMB TERLEBIH
DAHULU, sehingga PPJB No. 00000103 TANGGAL 12 AGUSTUS 2008
YANG SAYA TANDA TANGANI TIDAK SAH, MELANGGAR HUKUM
DAN BATAL DEM! HUKUM.

Berdasarkan KEPMENPERA NOMOR ': 11/KPTS$/1994 TENTANG
PEDONMAN PERIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN yang
ditetapkan' Tanggal 17 Nopember 1994, pada A-ngké IIf mengenai
ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERIKATAN JUAL BAL! SATUAN
RUMAH SUSUN:

Angka 5.1, alenia ke2
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BAYARKAN SEBESAR Rp.47.480.000,- (TERMASUK PPN 10%), tetapi

surat ini tidak dibalas dan ditanggapi.

.BERKAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI RABU TANGGAL 1

APRIL 2009, TERNYATA RUSUNAMI KALIBATA REGENCY DISEGEL
OLEH PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DKI JAKARTA SELATAN
KARENA TIDAK MEMILIKI I1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB),
SAYA MENGETAHUI BERITA INI DARI MEDIA MASA ELEKTRONIK

" MAUPUN CETAK SETELAH MENGANTARKAN SURAT PADA ANGKA 5

‘DIATAS, KEMUDIAN SAYA TELEPON PENMDA DKI JAKARTA SELATAN-

DAN TERNYATA BENAR, berarti LEBIH DARI 9 BULAN SEJAK PPJB
SAYA TANDA TANGANI TANGGAL 12 AGUSTUS 2008 SAMPAI SEGEL
DIBUKA TANGGAL 14 MEI 2009 RUSUNAMI KALIBATA REGENCY
TIDAK MEMILIKI IMB, “KALAU SEANDAINYA TIDAK DISEGEL OLEH
PEMDA DKI JAKARTA SEEATAN KAMI TIDAK AKAN TAHU BAHWA
RUSUNAMI KALIBATA REGENCY TIDPAK MEMPUNYAI [ZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)“.

PT. Pradani Sukses Abadi pada saat Penawaran Perdana Rusunami

Kalibata Regency sampai dengan DISEGEL OLEH PEMDA DK
JAKARTA SELATAN TANGGAL 1 APRIL 2008 TIDAK PERNAH
MEMBERITAHUKAN BAHWA RUSUNAMI KALIBATA REGENCY TIDAK
MEMILIKI/SEDANG MENGURUS IMB.

INI ADALAH SUATU BUKTI BAHWA PT. PRADANI SUKSES: ABADI
TELAH MELAKUKAN KEBEOHONGAN PUBLIK DAN KALAU SAYA
l‘r‘%“HGl‘:‘lAHUl RUSUNAMI RALIBATA REGENCY TIDAK MEMILIKI
IMB, PAST!I SAYA TIDAK AKAN MAU MENJADRI CALON PEMRBELI.

Saya mengirimkan Surat ke 2 (dua) Targgal 30 April 2009 dan diterima 1
Mei 2009 untuk ‘MEMINTA SALINAN/COPY PPJB, atau
MENGEE&;’IBALIKAN UANG SAYA DAN SAYA TELAH MENGALAH
DENGAN MEMPERSILAHKAN UNTUK MEMOTONG BOOKING FEE

SEBESAR Rp.5.000.000,- tapi surat saya ini juga tidak ditanggapi untuk mengulur-
ulur waktu sampai Rusunami Kalibata Regency memiliki/mendapat IM8 dari PEMDA DKI

lakarta,

. ™
Saya telah mengirimkan Surat ke 3 (tiga) Tanggal 11 Mel 2009 untuk
MEMINTA SALINAN/COPY PPJB, atau MENGENMBALIKAN UANG SAYA
SECARA UTUH DAN MENYATAKAN PPJB TERSEBUT BATAL DEMI

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



"MENDAPATKAN SALINAN/COPY PPJB karena UNIT TELAH
DIBATALKAN, alasan ini untuk Mengulur-Ulur Waktu sampai
Rusunami Kalibata Regency memiliki IMB, dan juga supaya saya
tidak terlalu jauh mengetahui isi dari PPJB tersebut karena
RUSUNAMI KALIBATA REGENCY Lagi Bermasalah karena TIDAK
IMEMILIKI IMB, 'kemudian saya meminta bertemu dengan Bapak
Johanes yang menanda tangani surat ini, dan pertemu:amT
berlangsung hari Senen tanggal 30 Maret 2009 dikantor Kalibata
Regenéy yang dihadiri oleh Bapak Djoni, Agus, David, dan PADA
SAAT ITU JUGA SECARA LISAN SEKALI LAGI SAYA. MINTA
SALINAN/COPY PPJB, JUGA TIDAK DIBERIKAN, ' |
Semua isi surat Pembatalan Sepihak dari PT. Pradani Sukses Abadi
tersebut berdasarkan PPJB sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 4,
Jika Pihak Kedua lzlai atau tidak membayar angsuran, derda, biaya-biaya dan/atav -

kewajiban pembayaran lain selama 30 (tiga puluh} hari kalender terhitung sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran, maka dengar lewalnya waktu saja telah memiberikan oukti yang
cukup bahwa Pihak Keduaz telah melalaikan kewajibannya kepada Pihak Pertama
berdasarkan Perjznjian ini, sehingga tidak diperiukan lagi peringatan atau somasi apapun
dan tanpa diperlukan putusan dari pengadilan dan Pihak Pertama berdasarkan kelalaian
Pihak Kedua tersebut berhak membatalkan Perianjian ini secara sepihak serta berlaku
sangsi pembatalan, sebagaimanz diatur dalam Pasal 14 avat 2 Perjanjidh ini

Pasal 14 ayat 2,

Pihak Pertama akan mengembalikan 50% (lima puluh persen) dari juralah uang yang telah
dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada pihak pertama setelah dikurangi Boking Fee, PPN,
biaya administrasi pembatalan dan kewajiban pembayaran lainnya {(apabila ada)

Qerdasorkan nocal-pesal torsebet diztzs delam surct fcrsobu
mengultimatum saya “Untuk melunasi seluruh tunggakan kewajiban

pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 30 Maret 2009,

apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak ada pembayaran
semua kewajiban pckok maupun denda yang tertunda, maka unit
Tersebut Dibatalkan, HAL [IN| SUDAH PASTI TIDAK DAPAT SAYA
PENUHI KARENA SAYA DALAM KESULITAN KEUANGAN.

. Sdya membalas Surat Pembatalan Sepihak tersebut diatas dengan Surat
Tanggal 31 Maret 2009 dan diterima PT. Pradani Sukses Abadi pada tanggal 1 April
2009 vang isinya, MEMINTA SALINAN/COPY PPJE UNTUK BAHAN
SANGGAHAN SAYA DALAM RANGKA MEMINTA PENGEMBALIAN
UANG SAYA TANPA POTONGAN APAPUN YANG TELAH SAYA

oy
o
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ciziLan -~ Rp.1.500.090.-
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PADA SAAT ITU JUGA SECARA LISAN SAYA MEMINTA
SALINAN/COPY PPJB UNTUK S5AYA PELAJAR! DAN MENTELAAH

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



1. Dalam rangka menjadi Calon Pembeli Rusunami Kalibata Regency‘,
pada tanggal 12 Agustus 2008 saya telah menanda tangani surat-
surat dan perjanjian scbagai berikuf: ¢
a. Surat Konfirmasi Unit Pesanan No. 072330,

b. Surat Pesanan Apartemen No. 0000000195,

¢. Perianjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 00b00103

d. Surat Permintaan Peningkatan Mutu, tanpa nomor 5||.1rat.
Selain dari PPJB, copy dokumen tersebut diatas siya terima saat itu juga lyaitu
tanggal 12 Agustus 2008, sedangkan Fotocopy PPJB baru sayﬁa terima atau
diberikan kepada saya pada tanggal 11 Mei 2009, walaupun
sebelumnya telah saya minta secara Lisan maupun Terfulis Lewat
Surat berkali-kali tapi-tidak diberikan, dan diberikén 3 hari sebelum
SEGEL DIBUKA dan IMB Dikeluarkan oleh PEMDA DKI Jakarta
Selatan tanggal 14 Mei 200S. '

2. Saya telah Menyetor Uang sejumlah Rp.47.480.000,- (termasuk PPN
10%) dengan rincian sebagai berikut ; . _
a. DOWN PAYMEWNT (15%) sebesar Hp. 23.760.000,- (dibayar tepat waktu)
dengan rincian s:'_bagai perikut :
-. Booking Fee, tanggal 12 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.0C0,-
-. Down Payment 1, tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.920.000,-
-. Down Payment 2, tanggal 19 September 2008 sebesar Rp. 7.920.000,-
-. Down Payméent 3, tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.920.000Q,-

Jumlah (15% dari Rp.158.400.000,-) Rp. 23.750.0d0,-

b. CICILAN KONTAN BERTAHAP sebesar Rp.11.220.000,-

Cirilan Knntan Bartahap <ecyai danean PPIR difakirkan pads raneeal 19 catian hulanpua

mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 dengan Rumus
sebagai berikut : *“Harga Sesuai Dengan Proqgram Pemerintah sebesar
Rp.158.400.000,- (termasuk PPN 10%) dikurang Down Payment
sebesar Rp.23.760.000,- (15% dari Rp.158.400.000,-) dibagi 127,
Mulai cicilan pertama inilah saya mengalami Krisis Keuangan
yang seharusnya dibayar tanggal 19 Nopember 2008 tertunda
’menjadi tanggal 15 Desember 2008. '
c. PENINGKATAN MUTU sebesar Rp.11.000.000,- {termasuk PPN 10%)
Total Biaya Peningkatan Mutu sebesar Rp.22.000.000,- (termasuk

PPN 10%), sesuai dengan Surat Permintaan Peningkatan Mutu,

saya telah melakukan pembayaran 50% pada tanggal 12 Agustus
2008 sebesar Rp.11.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.11.000.000,- .
akan dibayarkan tanggal 19 Oktober 2009.

Upaya penyelesaian.:., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Jakarta, 15 Oktober 2009,

Fal
W

Kepada Yth,
KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPéKJ
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. o

Jalan. Raya Kalimalang Kav. Agraria Blok E No. §,

Jakarta Tirnur,‘- 13540.

Perihal : PERMOHONAN BANTUAN PENYELESAIAN SENGKETA, atas PEMBATALAN SEPIHAK Cleh
PT. Pradani Sukses Abadi untuk Proyek Rusunami Kalibata Regency Unit K/10/B) Atas
Nama Calon Pembeli Eristnan, SE, MM. ’ )

4

Dengan hormat,

Memperkenalkan diri saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : Erisman, SE, MM
Warga Negara Indonesia, Umur 53 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
09.5006.170656.0027, beralamat di Jalan Borobudur No. 10, Kelurahan Pegangsaan, Menteng,
Jakarta Pusat. '

Untuk selanjutnya disebut SERAE AL reeurri. s cerseeeeaieraereesisn st sreeresnenneoenene e  PENGAD U

PENGADU, dengan ini MENGADUKAN kepada BADAMN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(8PSK) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA untuk memintakan pengembalian uang yang teiah
PENGADU bavarkan sebesar Rp. 47.480.000,- urtuk menjadi Czlon Pembeli Rusunami Kalibata
Regency Unit K/10/BJ, yang dibangun oleh PT. Pradani Sukses Abadi akibat dari pembatalan jadi

Colon Pembeli atas Unit K/10/B) kepada PELAKU USAHA:

PT. Pradani Sukses Abadi, Perseroan berbentuk badan hukun yang didirikan menurut
kotantitan hibim dan neRraturan nec llnri:tng-llnrl:mg:m Negara Ramhlik Indanecia  terakhie
beralamat kantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Ne. 1, Kalipata, Pancoran, Jakarta-
Selatan 12750.

Kalibata Regency, adalah Nama Proyek Rusunami Program Pemerintah yang akan dibangun
oleh PT. Pradani Sukses Abadi, yang terletak diatas bidang tanah dilingkungan kawasan Kalibata
Regency, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Perapatan, Wilayah Jakarta Selatan, Jalan
TME Kalibata No. 1, Jakarta Selatan 12750.

Untuk selanjutnya disebut......c......... e e ——————— s I PELAKU USAHA

1
¥

I. MASALAH YANG DIADUKAN/DILAPORKAN (KRONOILOGIS):

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Pembanlu yang betnama Alun pada tanggal 07 Januari 2009). |
10. | 19 Januari 2009 Konsumen tidak melakukan pembayaran terhadap Angsuran 2 dan Angsuran
3 yang jaluh tempe,
11. [ 21 Januari 2009 Divisi Finance mengirimkan Sural Penngatan [l {Keduaj Tentang Kewajiban
' Pembayaran vang 12lah jeluh lempo kepada Konsumen yaitu lerhadap
tunggakan Angsuran 2 dan Angsuran 3 yang masing-masing berjumlah Rp
11.220.000,- Surat ini kembali ke PT. Pradani Sukses Abadi {*Developer”)
dengan alasan "Pindan Alamal®. ",
12, | 19 Februari 2009 | Kensumen lidak melakukan pembayaran lerhadap Angsuran 2, Angsuran 3
.dan Angsuran 4 yang jaluh tempo.
13. | 26 Februari 2009 | Konsumen melakukan pembayaran leihadap sebagian Angsuran 2 yang jaluh
: tempo pada tanggal 19 Desember 2008 yallv sebesar Rp 1.495.000,-
4. | 27 Februar 2009 | Divisi Finance mengirimkan Surat Pemberilahuan Peringatan Pembatatan di
Kefibata Regency untuk Unil K/10/8J.
o {lidak terdapai bukli pengiriman).
15. | 12 Marel 2009 Divisi Finance mengirimkan Sural Pemberilahiuan Pembatalan di Kalibata
Regency unluk Uni, K/10/BJ. Sural ini kembali ke Developer dengan alasan
"Pindah Alamat”. i
16. | 26 Mei 2009 YLK! mengirimkan surat mengenai pengaduan Konsumen kepada Developer.
17. | 23 Juni 2009 Develgper mengirimtan sural jawaban kepada YLKI.
18. (21 Juli 2009 YLKI mengundang t.onsumen dan Developer uniuk hadir dalam mediasi yang
' akan dilakukan oleh YLIX[ pada tanggal 28 Juli 2008. |
19. | 28 Juli 2008 Mediasi antara Kons umen dan Developer dilakukan di Kaator YLKl namun
lidak ada kesepakal an anlara Konsumen dan Developer. L
Agnes Tampubolon

Kalibata Cily, 23112009

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



05 Januari 2002

NO. | TANGGAL KETERANGAN
1. 12 Aguslus 2008 | Erisman, SE, MM (“fionsumen”) menandalangani Sua! Konfi rmaS| Unit
Pesanan No. (22331
Konsumen menand:itangani Surat Pernesanan Aparlemen {("SPA") No,
0000000185. _
Konsumen menandztangani Surat Perminlaan Peningkatan Mutu.
Konsumen menandziangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli {"PPJB") No.
00000103.
Konsumen melakukian pemesanan atas unit K/10/BJ di Kalibala Regency
dengan pilinan cara sembayaran Kontan Beriahap yang mana jadwal
pembayaianriya adalah sebagai berikul: .
1. Booking Fee Rp 5.000.000C - 12/08/2008 v °
2. Down Payment Rp 2.920.000, 19/08/2008 «
3. Down Paymen( 2 Rp 7.920.000.- 19/09/2008 4
4. Down Paymenl Rp 7.820.000- 18/10/2008
5. Angsuran 1 Rp 11.720.000-  15/11/20087
6 Angsuran 2 Rp 11.220.000,-  1S/12/2008
7. Angsuran 3 Rp 11.220.000-  19/01/2009
8. Angsucan 4 Rp 11.220.000- 19/02/2009
9. Angsuran 5 Rp 11.220.000,--  19/03f2009
10. Angsuran 6 Rp 11.220.000.-  19/04/2008
11. Angsuran 7 Rp 11.220.000.- 19/05/2009
12. Angsuran 8 Rp 11.220000-  19/06/2009
13. Angsuran 9 Rp 11.220.000,-  19/07/2009
14. Angsuran 10 Rp 11.220.000-  19/08/2009
15. Angsuran 11 Rp 11.220.000- 19/09/2008
16. Angsuran 12 Rp 11.220.000-  19/10/2009
TOTAL Rp 158.400.000,-
2. 12 Aguslus 2008 Konsumen,melakuken pembayaran Beoking Fee sebesar Rp 4.000.000 -
{Pembayaran sebesir Rp 1.000.000,- sudah dilakukan pada langgal 13 Juti
2008).
3. 19 Agustus 2008 | Konsumen melakuk: n pembayaran Down Paymenr { sebesar
Rp 2.820.000,-
4, 19 Seplember Konsumen melakuk: n pembayaran Down Payment 2 sebesar Rp+7.920.000 -
2008
5. 17 Oklober 2008 | Konsumen melakuke.n pembayaran Down Paymen! 3 sebesar Rp 7.920.000.-
6. 19 Nopember Konsumen tidak mel akukan pembayaran lerhadap Angsuran 1 yang jatuh
2008 tempo.
7. 15 Desember 2008 | Konsumen melakuken pembayaran terhadap Angsuran 1 yang lertunggak
sebesar Rp 11.220(00,-
8. 19 Desember 2008 | Konsumen lidak melakukan pernbayaran Angsuran 2 yang jatuh lempo.
9. Divisi Finance meng rimkan Sural Peringatan | {Perlama) Tentang Kewajiban

Pembayaran yang lelzh jatuh lempo kepada Konsumen yaitu terhadap

Upaya penyelesaian..
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YAYASAN LEMEAGA KONSUMEN INDONESIA

JL. PANCORAN BARAT VI NO.1 DUREN TIGA - JAKARTA SELATAN 12760
PHONE : (82-021) - 7971378, 7981858, 7981859 FAX. (62-021) - 7981038
' E.imail : kohsumen@rad.net.id
hitp:frwww ylki.or.id

Hasil Pertemuan Mediasi

Pada tanggal 28 Juli 2009, tefah diadakan mediasi di YLKF antara Bapak Erisman dengan P
Pracani Sukses Abads
Pernsnlibhan
1. Konsumen telah menunggak pembayaran sejak Desemnber 2008
2. Konswnen meminta penundaan pe nbavaran untuk menstabilkan keuangannya akibat
krisis :
3. Pelaku Usaha merasa telah beritikad baik karena telah memberikan surat peringatan dan
wakiu kelonggaran pembayaran
Jo Berkatan dengan sural pecingatan yang dibertkan oleh developer, koasumen meminta
Perjrnjian Pengilatan Jval Beli (1NB) tetpi dipersulit walaupun konswmen elah
menulis sural berkali-kali kepada. developer. Pada akhirnya konsumen mendapatkan
Perjanjiun Pengikatan Jual Beli (PPIB) sckitar bulan Mei 2009 o
5. Pelaku Usaha menyampaikan bihwa  masalah * jadwal “pembayaran  dan  sanksi
keterfambatan pembayarin (ermasuk sanksi pembatalan) sudah jelas (ereantums dalam
sural [onfirmasi unit Pesanan maupun Sural pemesanan yang ditvangkan kembali dalam:
PLIB dan dalam safah sale swral peringatan dicantumkan tentang, sanksi keterlambatan
untuk mengingatkan konsumen adar ya ketentuan tersebut
6. Menurut Pelaku Usaha waktu kelonggaran vang diminta terlalu lama sehingga pelaku
usaha lidak memberikan kebijakan Larschut
Konsumen meminta agar pengembalian weng [00% atau hanya pemotongan booking fee dan
pajuk disertai pula dengan faktur pembayaan pajak gehingga jumlsh vang barus dikembalikan
sebesar K 36,500.136,00 hingga skhir bula v agustus 2009

Pelaku usubia pada awalnya pengembalizn hanya 50% yaitu sebesar Rp 200 750, 568,00
berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PIMB) dan mecobah kebijakan tersebut menjadi Bp
2490068200 (penambahan 10%) hingga akhir bulan Agustus 2009, Apabila sampai dengan
batas waktu akhir Agustus 2009 tidak dimanlaatkan olel konsumen, maka pengembalian Kembali
sesual sural paanesanan dan fatau Perjanjian Pengikatin Jual Beli (PPI)

Becdasarhan bl i awtas, avka mediasi mi dinyatakan decd lock (idak ada kesepakatan) maiha
kansunien diberihan keseapatan meagpurakan haknya ontuk melimpahkan kasos i hepada

Badun Penyelesaian Sengketa Konsumen (1PSK) terdekat atau ke leawbaga Jainaya

Jakata, 28 Juby 2009
Mara Pihak

Pelaku, Usahia Konsgden

S
(2 A — $—¥
Apnes Tampabalon, SEHL M K. f% x Crisman
NET
“~ T
Y

. rwanti Putri, §.H,

-

{1 Yayasan Lembaga K Indanesla) adalah organisasi nirlaba dan swadaya masyarakat yang berlujunn ulama uoluk memperjuangkan Kepenlingan masyarakal honsumen
ndsnesia. Didirikan pada talun 1973, YLRI kini meloksanakan kegiatannya dalam bidang bidang penelilian, pengujian, pengaduan, pendidikan. informasi dan dokumentasi.
v penerbilan, disaniping Uegiatan advokasi dan Lermilra dengan lembaga swrdaya masyarakat lainnya, YUK memiliki mitra sejawat &i beberapa kola propinsi, 1epedti Yagyakana,
g, Surnbaya, Semarang, Ujungpandang, Medun, Padang. Lampung, Ac b, Riau, Pontianek, Basjarmasio, Palu, dan lain-lsiy, YLKI adalnh anggofa Conciimers 'flll"[lul“ﬂ"ﬂ'

)} pug berpusal <Ji 24 Highbury Crescenl Lendon NS IWawa@mme&esadran.(.-,-1Dwiama(u%mgrahwati1,-ﬁ|_ﬂ bah. 6204 G-mait - consint & consint.org.ak



NASALAH YANG LEBIH BESAR DIKEMUDIAN HAR! DAN SAYA SERSEDIA
MEMBERIKAN INFORMAF! LEBIH LANJUT, ]

‘(.

Surat saya ini, saya berikan hak dan kewenzsngan kenada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

untuk meneruskannya kepada Kalibata Regency atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan
aprabila diperlukan demi keamanan koasumen.

Demikianlah surat saya ini saya sampaikan dan atas perhatian serta bantean ibu saya ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya,

4tlgman.

Tembusan:
- Menpera Bapak Muhamad Yusuf Asyari.
- Gubernur DKI Bapak Fauzi Bowo.
- Walikota Jakarta Salatan.
- Badan Arbitrzse Nasional Indonesia {BANI|.
- pihak-pihak yang diznggap perlu, .
- Arsip.

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.




poin 5.1 ‘berbulnyi sebagai berikul: “RiJMAH SUSUN YANG AKAN‘ DI;JU'AL wAaJlg
MEMILIKI 1ZIN-1ZIN YANG .DIPERLUKAN' SEPERT! IZIN LOKAS!I, BUKT}
PENGUASAAN DAN PEMBAYARAN TANAH, DAN I(ZIN MENDIRIKAN
BAMNGUNAN-~, sangsi dari tidak memiliki,?]rMB pada Rumah 5Susun yang akan dijua' adalah
tertuang pada poin 5.3.10) yang berbunyi sel:;agai berikut: “APABILA TERNYATA MASIH
TIDAK TERLAKSANA SAMA SEKALIJ, MAKA F:ERIKATAN JUAL BELI BATAL
DEMI HUKUM, DAN KEBATALAN IN! TIDAK PERLU DIBUKTIKAN ATAU
 DIMINTAKAN KEPUTUSAN PENGADILAN ATAU RADAN ARBITRASE,
KEPADA PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DIWAJIBKAN MENGEMBALIKAN PEMBAYARAN UANG YANG TELAH
ﬁITERIHA DAR! PEMBELi DITAMBAH DENGAN DENDA DAN BUNGA
SETIAP, BULANNYA SESUAI DiEPd.GAN SUKU BUNGA BANK YANG
BEPLAKU". '

tadi sehubungan dengan KEPMENPERA ini, Kalibata Regency wajib tanpa aiasan apapun
mengembalikan semua vang yang telah saya setor ditambah dengan bunga keterlambatan sesuai
dermgan suku burga bank yang barlaku, dan saya meminta pengembalizt secepatnya dilakukan
oleh Kalibata Regency (PT. Pradani Sukses Abadi).

Savya tiaak bisa mengerti kenana Rusunami yang akan dijual olel Kalibata
Regency tidak memiliki IMB yang menyalahi peraturan KEPMENPERA
padaha!l Kalibata Regency (PT. Pradani Sukses Abadi) adalah GROQUP
BESAR “AGUNG PODOMORO GROUP”.

|
Perlu ibu hetahui bahwa keterlambatan pengembalian uang saya ini berdampak kerugian yang
sangat besar bagi saya baik dalam bentuk Materi maupun Inmateri dimana seharusnya saya bisa
me ngurus usaha saya dengan baik dan ternyata waktu dan pikiran saya tersita untuk mengurus
Pengambalian Uang Saya sehingga Porensial Income yanz akan saya dapati hilang sia-sia,
seharusnya dengan kesadaran sendiri dan taat hukum Kalibata Regency (PT. Pradani Sukses Abadi)
sesuai dengan PPIT dan Kep-Menpera Nomor: 11/KPTS/1994 Teatang Pedoman Perikatan Jual Beli
Satvan Rumah Susun Tanggal 17 Nopember 1994 mengembalikan vang saya secepatnya sehingga
kerugian saya tidak bertambah besar.

Be mamaan dengan surat saya ini, saya usulkan kepada Yayasan Lembaga Koasumen Indonesia
(YLK agar supaya mengumumkan dan menyatakan kepada publik atau masyarakat umum bahwa
serua PPJIB Kalibata Regency yang ditandatangani sebelum IMB Kalibata Regency keluar adalah
BAJAL DEMI HUKUM dan ini mutlak karena calon pembeli Kalibata Regency diperkirakan Iebih
ku rang 10.000 orang atau keluarga, agar tidak ada lagi korban seperti yang saya alami dan YLKI
bisa berpedoman pada Kep-Menpera Nomor: 11/KPTS/1994 Tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang ditetapkan tanggal 17
Nopember 1994, dan perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa PPJB
FUSLaAN o PEILU DIXKAYAL DLEM YLK] AGAR TINAY TSRJIAD!

RS

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



HAL TERJADI PERUBAHAN ATAS  LETAK/LOKASI : DAN/ATAU
PERUNTUKAN DAN/ATAU LUAS (YANG BESAR/SIGNIFIKAN) ATAS
SATUAN RUMAH SUSUN KARENA PERUBAHAN, PEMINGKATAN ATAU
PERBAIKAN KUALITAS, PENYESUAIAN, DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS
STRUKTUR/KONSTRUKS!, ARSITEKTUR, MECHANICAL & ENGINEERING
(M&E), DESAIN GAMBAR PROYEK/LAY ouUT/
PENATAAN/PENEMPATAN/PERUNTUKAN ATAS RUMAH SUSUN DAN/ATAU
SATUAN RUMAH SUSUN KARENA SEBAB ATAU ALASAN APAPUN
(TERMASUK KARENA ADANYA SUATU PERUBAHAN PERATURAN HUKUM
ATAU IZIN/PERSETUJUAN __YANG_ _ BERLAKU), MAKA BERLAKU
KETENTUAN: a. PIHAK KEDUA BERHAK UNTUK MINTA PEMBATALAN
PERJANJIAN IN] KEPADA PIHAK PERTAMA DAN KA.RglﬁANYA PIHAK
PERTAMA WAJIB MENGEMBALIKAN KEPADA PIHAK KEDUA SELURUH
PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PIHAX KEDUA KEPADA
PIHAK PERTAMA (BAIK UANG MUKA DAN ANGSURAN YANG TELAH
DISETOR) DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEJAK PEMBATALAN, TANPA
PIHAK KEDUA BERHAK (SEPANJANG PERLU DENGAN INI MERUPAKAN
PELEPASAN HAK/WEWENAG DARI PIHAK KEDUA) MENGAJUKAN GANTI
RUGI MAUPUN TUNTUTAN DAN/ATAU GUGATAN APAPUN KEPADA PIHAK

PERTAMA.
Datam hsl ini rmulal dari penanda tanganan SURAT KONFIRMAS! UNIT, SURAT PEMESANAN
APARTEMEN, SURAT PERMINTAAN PENINGKATAN MUTU, PPI8 SAMPAI DENGANM TAMNGGAL 14

ME! 2009, Kalibata Hegency tidak mempunyai lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) inil melanggar Undang-Undang, harusnya dengan segafa kesadaran dan itikat baik
Kalibata Regency {PT. Pradani Sukses Abadi} tanpa saya minta dengan susah payab harus
mengzembalikan vang yang saya setor dengan utub selambai-lambatnya 7 {tujuh] hari setelah
dibatalkan sepihak oleh Kalibata Regency [PT. Pradani Suksas Abadi] sekarang wakiu telah lewat
febih dari 4 {empat) bulan tetapi sampai saat ini vang saya masih belum kembali dan 2ZALU

FRMG3AT O A TILAA DAMTYARN HKIRUGIAN DAl MATERD AUy

TIOAS DAPAT OiRTUNMSG 2205 MASALAR (M Y AR

s e L
LEREUIN i Loy i

TRLATT LA,

KEP MENPERA Nomor: 11/KPT5/1994 Tanggal 17 Nopember 1994.

Sesuzi dengan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
11KPTS/I1994 TENTANG PEDOMAN PERIKATAN JUAL BEL] SATUAN.

RUMNAH SUSUN TANGGAL 17 NOPEMBER‘1994 (KEPMENPERA), hampir semua
hak- hak calon pembeli tidak sesuai dengan KEPMENPERA tersebut dan sangsinya diperberat

dengin melanggar keputusan tersebut. .
Khusus untuk izin Mendirikan Bangunan (IMB} scsuai dengan LAMPIRAN KEPMENPERA tersebut
pada Bagian 11, ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERIKATAN JUAL BELl SATUAN RUMAH SUSUN,

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.



Memang pada saat itu saya menunggak kewajiban pembayara {angsuran) sejak bulan
Desember 2008, maka oleh karena itulah saya minta DIBERI KELONGGARAN
UNTUK MENSTABILKAN PEMBAYARAN SAYA MULA!I BULAN MEQ
2009, DAN WALAUPUN BEGITU SEBELUM BULAN ME| SAYA JUGA
AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN
SAYA baik melalui lisan'maupun surat sesbai dengan surat saya tangga! 18 Maret 2009
karena kesulitan keuangan yang saya alami, dan kemudian dibalas dengan surat No.
9755/PSA-EA/III/09 tanggal 24 Maret 2009 yang isinya SUPAYA SAYA MELUNAS)
SELURUH TUNGGAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SELAMBAT-
LAMBATNYA TANGGAL 30 MARET 2009 KALAU TIDAK-PEMESANAN
UNIT TERSéBUT DIBATALKAN DENGAN MENYEBUTKAN BERBAGAI
PASAL DALAM PPJB TERSEBUT dan surat tersebut saya balas tanggal 31 Maret
2009 yang isinya 1. SAYA MEMINTA SALINAN/COPY PPJB dan 2. MINTA
UANG SAYA KEMBALI TANPA POTONGAN APAPUN karena menurut
saya PPJB tersebut melanggar UNDANG-UNDAMNG termasuk
UNDANG-UMBANG- PAJAK -PERTAMBAHAN NILAI, dan KEBETULAN
KEESOKAN HARINYA TANGGAL 1 APRIL 2009 KALIBATA REGENCY
DISEGEL OLEH PEMERINTAH DAER/H KHUSUS IBU KOTA JAKARAT
SELATAN karena TIDAK NMEMILIK] IZIN MENDIRIKAN SANGUMAN

{131, ramai diberitakan dimedia masa baik cetak mauvpun elektronik dan saya telah
konfirmasi ke Permda DK! Jakarta Selatan dan benar adanya. '

D. Point 6, pada surat tersebut:

A7 OENCAM FEGAS DAN 5290AA AIENMYATANKAN D 0l
TEME 2L SURAT PADA aeia 5w, 3 das f, DAN-ANEHNYA MALAH
SURAT YANG SAYA TERIMA DENGAN RESMI! DAR! KALIBATA
REGENCY ATAS roivicATALAN UMNIT TERTANGSZAD 24 MARFT 2nna
NO. S9755/PSA-FA/ININ09 YANG DITANDA TANGAN]I OLEH BAPAK
JOHANES YANG ISINYA “SZLURUN TUNGGARAMN HAM I35 DILUNAL
SAIPAL TANMGGAL 30 MARET 23509, KaLlas 7oA S IMI3avac
VrET O TERZJEBUT DIBATALKANT TIDAK DICANTUMKAN, ::‘\?.&}{L\El
SUTAT (TU PALSU 22727222, MOHON I1BU MINTA KON 7. iMAS DAN
PERLU JUGA DIKETAHU! 4 SURAT YANG SAYA KIRIM SETELAH I1TU
JUGA TIDAK PERNAH DIBALAS OLEH KALIBATA REGENCY (PT.
PRADANI SUKSES ABADI), BUKTINYA ADA.

PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BEL! (PPJB).

Sstelah saya terima foto copy PPIB tanggal 11 Mei 2005 dan setelah saya pelajari isinya‘dengan
siksama ternyata dalam PPIB tersebut pada Pasal 5.1a menyatakan sebagai berikut: DALAM

i,
[
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biaya tambahan ini, sehinga harga pembel,ialn'Rusunarﬁi dari Pemerintahi ber'tan;nbah
Rp. 22.000.000,- {termasuk PPN}, saya mengerti kenapa hal ini tidak diungkapkan
.dalam surat Kalibata Regency (PT. Pradani Sukses Abadi) kepada YLXI.

‘l.

8. Point 3, pada surat tersebut:

1. Benar saya telah menerima copy surat sesuai dengan poin 3.3 dan b pada hari itu juga
yaitu tanggal 12 Agustus 2009 setelah saya tanda tanganinya.
2. Mengenai PPIB.

PPJB baru dit’»erikan foto copynya kepada saya pada tanggal 11 Meil 2009 saat
IMB Kalibata Regency mau dikeluarkan ofeh PEMDA DKI Jakarta
Selatan dan Segel Dibuka atas Bangunan Kalibata Regeﬁcy yang

tidak memiliki IMB, padzhal sebelumnya secara lisan maupun tertulis tanggal 31
Maret 2005 saya telah meminta salinan/copy PPJB tersebut tidak diberikan dengan‘
berbagai macam alasan secara lisan, dan malah dalam 3 {tiga) surat berikutnya hal itu
juga selalu saya singgung tapi juga tidak diberikan dan tidak dibalas. Hal ini ditakukan

kerema dalam Pasal 5.1a pada PPiB tersebut mengatakan: DAILLAM HAL
TERJADI PERUBAHAN. . ATAS. LETAK/LOKASI ' DAN/ATAU
PERUNTUKAN DAN/ATAU LUAS (YANG BESAR/SIGNIFIKAN)
ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KARENA PERUBAHAN,
PENINGKATAN ATAU PERBAIKAN KUALITAS, PENYESUAIAN,
DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS STRUKTUR/KONSTRUKSI,
ARSITEKTUR, MECHANICAL & ENGINEERING (M&E), DESAIN
GAMBAR PROYEK/LAY OUT/IPENATAAN/PENEMPATAN/
PERUNTUKAN ATAS RUMAH SUSUN DAN/ATAU SATUAN RUMAH
SUSUN KARENA SEBAB ATAU ALASAN APAPUN (TERMASUK
KARENA ADANYA SUATU PERUBAHAN PERATURAN HUKUM
ATAUS "0, 2 tErUuan YAMS 3IALAKL), MAKA BERLAKU
KETENTUAM: a. PIHAK KEDUA BERHAK UNTUK MINTA
PEMBATALAN PERJANJIAN IN! KEPADA PIHAK PERTAMA DAN
WARENANYA PIHAK PERTAMA WAJIB MENGEMBALIKAN
KEPADA PIHAK KEDUA SELURUH PEMBAYARAN YANG TELAH
DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK PERTAMA
(BAIK UANG MUKA DAN ANGSURAN YANG TELAH DISETOR)
DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEJAK PEMBATALAN, TANPA
PIHAK KEDUA BERHAK (SEPANJANG PERLU DENGAN INI
MERUPAKAN PELEPASAN HAK/WEWENAG DAR! PIHAK KEDUA)
MENGAJUKAN GANTI RUGI MAUPUN TUNTUTAN DANJ/ATAU
GUGATAN APAPUN KEPADA PIHAK PERTAMA.

C. Point 5, pada surat tersebut:
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Jakarta, 6 Juli 2009

Kepada Yth,

1bu Yani Aryanti Putri, SH

Bidang Pengaduan dan Hukum

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia {YLKI]
Jalan Pancoran Barat VIINo. 1 .
Duren Tiga

lakarta Selatan 12760

Hal: Tanggapan atas balasan surat dari Kalibata Regenci [PT. Pradani Sukses Abadi} Mo. 000115/PT
PSA/KR/VI/2009 tertangal 23 Juni 2009 vang ibu kirimkan foto cooynya kepada saya.

Dengan harmat,

Setelah saya membaca dengan seksama isi dari surat balasan PT Pradani Sukses Abadi No.
000 115/PT PSA;KR/V1/2009 Tertanggal 23 Juni 2009, maka saya menyatakan sehagai berikut:

A. Poin 1, pada surat tersebut;

1. Benar saya telah menanda tapgani Surat Kunfirmasi Unit Pemesanan No. 022330
tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Pemesanan Aparternant Na. 0000000195 tanggal

12 Agustus 2008, (Poin 1a dan b)

2. Benar saya telah menanda tangani Parjanjian Pengikatan Jué! Beli {PPJB] No.
00000103 tanggal 12 Agustus 2008, tapi KALAIBATA REGENCY (PT.

B PRADAN! SUKSES ABADI) TiDAK MAU MEMBERIKAN SALINAN
ATAU COPY PPJB KEPADA SAYA DENGAN BERBAGA! MACAM
ALASAN WALAUPUN TELAH SAYA MINTA SECAPRPA LISAN
MAUPUN TERTULIS LEWAT SURAT TANGGAL 31 MARET 2009
[ADA TANDA TERIMA SURAT) dan BARU DIBERIKAN KEPADA SAYA
FOTO COPYNYA PADA TANGGAL 11 MEIl 2009 SETELAH IMB
KALIBATA REGENCY MAU DIKELUARKAN OLEH PEMDA DKI
JAKARTJ{' SELATAN dan SEGEL MAU DIBUKA DAN MEMANG
PADA TANGGAL 14 ME] 2008 IMB DIKELUARKAN DAN SEGEL

DIBUKA (TANDA TERIIMA ATAS PPIB INI SENGAIA SAYA MINTA UNTUK BUKT!_ SAYA
KETAHAP PROSES SELANIUTNYA). {Poin i} .
3. Yang tidak disebutkan oleh Kalibata Regency {PT. Pradani Sukses Abadi} dalam

suratnya yaitu, SAYA JUGA TEUAT Sy hn Theor i il
PERMIMTAAN PEMINGKATAM M'ITI tanpa nomor surat dari Kalaibata
Regency {PT. Pradani Sukses Abadi) tanggal 12 Agustus 2009 yang dikaitkan dengan
PPJB dengan niltal termasuk PPN sebesar Rp, 22.000.000,- {satu paket dengan poin L

dan 2}, suka tidak suka kalau membeli Rusunami Kalibata Regency harus dikenakan
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LAMPIRAN 4
JADWAL PEMBAYARAN APARTEMEN KALIBATA REGENCY

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.

Kode Unil © KM0/BJ
Pambali : ERISMAN, SE. MM
Alamal cJL BOROBUDUR NG.10 RT 009 Rw 802, KELURAHAN PEGANGSAAN,
HKECAMATAN MENTENC JAKARTA PUSAT
Telzpan o
Li.as Netl T 29.z50m1?
Luas Sem Gross ¢ +/- 3380m?
Mo, Kelerangan Tanggal l Jumlah
I BOQY-NG FEEZ 12123203 5007 0050
7 DOV PAYIISNT VAIT LT 2323000
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7 ANGSURAN 3 | 19/0142009 11.220.000
8, ANGSURAN = 1940242000 11.222.000
9 ANGSURAN 5 1940342009 11,220 000
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KALIBATA REGENCY
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¢ Biaya-biavalainnya yang menjadi bebaa Pihak Kedua lermasuk istam tdok (ecbalas pada;
' Akla Pengikalan Jual Beli. Akla Jual Seli di hadapz n PPAT:
u  Biaya Pengurusan Sertipikal Hak Milik atas Saluan Rumah Susan {lzrmasuk biaya perielaan & biaya

pemecahan seripikal);

+ Siaya Pendaftaran Serlipikat Hak Pk alas Satsan Ruman 3uses 72 alzs rama Jha Kedua,
wv Biaya Ferolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (BPHTB). .

~ Biaya pemelibaraan (service charge):

vi Biaya penggunaan (lermasuk lelapi lidak lerbatas pada fagihan-taz:han izlepon, bsirk can fempai parku,
wn, Sraya pemasangan inslalasi lelzpon dan bal:x nama lislrik_ ar da~ leleoon;

viii Pajak Dumi dan Bangunaon (PBB):;

vx  Ehaya adminisirasi pembualan PPJUB sebesar Rp +50.000.-,

x  Biaya melerai:
o H-ayo aklivas air, ielepon,

we [ aya pengurusan Kredd Pemilivan Apaneman (/2 A).
wit K2waphan pembayaran lain (termasuk pajak lam yang syl s2nudungan dengan kelenluanfperaturan

tan Pemarninlah,
o PN SR (apabila ada).

Rieren 2ergahban

—

cenaa e b Bedraom savesar 20 3 000 000, (isa pita el e

v Lotue bipi 2 Qedroom sesosac 223 4 000 00U - (oAt ply -

5 Tangja Pemesanan
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canyran .
PERJAMIIAN PENGIKATAN JUAL BELI
SATUAM RUFAAH SUSUN
Ol KALIBATA REGENCY
o, 0D0300103*

DATA.DATA PE 1JANJIAN

I Mhak Peillamg : PT. PRADANI SUKSES ABAD), berkedudukan di Jakada dan beralamal di
Komplexs Kalibala Reogancy Jatan TMP Kallbala Mo 1. Ji tarta Selatar 12750

Pyl

rd

fratk Kedaa - Nama COERIGMAN, 56, MM

Alamal o JL. BOROBUDUR MO0, RT 009 RW 002, Kelurahan
RPEGAMGSAAN, Kpcamalan MENTENG, JAKARTA PUSAT

No. KTP © 09.5008 170606 0027

e Beganpan (Satuan Rumah Susun);

4 lerg Spten Rumah Susun {x} Sawan Rum;:h Susua Derugd Haman (~ooiaimtes.
Perunlukan dan Penggunaan huniacidompal ing ;al

0 Maeaa umah Susun - Kalibala Regencr, ledglax di Kahbala Regency. Xalurahan Juren 7.ga.
Kecamalan Mampang Prapatan, Chayah Jaxana selaian Propmse DR
Jakarla,
Lasion, 3o & Momor — Lantai 10, Blok K Marmngr B
botnag ~f- 29 25:m2 [dud puinh semblac L oma 2 putuh v mator pors g

{payrhlungan dan a3 «2 as) I
S133.80 M2 (e Do L0 G RN SEMASAT SHun Mty Rl

{purhitungan dar leas 201 Grossi

ot e Do Pomdupacan dan aya-thoiya

T rentas p 19% L5 0
[Seiais Lo Dhe e WA T T T T e D

[0t 10 A AR R T R 1S L
[ L NN 13 T | [ SIS B ISR W TP T NTIES AV SV S IR AT -
{x) socara angs {Renian) DaTaNgn Go M GLar T G TIheT Zan
wakiy {Langanl) perdayaran angsuran
{ } secara asgrocar (Coodany Zangan uouah can s aala a9t Cemaasan
angsuran
Lerdasar=an dal .0 adueal pestayaron Soumeany LToes Ao e g
| b ¥
Percnpan ini

r Haigo Pangikatan sudah lermasuk biaya-biaya
v Py Peiiambahan Nidai {(PPN),
u  Prevedipan Janngan An
v Permasanganinslalas) hsleik {900 VA 1 Bed ool 309 WA 2 Bedrooi
roo lpm randimran Bangunan {If).
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sndalig peogrisnafpeangianti Dok dan ogesing-rddng hab, et -

v fataemnn ko ponl
acli di hadapan 'ejabal Pembonl Akla Tanah,

Tanpa moaguragg kelentuan dalam Pasal 7 ayal 2 Penanjian ini, j= 1 Detuan Bumah Susun akan
disewakan, dipinjimkan, 2lau-diserahikan aiov untuk diporgis ot diruas oleh pihak
laintkebgo, maka pihak keuga tersebul lerikal pacda keleniaan kol Lo inans oy penggunasn
bongunan dan lala lerlib lingkungan sebagaimana dimaksud dalius Swal 7 oayal 1 dan Pasai 23
ayal 2 Pedanjian ini, namun dengan syaral Pihak Kedua wapo lnddatah dulu menegaskan
keterikatan pihak keliga lerscbul dalam perjanjian yang bersanghuian sena anpa mengurangi
ke aitban dan langgung jawab Fihak Kedua lerhadap Pihak Perlama menurul Penanjian ini,

Datam hal diperlukan kuasa oleh Pihak Periama untuk men,ai'::mknn nak-haknya lechadap tihok
Keduo berkenaandengan Perjampan ini, maka kuasa larsebui kai oes Sata hargs diangnap tatah
wermen dalam ch.mpan ini. oleh karena iy udaxk dipeduban Ty - Crdg Rnosas -,-.Jr'.q lersendin,
Sciiape dan séiunh kiasa yang dibankan olah Pibas v L LA 4

an sty tast:

TR
Perjanuan it merupakaa bagian yang penting das bdak lcrpls‘lhr(! Y ian Pcr;an-mn i, dhiberixan
gengan hak subslitusi serla Ndak dapal dicalt kembah, &bxixrkan 2w Lerdithir karend
alasan-plasan apapun, lermasuk alasan-alasan yang teemuoat datas -’n:;._nl 1313, 1814 dan 1816
Kilab Undang-Uadang Hukurn Perdala, .

Pinak KKecwa selanjulnya berjanji dan mengikaikan din uniuk niansanhkan spmud perbuatan
(Undakan) hokum yang dilakokan oleh® Pihak Dertama (kouasany g gan membebaskan Pihak

Poedama dani segaly luntuladgugalan huKom ap apon doc ok nnoapun sebuybuogan dengan
nembualian dan pelaksanaan Peranjian ind,

FOorcuab necinn g lelabhs ditor daiany Pergmipors e, ik, e gais vt gt bl tiing belue
cukun diatur dalam Peranpan i gkan diselesakan seCira inusya s afal olon gidud belal ahak
dan sepanjang perlu akan dilvangkan dalam sualu pernanjian lambaknn yang merupakan Kesituan
yang ludak lerpisahkan dari Porjanjian ini.

Domvkianlah dengan maksud unluk lerikat oloh hukom, setelah dibaca San thiemengisbasmya, kedui
balgt pitak menandalangani Poranpan ini pada langgal iersebut pada a2t Coraopsm w

SMibvak Koduas Pihatr Prodans e

PT. PRADANMNI SUKSES ABADI

("[{/ ,.

Cf' gr e }ﬁ-_-\) FRANSISKUS AFONG, $.£ _CPA HFRI____.‘_IFO'.*JIDJ:\_JIHOwn.RDl 5L,

__________ {Kunasa Do)

1y e ahere e e e
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P

Pasal 22 .
Domisili Hukien o e ’

lengenai Pedganjinn ru dengan segala akibal dan pclaksanaaniya, kedaa batah palag rmemilib tempat
Frduarnan yang olap dan seumuminya o Kanlor Paritera Pengaoian Moegen Jakarda Selatan.

Pasal 2)
Kelentuan-Ketentuan Lain , -

- - e e,

I Po-ngelofaan Semenlara, Biaya Pemelibaraan, Baya Penggunaan dan Anggaran Dasar:

a.

Pihak Kedua soluiy menenima Pihak Peram x atau pihak I2in yang 2:luniuk o'eh Pinak Pertama
scbagar pengelcla sementara Rumah Susun selama Perimpunan Penghuni belum lecbantuk
secara sah dan belum menunjuk pengelola lumah Susuan dan b mzlaksanakan tugasnya
sesuaiAnggaran Dasar.

Besarnya Biaya Pemelibaraan dan Biaya Panggunaan axkan dieatukan kemudian, dan dapat
ditinjau kembali dan dwbah dari waklu ke waktu oleh Pihak Pertama scbagai pengelola
sementara untuk disesuaikan dengan lerjadinya perubahan biaya operasional atas komponen
Biayu Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan, :

Pihak Kedua wajib membayar Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan ¢ muka minima) 12
{dua belas) bulan: sekaligus per unit Satuan Rumal Susun.

Apabiia dalam fangka waklu 30 (tiga puluht hari kalender Mhak Kedua belum juga melunasi
pembayaran Biaya Femeliharaan maupun Biaya Penggunaan yang telah jaluh lempo dan
tanpa manqgurang kelentvan dalam Pasal 23 ayal 1 hoeal ¢ < alag, Pihak Pertama selaku
pengelala semanlara Lerbak  mengambil  lindokan-ladakan  yang dangoap haik  dan
moenerapkan sanksi-sanksi berepa penghznlian ataw pemnbalasan iorbadap fasititas yang

ditrerikan berkailan dengan pengelofaan Rumah Susun, termasuk akan lelapi lidak terbalas
kepada pemulusan aliran Sislaik, air dan lain-lain,

Untuk prlaksanaan Pasal 23 ayat 1 hurul ¢ dan Pasal 23 ayd 1 burul d di alas, Pihak Perlama
berhak dan sckaligus merupakan kuasa senuh dari Pibhak Kedua kepada Pihak Pertamna
{xuasanya) untuk me'akukan permutusan aliran lislnk dan air, singkalnya melakukan seliap dan
seqgala perbuntanftindakan yang diperlukan untuk melaksiznakan apa yang dialue dalam Pasal
23 ayol 1 hurui € dan Pasal 23 ayat 1 hurul d d atas. vdak ada yang dikecualikan,

Apabila Biayo Pemelibaraan maupun Biava Pengiunaan lelah dibayor kembalk oleh Pittak
Kadua, maka Pihak Pertama akan menyarbung kembalt aliran hsin, dan aic gi dalam Satuan
Rumnoh Susun,

Sejak tanggal serah lerima berdasarkan Beria Acora Sgrob Tenma. Pihak Kuedua waiib
iengasuransikan Satuan Rumab Susun d xi segala risiko lermasux pedanggungan lerhadap
kerugion yang didernla pleh pihak Keliga yang dinkibatkan oleh tejadun di dalam Saluan
Rurmah Susun (thicd paly liability).

Pihak Pertama alau pihak lain yang dilunju s oleh Pihak Serlama sebagar peagelola sum-intarg
Rurah Susua selelah Perhimpunan Penghuni terbenuk secara sah dan mampu menjalankan
lwgoas-lugasnya  sebagaimana yang diclur dalbm Anggaran Dasar,  mempunym hak
sepenuhinya untuk menerima atau menola : penunjukan sebagar pengelala Rumah Susun.

ihak Kedua menyetujui babwa karena Saluan Rumah Susus merupakan bagian dan Rurmnah

Susun, maka Pihok Kedua wajib:

0

ts.

membayar Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan kepada pengelola (semenlara) Flumah
Susun, sesuai taril umum yang dilelapkan dari waklu ke waklu oleh pengeiola (sementara).
tunduk dan memaluhi setiap kelenluan dalam Tata Terlib Pengbunian, Anggaron Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, peraluran lingkt ngan/kawasan Rumah Susundan peraluranlainnya
yong dilelapkan dan diberlakukan secara umum cleh pengelela (semeatara), lermasuk yang
berkalan dengan pengnturan, pengelolaan. perparkiran, danhal-haltain yang berlalian dengan
IRumiah Susun sebagar bagan dari Kalib-ata Regency. benkul perubahan-perubabanoya di
kempdion han '

3 Sopanjang bdak atau belum diatue (lain) ¢ datam akta jual el don peraturon tala tert?

hngkungan/kivasan serta peraluran [innya y g diletapkan oleh Pengelola, maka segala sesuatu
yang dialur daslain Peranjian ind tetap berlakuo dan mengrkat keduo bulah pitiak serta par ahlowone:

12 P L LA PR I LU N LI P
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o0 lanpn diperiukan pulusan dar pengandiiny, yang Cseswer o dengan int secura ey,
Jiesampingkon oleh Pihak Kedua, )

Pasal 19
Force HMajeure

I, Force Majeure dalam Perjanjian i beracl perctivea yang lerjadi di luar kekuasaan manusia nonnal
unluk mencegahnya lermasuk akan lclapi ok lerbalas pada kecclokaan, bencana alam,
huru-hata, epidemi, kebakaran, banjir, ledakar , pemogokan masai, —arang. embargo, perubahan
peralucan perundana-undanaan.!perubahan krbiiakan pemerntah, 'an perisliwa lain apapun di
lcar kekuasaan Pihak Periama yang menyelabsan Pihsk Perama wdok dapal melaksanakan
kKewajibnnnya scsuai dengan Penanpan ing hermasuk perishwa-penstrra yang walaupun masih
dalam kemampuan Pialk Partiima uatek mecegahoya, namun akan mengakibatkan keracin
yang sangal besar bagi Prhak Perlama.

Dalam hal terjady suatu keadaan Force Majenr-e yang meogakibatkan Pibhak Perlama tdak dapat
melaksanakan kewaiibannya yann Wreantom dalany. Peannan ini, atau apabila Force Mupure
tersebul menyebabkan pekerjpan Pihak Pe lama terlunda, maka kewajiban Pihak Perlama
berdasarkan Perjanjion ini akan diperpanja iy unluk jangka waklu selama berlangsungnya

keadaan Force Majeure lerscbul tanpa mangurangi kewajiban Pihak Kedua berdasarkan
Perjanjian ini

Apabila schagat akibal dari Force Majeure lorscbul pcntbangunan Rumah Susun seluruhnya alau
sebiagian musnah, maka Fibak Kedua akao mmenuojek dan memben hok kepada Pinak Pertoma
unluk metaaukan pembangunan kembal Ruin: h Susun Deinikian dengan kelentuan bahwa thaya
pembangunin Kembali lersebul sepenuhnya <fidasarkan atas jumlah vang klaim yang diperolch
fJari perusahaan asuransi.’ Apabila perusabaan penitai yang ditunjuk oleh kedua belab pihak
munilai babrea pembangunan lidek dapal dilanjutkan oleh kargna Rekurangan saniunan asurans:
lersebul, maka Pihak Pedama berhak unlus mengakhin Penanjion ini dan kewajiban Pihak
Perlama kepada Pibak Kedua lerbalas pada pambayasan sanlunan terscbut Fepada Pihak Kedun
dan seluruh pihak yang akan menjadi pombel daa pemilik Saluan Runph Susun padn Rumah
Susun sesun parbandngan was Satuan Runinh Susun yang dinsblinya dan selanjuinygs P,
Perama bebas dari segala tangguag jaszab don Bewapbas irhadan Pihak Kedua,

Pasa 20
Laraagan Bagi Pihak Kedua

Solama Hargn Foencikalan dan somoa bevrapbuon pecihaygaran Piha= Sadua berdasaraan Paranpan i

velab o atou el anae mnka gk Kedtua oz unlus - mienjuai mengalihhon
BT T IS T B T T e O T T L N N Y PR R R o A TR L T A M i caralteniuk anajins
Do edurh ol et b e Heneahe Susen repiela et I kecunle dengan persclugan

St berbiety b gl Prae P eerbatiia

Pasal 21
Pemberitahuan

Gelnpy Henla ol g embernatisan Repacdi paco puhak dalam Peranpanonc disompukan dengan sorat
eI pobads {(dengan sootu anda peneon.on), sural lereatall sural Kawal atau telex dengan
memiika alamat

- Pihak Pertama © Scebagaumana draraikar datam butic 1 Data-Data Perjanjian dalam Lampiran
1 Perpanjian i,
- Pk Kpden Scbagmmana diaraikan datim botir 2 Dola-Data Pesjanjian dalam Lampican

Uit

Dksctenod pemibaban doc ol yoneg lereaetam dalam Paesal 20 ayan 1 dh alhs, maka pihak yang
berubab adag mangabab aboinya tersebnd ssapty untus meernbeniabok o pecababyan Lersebal
kepada pihak dmanyd dalivn swaktu 7 {lupuh) han setglal perubahanmite wernadh alau dilakukan,
Segaln akibal yang fimbuel karena periubab: noaliimal yang lidak diberilahukan kepagda pitnak
linnya, sepenuhnys meopuh eako dan Logaguogan pthak yang berubah atau nﬁ:ngjul-;ﬂ:
alamainya lersebul, )
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Pasal 16
Penandatanganan Akta Jual Belr

U KHeduz beloh pihak dengan in benganp don saling mengiatkan dui unius melangzunghan Han
menasdastangant akla jual bel mengenai Satunn Rumah Susun di hadapan Pejabat Pembuat Akta
fanat yangy berwenang, scgera seleiahe
a. Rumah Susun {(dan Satuan Rumah Susur } l2lah selesai dibangun scluruhnya:

. Pihak Kedua lelah membayar lunas selu:ub Harga Pengikalan berikut selu-1h deada prami
asuransi bangunan. biaya-biaya (izamasus Biaya Pemehharaon dan Braya Penggunasan) dan
kewophan pembayaran lainnya (kalau ala] vang harus dibayat Gleh Pihak Kedun krpada
Phax Periama menurul Perjanjian ini, ;

C  Szrupikai Hak Milik atas Satuan Rumah Susun a1as noma Pinas Perdama telph ditersitkan oleh
WRINNS5 yang benvenang Con leigh wtong o vien Pdak Pedaomg, don

of - Pinak Kedud membayar biaya akda joal pia dan buya balk nama se:ppikal serta uaya lamnya
termasuk {api lidak lerbalas pada Waya-biaya yang iercanum dalam butic 4 Data.Data
Penmpan dalam Lampican i Perjaogan an

2 Padawakiu melangsungkan jual beli dr hadapan Pejabatl Pembuat Akla Tanah, Pihak Kedua wajib
unluk membawa dan memperlibalkan ash Pe janjian ini berikut kuitansi-kuitansi alas pclunasan
schreuh Harga Pengikalan, bioya-biaya dan <ewajiban pernbayaran lainnya dan Pihak Kedua
kepada Pihak Perlarmma berdasarkan Perjanj an inl, serla melengkapi semua akla, dokumoen
rmaypun surAd fainnva yang diperiukin

3 Pengurusan saclipikal induk, pemecastian dan babk nama Sas:pial Flak Aibk Atas Saluan Ruoai:
Dunun atas nama Pihak Kedoua wapb deaks iakan oieh Prhak Perlama, Pihak Kedua wapb
incinenuhi syarat-syaral yang dibutubkan unick perjurusan tersebul. termasuk keleagkagan akta,
sural, dokuraen maupun suras lainnya. :

4 Apabala Pihok Kedun Hdak melangsungkan Jon menandalangani akta juil beli dan meleagkag
sennn aklin, dokumen maupun sural laennyn yoany diperlukan untuk kelengkapan pembualan/
perandaianganan akta jual belr dimaksud dolam wakiv 7 (tujuh) hasi sejak Langgal pemberitahnin
secarn toriuhs oleh Pihak Porlano, aka segaln akibal dan risike karena  (erlundanyn
penagnddlanganan akla juai beh terselot mengdh beban dan tanggung javad Pihak Kedua dan
Frahak Fedua weaib membayar kepada [Mhas Portinna saivmfah biaya yaary dilerlukan ofeh Pk
Portama karend erundanya penandatimgaonn pkiajuat beb tersebu

e by o FOor e nahon
1

OADobh e Earmndin i alas peenpiegeas sl s iadignan pear

thebrnab G Larstand e o et afones pocsde sl g e oy A0t L e sy besewee oy
ok farhydy e pie sl e el e . R L R R T I A A L Y L AR C
Pubar et ol st T qady i S EN L CIEESE L

Pasa 17

Pembeban Secara Angsuran

Dataon bal Satgan Rumah Susan thbeh secosa e woran A0 apala rhangariny [ Pihak Poeoama
Bochak pada sebap wiakby untus meengaedakan Suait e eeuunn CEngan phak o (hermasuk bihR)
Camana phox kebgn tecebel koo mengg ot Lodeduian Piak Porlaengy unis m2osami uang
anapsurcan dan Pihak Kesua dengan mcmpeigunakan syardi-syasat yang sama dengan yang tcloh
Jientukan dalam Peranpan b lerutama mengensai jingia wakiv/lamanya pembayaran uing angsuran
yang bdak akan mempengarube besamya uang angsuran yang harus divayar olzh Pihak Keduo
trap-lap bulannya, Pengginbian kedudukan fabak Periema tersabu dilaikukan gengan cara pihak
ketiga Wersebut melunase selusuh huling Pk edu chepada Pibhak Parriama

Pasal 18
Bk Keothoan

Jkay dalam Peganpan ion dilelapEan svaklin uilues oot kewapban o ey paniiaay atan tlout
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengon ic=atnyn waktu saja tetah menjod bukt yang cukop
atas kelakem Phok Kedua colungoa bdok dperfotae jgemmbentaobuan, panngaton ating sGmast apapun

-:_:;_{;!LL"K].
m - C e T

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.

o F
[

2

RN e L R ‘“;‘Pﬁ"‘w Sk - :mgﬁm"l .n.'_.a'ru . -:.\._.,.:.___..f;a,.t.n?n;..f.r

3



Pasat 11

P oabalalin

Peoranpan i BdaR dapal dibatalxan seears sepha, heaus o ol penanpan ofeh Pk
Perlama kacena leradi kelalaian sebagaimara diatur uular‘ F’ ti: Lasald atau Pasol < ayat S alau
Pasat 4 ayal 6 Perjanjian ini. ; ;
Mcngcnm pembalalan perjanjian oleh Pihak Peilimnma dengan ceoe bernebul, kedua belah phiak
lelah setuju unluk melgpaskan (mengesampingkon) ketanluas yoevy rcantum dalam Pasal 1266
dan Pasal 1267 Kilab Undang-Undang Hukem Perdata.

Ualam hal leagadi pembalalan Perjanjian ini oleh Pihak Pertano Gerdasarkaa ketentuan Pasal d
ayal 4 atpu Pasal ¢ ayal 5.atau Pasal 4 ayat 6 Perarp e - 0ka Phae Pertama ahan
rcngtnbsis an 50% (hma puluh persen) den ]umlan uang Yebty j o e s bk an oleh Pahak Kedaa
mgparta Piiak Panama setelah Sixurang: Eookey Soa P00 0 oy
rewapban pembayaran lannya {apabila ada).

aseozanhalalan dan

Apabila pembalaton Peqanjian ini diminla o eh Pihak Kedud dan dapat disetujui secara tertulis oleh
Rihak Pertama, maka Pihak Pedama akan mengembabkan 507 {lima puluh persen) dari jumlah
uang yang lelah dibayarkan oleh Pihak Kcdua kepada Pihak Mirtama setelah dikurangi Booking

foe. PPN biaya administrasi pembalalan dan kewanban pombayacan nsaya (apatida ada).

' i

2asal 15
Petgosongun
Jika Penanpan mi berdasarkan keleatuan Pasal 4 ayat 4 alaviza o0 2 oyat 5 alou FPasal 4 gyl 6
atau Pasal 14 ayal 3 Peqanpan ini alcu kargna sebab/ «waszan apapun memad balal olau
dhibatalkan, maka dalam waklu selarnal-lembatnya & (empatioung o orhitung mulantanggal surat
pomberdtahuan dengan surat tercalat sel agaimana dafam Pe.0' 21 Paganiian ind, Pihak Keduo
waphy moenyerahkan seluruh Satuan Bumalt Susun dalam Reacdean Link danengkap (beokat

kuiecr-kuncmys), serla dalann keadaan koe ong, dalacy el fidos B Cabampale alao s uasa: oleh
pubiak s nnyapun jugn karena sehaby/ asan apanun
Untuk selion boan Katedambatan Pask Ke dua meayeraldaai Do o sbman Susun dilem Readamn

Kosong kepada Mhak Perlama, maka 0ok Kedua dicenizar: e 10 pangasansgan Sesesin i
(sala peesenddan seluruh Mlarga Pengikainn

Jia dodomn G femndd) onnggu arhiaung b 1;1:15‘;.‘]:41 GUID et T et D PNk
Floutiio hdos s aldkan Satoan Ronw b Soeant dafoma Seen e S e ko 2t e ey
wHina e ey, iaka bk Proecioiny sowcambic-cos- T b rral nan o nekale s sy et gk

l-ul e dane Phak Medoa Kepida Pihat Thubeny otat ineaposongion wendhi dan
menganidyl hanebah Satvan Rumah Scsun ke datam pangooaaan Fihak Peeaony dan e
manigran, paa perlo dengan bantuan dar piladfinstanso yang Qeee-ang benvapd, semuanyn atas
Beban dan tanggungan Pilnok Kedun, $ehubungan dengan o e eehot Pdak Pocama Lol
puia untuz mesmperhiiungkan doa menacih kepada Ribak rleduademdh pangasong an ecdasaran
Pasal 15 ayat 2 e alas beakul iayac-biaya yang mungsn a=an bl sehatangan dengan

pelaksanian pengosongan Satuan Runh Susun

Maengenal segals sesualu yanq berh :bungan dengan pangosongan Satuan Rumiah Susun
aebargaimang imaksud didanm pasal i Redua belabh pas sepakal unluk melepaskan
{ruengesampmgRand semun porsturan atou kelantann, badk sekorang mgaupaan o aeonidoae I
akan ada, yong meswgpbkan adanys Lantuan alou besemnanagan adaes bk asbios: yiing
llr:rwt:l!.mg-‘iz-‘r"r'ul',l dittorn elaksanak in pt-nqw;unqnm-.~,-.| ORI oy Pibn Peramu o
ooy bbb vl el asoan pea osondan Gou pesegaeetel e beandah Sateea ool Bk
dt:ln_;.m Al Lynapa banloon Jdosa bk oetbanct yaneg brveeson e b e saman g atba s by
din risika yang waijib ditangogung oleh Fihok Xedoa

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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Pasal 11
FPengakuan 1{ak

rlengenai Soiwan Remah Susun dan segala hal yang behichungen dengan Saluen Pumaly Susen,
Pihax Ferlama hanya raengakui Pihak Kedua sebagai "counierpari’ dan Korena iy Pihaz Pedoma
hanya mengakui hak dan kepenlingan Pihak Keldua berdasarkan Peranpan e alpu hak dan
kepentingan pihak keliga yang secara sah menerima pergakhan dari Pihak Kedua sesuai dengan
kelenivan dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama tidak berkewajiban melayani dan berhubungan dengan
pihak( n‘n'ak) lain yang menyalakan mempunyai hak alau lurut memp‘unyai hak, baik yang secara
thngsung atau lidak langsung. berkailan dengan Piba< Kedua maupun Saluan Rumah Susun ini. selain
plh-_lr\ {edua atau pihak Keltga yang sab dan diselujui oleh Pihak Parama.

Pasal 12
Pengalihin Hak

I, Oengan dibval dan ditandalanganinya Pedanjian ini. maka Pibak Puoilama bdar berhas uniuk
menjual atau mengalibkan dengan cara apapun atas Salwan Rumab Susun Kepada pihak 1,
kecual dalam hal pembalalan sebagaimana dirraksud dalam Pasat 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayal 3
atau Pasal 4 ayal 6 atau Pasat 14 ayal 3 Perjanjian ini_

2. Pengaiihan hak-hak dan langgung jawab alas seiuruh alau sebagian Saluan Rumah Susun
_becdasarkan Perjanjian ini kepada pibak ketiga ranya dapat dilakukan oieh Pihak Kedua setelah
mendapat izin Alau persetvjuan lerulis dari Ping k Perarna dengan formule yang disedakan oich
Mhak Pertama.
lzin alau perselujuan lerscbul hanya akan diberikan oleh Pihak Pertama seteian Pihak Keduo
mombayar lunas kepada Pihak Pertama lerlebil dulu biaya adminislrasi menurut Pasal 12 ayal 3
Peranjian im, seluruh Harga Pengikalan, denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain yang
terlnatang (kalau ada) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Periama,

d 0 Untuk pengathan hak dan tanggung jawab a as Saluon Rumah Susun kepada pihak kebgn
dimaksud. maka Pihak Kedua dikenakan penggantian biayo adm:nlslraﬂ mbngmmann ditenlukan
dalam butir 4.¢ Data-Dala Penjanjian dalam Lampiran 1 Pedgangian ini y

4 Jika ihak Kedoua mengalhkan hak-hak dan an jgung jouab liesobal kepada pan s hobga secird
tlak wah atau anpa izin alau perselvjuan lerlebih dahulu dad Fihak Perlama. maka peganpan
P'“ngdhhcm hak dengon pihak keliga lersebut lidak bertako dan lidak mengikal Pmak Perlama

Fasa 13
Kelurikatan Pihiak Yang Menerima Hengaliban Fak Dari Pilhiak Kedua

brahak{-phak) yang menerima pengalban atau menggantkan selusuh alau sebazpan hak dan
langqgung jawab alas Saluan Rumah Susun dati Pihak Kedua karena sebab alau alasan apapun,
secara otomalis lunduk dan terikal sepenuhn/a pada seluruh kelenluan datam Perjanjian i,
namun: dengan lidak mengurangi kewajiban cari Pihak Kedua unluk menegaskan Kelerkatan
lersebul dalam perjanjian mengenai pengalihan hak dan langgung jawab yang bersangkulan

2. Belinp dan seluruh kelenluan dafam Perjanjian ni mengikat dan berlaku unluk kepentngan kedua
Lelah pibak dalam Perjanjian ini dan para 2hli woaris danfatau pencrima/pengganti hak dini
masing-masing pihak,

Dalam hat Pihak Kedua meninggal dunia atau hubar/dgibubarkan sebelum penandatanganan 3kia

jual beli. moka dalam jangka waklu G0 {cnam) puluh hari sejak meninggal ataus bubief

thbubarknanya Pihak Kedua, (para) alti waris lau penenmalpenggant bk yang saby dani Pl

Keadua waph memberikan Kepada Pihak Perlama bukii kelerangan wans dan ataw alol oukle yaneg

sah dan cukup lainnya yang moenunjukkan keabsabannyd sebagoa {para) ahle wons ol
Cpentrmgipanyggant hak oyang sah, serta el p berkewsypban untuk clamjuthon pefohsanas

Perganjian ini. Segala kewajiban dan biaya yang mungkin limbul berkenaan dengan pengalibian hok

dimaksud di alas menjadi beban dan wajib ditanggung oleh (para) ablo waris atau peocnm,/

renggant hak dari Pihak Kedua.

__-_:"l"\i‘.j__
.
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©Jdatam Peganjian i) mzapun yinvy detcalubinge oleh et s L 0 Derwenang Sogata alibal dan

risiko yang Umbul kKarena pengquoaan yang Ldak dean d- an lajuan dan peruntukanny n
menjadi risizo dan langgungan Pihak Kedua.

Selarna Pihak Keduo karens sebabfalasan apapun juga s Belum menyelesainan (melenasiy
scluruh Harga Pengikaian, denda-denda, biagza-biaya (ievinnses haya Pemeliharpan don Biaya
Penggunaan) dan kewajiban pembayaran lain yang lerbulang hepada Pihak Pertama, maka Pihak
Kedua tidak akan dan lidak Dboleh  (dilarang) meoyowakan,  meminjankan,  alau
menyerahkan/membiarkzan vnluk dipergunaran  atau dikuasas oleh pihak laifkeliga, atau
rneniaminkar'x“memperlanggungkan, dengon cara apapun kepada pihak lain atas seluruh alou
setngian Salvan Ruman Susun, Linpa persetyuan letuss iesleien Julu dan fthak Perlama

Pasal 8
Perubahaa Bangunan

fanpa meagirang K2iealuan dalam Pasad 7 Pegaigon e sefama Pihak Kedua belurmn
maonyeiesaikan  (melunas)  selurubh Harga  Pengkalan,  di:nda-denda,  biava-biava dan
kewajiban-kewajiban pembayaran lain dalarr. Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini kepada Prhak
Perloma, maka lanpa p2iselujuan terlubs Pihak Perlama teretih dulu Pihok Kedua lidak akan dan
lidak diperbolehkan  {difarang) mwelakukon perubahan konslruksi, perubahan benluk  alau
perubahan yang bersilat bagaunanapun juga atas Satwan Rumah Susun

Jika alas Satuan Rumah Susun dilakukan perubaban ynn'g bersifal bagaimanapun juga oleh Pihak
Kedun, mako segala arkibat dan nsike schubungon dengar perubaban tersebul. termasuk
purubahan lein Mendinzan Bangunannya, sesenuhnys menidi beban dan langgung jawab Pihak
Kedua, dan mengenai hal-hal lersebul Pihgak Pedama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari segal;;
luntuwian atau gugatan hukum dari pihak keliga.

Pusal 9@
Jaminan Filak Pectama

ik Parlama dengan ing mananggung dan menjiamin Pihak Kedua bahwa:

2

Satvan Rumaby Susun dimifka dan dikuasae sepenuhoys oleh Pinak Pertama gan Pihak Perlama
Liethak dan boerennmng penuh anlel meng kalkan dan menjeal Satuan Romoh Susun kepada
f7ihak Kedoa;

Satvan Rumah Susun pdak sadang leesangkul alau Wrancam dalam sengeata, bebas dari sitaan,
dnn beln dijuid kepadda pihak i, selingg 1 Pihak Kedoa bdoX mandapat tunlutanfgugalan daon
friak lin vy mesiponyn Lok derlelahy dicwdy atan ol ssemponya hak atas Satuan Baminh
Soeun tersebul,

s bk Fov oy bbbt ocaleh B ok Feriame doen e s Tundunaiy o guigatan busum

[ T AT PR LANET I M 4
Poasal 10
Fajak-Fajak dan Biayn-Giaya

Ferlutung mulin anggal serab lenma Saluan Rumah Susun bordasarkan Perjanpan i, mawxa
sehauh pojak, wean, raiobusr dan beban-bebao L yang ierhulang beralian dengan Satuan
Fuman Sdnun dan penyernbannya kepada hak Kedua, termasok lapn udak terbalas pada Pajak
Buoow dan Bangunan (PBQ), Pajak .Perambzhan Nilay (PPN) dan heban-beban lain yang dipungut
oluh pihak yang berwenang. menjad beban dan wapb dibayar oleh Pihak Kedua.

Setuealy Lgih/biaya penggunaan hstak dan i t!erhi{ung mulai saal sombunganfinslalasinya
ferpasang pada Satuan Rumah Susun din tagihonibiaya lain yang lermasuk dalam Biaya
Prengguinaan tenn Giay n Pemehbarann, o o beban dan waph dibayar oleh Pihak Kedua.

L karena suoto peestoran hetentuan atow keadoon lerlentu, Pihak Pedama telah membayar
Vb boadalu Yovoncen D50 P biedoh Dezrhoaeneaptnm unjus mcetahokan hal lersebul) suatu pajok.,
wiron, retrbiass, igrya. onyghos maupun kewapbao pembayaran lamnya yang marupakan beban dan
Lingaung frevab Piaz Kedua, roaka Pihak Kedoa waib melunasi pembayacan dimaksed dengan
schulka dhan wehabgus lunas hepada ik Peitama aias pembentahoan pertama dan Pihak

Perama,
:’ e LR I -_.uu.l-';-v. FRLLE LA
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Zelomn Pihak Kedua belum melunasi 50% (ina puiah persan) dad FHarga Pengibalan, premi
sswransi bangunan, denda, biaya-biayn {lermasik Biaya Memehharaan dan Biaya Penggunaan)
can Kewajiban pembayaran lain. sckalhpun Pihak Kedua telah menerima penycrahan Satuan
NRutah Susun sebngainrana dimarsudkan dafam Pasal 5 avat 2 alau Pasal 5 ayal 3 di alas,
Funci-kunci wari bangunannya totap dipegang dan dismpin oleh-Pihak Perlama. Bitamana Pihak
‘edua hendak melakukan pembersihan, perbaikan alau .enovasi terhadap bangunannya maka
Mihak Kedua dapal meminjam kunci-kuozinya da i Pihak Perlama.

Jika Pihak Perlama felaihv menyelesaikan bangunannya, sedangkan Pihak Kedua 1elah inembayar

kepada Pihak Pertama:

a  50% (hma puluh parsen) dar liarga Pengitatan, benaul sciursh denda-denda. bia;a-biaya doan
kewaiban pembayaran tain yong terhulang (Lalau ada). dan

L premu asuransi menurul Retoniuan Pasal 5oaval | Ponangan i,

itk aas penimbangan dao zin wectahs areh nodahala Jdan 2ibak Pearlama alau berdasackan

fed g it (QEla) densan sy ralsyac l Ghn el et elnniuan yang atan deziapkan luom

lanput oleh Pihak Perlama, Pihak Kedua dapat meenempab atau menghuni Satuan Rumah Susun.

Moasz Garansi dan Pemetiharnan

Pinp% Pertama berlanggung jawab terhadap s2qala kerusakan akibat dari kesalahan konslruksi
atas Saluan Rumah Susun selama 90 (sembilan suluh) hari kalender {erhilung sejak langgal serah
leritng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 cyal 2 alav Pasal 5 ayal 3 Perjanjian ini ("Masa
Gonnsn™), kecuali kerusakan yane diakibalkan oleh hasalnbani&elalaian Pihak Kedua scndiri atlau
Forey Majeure. Selcloh Jowatl waklu lerseoul s2iiap Aerusakan dan perbaikanava bukan
merupakan langgung jowab dac Pihak Pertama

Pernmintaan perbaikon alas sega.d Kerusakan aRibol kesalahan Kenstruks: alas Salvan Rumah
Susun dalam Masa Garansi wajib diajukan secara terlulis oleh Pihak Kedua dengan mengisi
formulir yang telah disispkan oleh Pihak Pertama dan dibalas: pada disain dan spesifikasi Salvan
Riutnpgh Susun,

Acnbain Pihak Poitoma  1eloh selesar melakukon perbakan, maka Phak Kedua  wajib
mienaneilangoni berila acara perbatkan yang disimpkan oloh Pdak PPerlama Apabila dalam waoklu
{{lund hari Ralender setalan pemboalabagon g Pibak Pertima balwea parbaan talah selesat,
ok Kedua bdak menandatangans beela sicara perbakan lersebal. maka Piban Perlama berhak
than sekaligis meropnkan kunso dave Pihak €edoa kepada: Fibak Perlama vatuk manandatangoni
benba acara pethinikomnya pocta bart Be-7 (gl teesebul Techimg Langgal penandotanganan
Do rcara peaciinkan teescbol, Piak Kedog i ogagap beiah nieonnma pes e gnanyga

i R AL A T I T SN N R C S D L S SRR S R THEE IS TON B ST S SRR TR TR S | IR YR T 2P TR )
L i L T T U SR T L N L E AP LI - L pgnn g e 0h atan Soluane
[ s e e s Geelon alan ST Lt dan Goegunan (PGBY. Giya

Pormebharnan Py F‘i-n Foanaan fwerisaguk oiagy e Derduatas padn lnc;uh.m—lat‘ihnu vipon,
itk oue daon Bl og |rr|r’| dan Gl s pamehbhacaannya berahh memac S2ban don wapb
thbvayar nleh Pihak Kedoa

Sedomy selored Hacga Pengt atan dan weassmban pambayaran Dinnya berdasarkan Peaanjian io
hedum (lynpm pleh Pahak Redos, moaka Prngs Redoa waply mengasyransixan bangunannya
rhituneg sk inggal secan teoma Satuan Bumah Sisun, kepada perusahaan asuransi yang
thiseie oleh Pihpk Pertama ¢an lerharlap segaia hahaya dan’dengan syaral-syaral yang
thielapkan oleh Pihak Pertama Pobs asurans harus mencanlumkan klpusul klaim pedanggungan
unluk kepealingan Fihak Pedomea dan dsiopan oleh Pilai Peitama

Pasa 7
Penggunaan

-

Pibuab Mo vy mienga i it Saiuan Bl S e dengan e Jdas pue runiunagn
sehagamana dunaksud rJ 1I,_1rn Pasal 1 huruf n P =r]:mj: i ne uncto bulr o Dala-Qata Perjanjian

g
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Aoy barennanya Pihak Perlamn winjibh maengoen Lobraon Kepoels P i - fan selaraly peimibayaran

yang lelah lakukan oleh Pihak Kedua kepala Pink Perlama ok vang muka dan angsuran
vang lelah disetor) dalam jdn(]'r\'l vaklu 7 {tujuh) hat sk pembatabaa, Lo Thok Kedua bedhak
{=epanjiioeg perlu dengan i mf)m;n-:'m pelepeenn hakhyewenann dan Mhak Kedea) mengajuan
ganli rugi raupun tuntulan danfaiau gugaian ipapan kepada Pl Benlama, atau B Pibok Kedun
menyeluju perubahan/pemundahan/peaggant an el alas Satuan Tanah Susun beordasarian
kesepakatan kedua belah pihak, kelentvan mana wajib dinyatakan 52220 lacdulis oleh Fihak
Kedua kepada Pihak Perlama dalam jangka wakiu 14 (empat belzs) hoo kona sejak dibenlahukan
oleh Pihak Perlama, Selelah fewal jangka vaklu terscbui. maka Pihak Pertama berhak uniuk
menentukan dan memuluskan sendin salah solu kelenluan tersebul yang akan diberlakukan
terhadap Pibak Kedua dan kepulpsan mana ailalab &ah dan mangess sernaacan Pinak Kegua aiau
pencnmalpengganti haknys, don Pihak Kedun bdak Serhax {aezanjang perlu dengan o
marupakan pelegzsan hoklevroning <f e Dol S la) eeee e e SDIinh raae magpem :;mhn-‘m
Zan/atau gugatan apapun kapada Pihay e ma .

a  Pihak Perlama akan menyeralikan secars fisik daa Darlabag selecaat-lambalnyd domnulan pasta
Tanggal Penysiesaian Pembangunan, kecual
i dalam masa pembanguanan tersebut ada permintann Phak Kedua yang disetujui oleh Pihak
Perama untuk meagubah bangunan ya:
i, selama [angka waktu leescbut Terjadi hal-hal yang berada dilung sekuasaan Pihak Peraman
atac alasan Force Majeure, '
iit.  alak perimbangannya sendiri Pihak [edama menunda penyerabian Satuan Rumah Susun
sampai dangan tefah dipcnuninya selaroh keweajiban Pihadk Kedua kepada Pihak Perlama,
lermasuX lelapi udax terbatas pada pelunasan ackeab ey Pancpkalan, deneda-diniin
biayia-biaya dan kewajiban-Xewapban pemboyaran huanney -aiag adiag sesunn dengan
kelentuan dalam Perjanjin: ing

FPenyerahan mana wajib dilerma oleh Pegk Kedua dan akan dingatakan dalarm sualu Beriia
Acara Serah Terina.,

o Apabilydidonyseakto 7 o(hoguh) han setel boangeid pembesiaboae oty serab ierima Satuan
Rumah Susun tlernynta Pibink Kadon bdal datoan § danfatan ulak smennandaingoni Boeita Acora
Serah Terima kareno sebab/alisan apopun, maka Pibak Keduna dhianggop menyeluui boheea
penyerahan Saluan Rumah Susun telah didak ot an dan datae Bab lomenn bukte penginman
sural pombaritahuin unlok melaksonagon serab e Sotoan BRemah Susun asebal
dianggap marupakan bukli yang cubop balvera corab eira Satuon Buemah Susen teiah
dilaksanakan pada hart ke 7 (Jujohy) seicdah toenod p.-_-rnl;.unm!m,‘m erseind sk,

Apabioc b Pronane telak ot s i 0 e i e et e te T b Lo,

Proayelbenie Pomboingpon o it

l clodaun b Poias Fedea e S e Lk B N T IR
f‘(:rnl):‘mgunn:‘n_ (I l-rrh::::.-n_; " I N ALY BT LR A |

Pongikatan, Mibak Porlany ko 0hona o ceneb pela st g saehenar 10 {;'. 1
persen) e bulan dan juentah aogeon b Lo Paempsidon gl tos leimoesish PR vy L
ditertrna wich Pihak Polama dan Piroas Redaa oo mas o tal cornda seba 2ar 5% {.4_"._
peracnbanes poenbah angsacan Flangobres can il Lot s Pt vaney Ll -hitaran
oleh Pihav Peroama dan Mhak 1eduaa

no dalam hal Pibak Kedud elah mcianas Hasger Pengkatan et fangeat Poenyoetesans
Pembangunan, maka techitung sear 6 (enam) bul.ll_n setelnh Tanggal Penyaslesaan
Pombangunan Pihak Pertama ok dikenakan denda keterbasnbaian sebesar 1% (sa0u
persen) per bulan dar jumlaby angsaeoo t Lirga Pengihalon {Tedab iermasok PPRG vanag telan
diterima oleh Pihak Pedama dan Pibar iedun, dengan e sl danda sebaraar 375 (i
peosent dard jumiah angsuran Fhrgs Pengiaian (uedas torse wus PNy g ainfe et s
olch [Mhak Poeciorng dan gk Ked o

Apalula Pk Partamne Telaby stap anamyesabsao Soloom Rl GG sebehnn Dol st
langgal serah leanma tdidam Pasal 5 ooy 2 boral o ode alos, maka Phak Pecdoama akan
membeslahukan (entang hol tersebul keposla Pibak IKedon don FPale sy Kedos waji menanmans
Lerdasarkan Banta. Acina Serab Term o dengaon [elap roessiesiin l\L,.mle.rn_’-‘kn_...1,",1_':"

pemboyaran menurul Pergangian ini. ﬂl
. ~f
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) Pitsal 4
' Keterlambatan {Kelalaian) Pembayaran dan
P Urulan Pembayacan Balam Mal Kcterlambatan Pembayaran

Segala akibal hukum yang timbul karena pembayaran yang ldak ddakukan mengrut Lelentuan
dalam Peranjian ni merupakan sisike can langgung jawab Pihak Kedua.

Jikit Pihak Kedua lalai alau lidak membayar angsaran danfalau ke'.'l.fajibnn pembayaran lainnya
berdasarkan Perjanjian ini pada waklu dan jumlah s-ang tclah dilentukan, maka Pihak Kedua wajib
membayar kepada | ihak Perlama denda sebesir « % (empal persen) per bulan yang dihilung dari
juiesit angsuran mgupun kewgpban pembeyiran lainnya  yang terlambal  aleu  kurang
prmbayamnnya. '

Apatnla lerdapal pembayaran yong dilakukan bdak sesuar dengan deltar jadwal pombayaran

oG pun Yaridon ML G AN iam berdasarkan Pornanpa:n el maxa , untiek

pembayaran-pembayaran beonkuinya akan diperh tungkan dengan urutiin pembayaran sebagas

berikul:

a. denda ketertambalan;

by biaya-biaya. lermasuk biaya adminislrasi, Biaya Pemeliharaan dan Baya Penggunaan, seila
kewajibar pembayaran lain berdasackan Pedanjian ini;

¢ nominal angsuran. i -

J4ika Pihak Kedua Ialai alau lidak mcmbzui'ar ang suran, denda_:biaya-biaya dan/atau kewajiban

pembayaan lain selama 30 (tiga puluh} hard kalendec lerhitung seiak tanggal (aluh lempo

pembayaran, maka dengan lewsatnys waktu, saja teial memberikan bukli yang cukup bahwa Pihak

Kedua (elah melalaikan kewajibannya kepada Piha < Perlama berdasarkan Perjanjian ini, sehingga

ndak diperlukan lagi peringatan alau somasi apapun dan tanpa diperlukan oulusan dari pengadilan,

dan Fihrk Perlama berdasarkan kelalaian Fihak Kedua lersebul berhak rmnembalalkan Perjanjian

wn secara sepihak serfa berlaku sanksi pembalalen. sebagaimana dialur dalam Pasal 14 ayat 2

[Perpaapian ng,

Apabia pembayaran dilokukan melalut bark dengar fasiitas kredit (KPRIKPAIKPK) dan kemudian
Lt Filiak Kedua wanpresiasi danfalau lalan dala'n melaksanakan Kewapbannya lerhadan bank
yang Lerakibat mbuinya kewajibnn bagi Pilak Perama unluk mielakukan pambayaran sisa hutaing
f2hak Kedua kepada bank, maka Pihak Perlarra berhak membaialkan Feranjian ini secara
sepihar dan berlaku sanksi pembpatalan, sebagaimana dialur dalam Pasal 14 ayat 2 Penanjian i,

Hpabuda pembayaoon dilakukan oleh bank dengan menggunakan fashilas kreon (KRRACEPAKPE)
Al mauaa puhak ketigo (selanjuinya pihak keligs dimaksud akan disebut g "Debiar’) ying
theclupe oloehe Paingk Poeriama dan kemudhan harl Debitur wanprestase dard’elou lalan dalam
poelat e Kesapibnoaya tahadop bank yang berabbat mbulnyd Rewapban bage [Mhak
Proama untas maeiakukan gemboyaran sisa hutang Debitur kepada bank, maho Pk Kedua
cusnyaiue apabein Pihak Pernama membalolkan E'erjanjian ini secara senthak dan berlaku sankst
Prnbaiainn cebagaimana diatur dolam Pasal 14 zyat 2 Perjanjian ini,

Pasal Z.
Pembangunan dan Penyerohan

2k Petarmna began) untuk melaksanakan pembangunan alas Rumah Susun menurut gombar
ddenah bangunan dan spesifikasi yang dilandaliingani oleh kedua belah pihak sebagaimana
Lamprran 2 dan Lampiran 3 Perjanjian ini dan sesu ai pula dengan peraluran perundang-undangan
yang berlaku, ermasuk ketenlsan mengenai lata L #rlib pembangunan tumah susun dalam wilayah
LW Jukarla

Elalam hal terade perubnhan atas Jelakflokas  danfatau peruntukan danfolau luas  {yang
Lizadsigmbiknn) oths Satuan Rumah Susun karena perubahan, pemingkatan alou perbakan
Faalilas  penyesuwan danfalau perubahan atac strukivdifkonstruks, arsilekiue, meechamcal &
wagrreenng (MELY, desain gombar proyek/lay out penalaan/pencmpalan/peruntukan alas Rumah
Swsun dan/itau Salwan Rumah Susun karena sebab alau alasan apapun {lermasuk karena
ctlanya sualy perebaban peraturan bukum atau izin!per:;elujﬂlan yong berlaku}, maka Lerlaku
ktenluan: gi"'!"iizcxk Kedua berhak untuk minta pembatplon Bogjanjian ini kepada Prihak Perlama

—iHL
1 - el

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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“Tanab Bersame” adalah sebidang onale yang dejenanon o b Bat bersoma secara lidok
teegisaly divnaodt Rumigh Gusun teerdint dan citataphan batimng o dalar Parelaan

“Tatp Terlihy Penghunizn” Locart Wata el penghiawan vy, Menor st an oleh Piak Periamn
sebagai pengelotd semeniara Rumah Sutusy

2asal 2
Obycek Perjanjian

Fledud Lot L hok dengan inoanlitg mengibackar bt unluk nanlinva seg ra setelah
vevapban-kowapban yang dunaksud dalam Pasat 3 dan Poecd S Penappan im dipenuti alau
Jlaksanaeas oleh masieg-masing pihak, maka Pdak Perlos.
s2pas) Mmak Yedua yang dangan i Pihal Kedua akan moms:

(5G] st

r akan menjual dan menyozrahkan
ok don menenma penyerghan atas
Sanaan Rumat Susun dengar: jenis, apaifichas -ian beas sebagaimana dimaksud
calam butr 3 Oata-Ouia Peanpan dalam Lampican 1 Py @u

Hak Milik alas Sawan Rumah Susun meapuin dan merypakan sstu kesatuan dengan hak alas
Bagian Bersama. Benda Bersarma dan Tanah Bersama sasum dangan Nilaim Perbandingan
Proporsionalnya. B '

Luas Satuan fumalb Susun adatalh luas yang {eetera dalins Sedgekal Hak dilik Alas Satuan
Rumah Susun dan apabdy tardapat perbedaan leas antara uas yang lercanlum-dalam Penanjian
ini dengan luas dalam Sertipikat Hak il Alas Salwan Rumah Susun, maka Kedua belah pihak
Satupt i wepakal uidur idak mengadakan Kiarn {luntutan atou gugatan) apapun.

Untuk penginiungzn iaya Pomebbaraan, sedua belah pihak sctopo unioX unduk Kepadas lans yiong
Lereantutn dalon Pogangian i

Pasal 3
Hlarga Pengikatan Oon Cara Pembayaran

Harga pengkalan ual-bel alas Saivan Rumal Susun adalab sebagawnandg dalam batie 451
Daia-Data Peranpan dalam Lompiran 1 Pesjanpan ni (selamut~ya disebul "Harga Pengikatan’).
wang pembayorannya wiopb dilakukan o 2h Pihok Kedua dengan cara scbhagmmana dilenlkan
elalirn Bue 3 b Dada-Daln Periangian dal an Lamgran 1 Pooganpanan

Harga Pongikistan datam Pasad 3 ayal 3 o atos sudah tuimasus iaya-bioya scbagaimaoa
chinntukan dalam e d o Data-0ala Pe janpon doatan Camsgaran T Pecgania o,

S e D g e sy et i it de ey Pt B T o G noR ety bdok lorbatas
Tl e el annun et e ko el e s sl ed Dty Dala Panonpnn dalism Lomgaran

Dattnua pernboyaian wapts dilbkukan sogura penul anga putongan apapun dan dilihsanakan
Langsanng rerpirda dan ¢ Ronlor 2T 12120 0ANT SUKSES ABADY (Mhaik Pertamy) atou tempat lain
sang des Lk an rennadhan oleh P PRADANE SURSES ABADI (Fhhox Mertama) .

P et e lananan Penanpan oo ok Kedua o wph maeoyerihhan kepada Fibak
Pl Sabvet Garoebebyet g dengan B nggal mandur sesu doengan jumiah dan waklu (tangaal]
angsaran sshagamuna dalam daltar jaden! pembayaran dan selureh bityet giro wapb dibuat olas
nama P21 PRADAMI SUKSES ABADI

St jennbayaran dungan ek alau Uyt geo hanya dignggop sobagi pembayaran yong sah,
apvabiba sty dansoya qelahe diterer g dengan baik dan sebagaimona meshinga oleh Pihak
othar ot gotun i Fiak Kedua akon raeneima bukb pambayaran (suitanst) resme dars Pihal

Portama Beepa adodasirias bank berk: 1o dengan ¢ars pembnyaan lersebut meropakan beban
Py et

Seusp penulakan atas cek atu bilyel girg yany dikeluarknn Mhak Kedua, maka Pihak Kedua

dihenakan iaya sebasar Bp 100,000 (ierntos nbu copiab) ditambah biaya melerai sampo
pembayarn lunas dilanggung oleh Piok Kedoa, . '

Upaya penyelesaian..., Dwiana Anugrahwati, FH Ul, 2010.
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/ asuransi (lidak lermasuk azuransi unluk boraag-baiang atau isi Satvan Rumoh Susun),

o]

im

pembersihan, pengelolaan. perbaikan-perbaikan, jumtah dan biaya-biaya mana akan dilenlukan
dan diberitohukan oleh Pihak Perlama {sebagai pengelola sementara scebelum lerbenluknya
Perhimpunan Penghuni) kepada Pihak Kedua esuai densjan luas Saiuan Rumah Susun. Biaya
Pemelthargan yang diaiokasikan uniux barang atau jasa yebg bersdal sehari-ban akan disebul

““luran Pengelolaan®, sedangkan Biaya Pen eliharaan yang dialokasikan unluk cadangan

pengeluaran yang besar seperli parbaikan liff. pengecaian gedung, penggantian gensel akan

“discbut “Sinking Fund™,

|
“Biaya Penggunaan® berani setiap pengeluatan, 'agnan dan biaya lain berkenaan dengan
penggunaan dan pemakaian [asilitas-lasihlas s Satuan Rumah Susun sesuai dengan silal
pemakaiannyd. Wermoasuk ielapi Gidaw terbatas §ada taghan Lagihan tefpon, Gstrik, alr dan lempal
parkir,

i 1o~ Bersama” bararh hak yooy dimuhb secirn wornea-seamd oleh p2ea 2emilik Salwan Rumah
Susun pada Rumah Susun yang ierthiri dari Bagan Bersama, Benda Bersoma dan Tanah
Barsama

I-targa Pengikalan” berarli sejumlah vang yon ) hoius dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Perlama untuk pembelian Satuan Rumah Sust n. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal 1
Perjanjian ini.

“Milai Pcllrhandingan Proporsional” berarit angk: yang menunjukkan lperbalmzjingam antara Saluan
Rumah Susun lerhadap hak atos Bagian Becsa:sa, Bernda Birsama dan Tanah Bersama, dihitung
berdosarkan luas satuan rumah susun yang borsiangkulan terhadap jumiat luas seluruh Rumah
Susun.

“Perhimpunan Penghuni® beracli paraimpunan yara peaghuni Rumalh Susun sebagaimana akan
ditenrukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraluran yang berlaku.

“Perelaan”™ berarti sualu penjelasan mengenal balas-batas dalam Rumgh Susun dan
hngkungannya yang dinyatakan dalam bentuk gambar dan uralan yang theahkan oleh instansi
leknis yong berwenang.

“Rumah Susun™ berart Ruinah Susun scbagainana dunaksud dalam bulr 3 b, Data-Dala
Pedanjpian dalam Lampiran 1 Perjanean ini yar g merupakan suatu bangunan gedung berlingknt
yang dibangun dalam sualu lingkungan yang lerbagi dalam Lagian-tagian yang distruklurkan
secarn fungsional dalarn arah horizonlal mauun vertkal dan merupakan saluan-satuan yang
rdramemasingg dapnt denibka o hiqunnkon secasa wepesah yang dlengkapi dengan Bagion
ooy Bendta Barzama dan Fanah Bersamg, Qas hosihvosatedaias o Kol Regancy.

ot e Digeeen T Flecanmatan mlunnang Feogeran V0 g Jo-amta Saelanan Daeeoens Khuanos

Pk sy o T R a No b dakarta setbalan 1070

“Satwan Humah Susun” berash saiuan rumah susun o Rumah Susun, yang lelah dipdds dan
dimaksudran  untuxk  dibell oleh Piink Kcdua dari Pihak  Pertama. yang :-lujuan  dan
penggunaan/paeruntukannya sebhagamana dimitksud dalam bulir 3 a Dala-Data Perjonjran -dalam
Lampran Todan menjadi obyek: dai Podgaopan me dan mempakan Satuan Rumah Susun
schagaimana diatur dalam Undang-Undang domar 16 [ahun 1985 1entang Rumah Susun dan
peraturan pelaksanaannya {benkut peraluran ‘perubahannya dr kemodian hari), sebagaimana
diuraikan datam Pasal 2 ayal 2 Penanjian im.

“Serlipkat Hak Milik Aths Sawian Rumah Susen” herarl secigpkal sebagan alal pembuktian yang

Kual. yang merupakan alat bukti hak milk alas s 1luan rumah suson yang merupakan satu kesaluan

Lrdak terpisahkan dan dyibid dafinen sate sampul dokamen, yang lerdin alas

i Salnan Buku Tanah dan Surar Ukur alas Hak Tanah Bersama,

i Gambar Denah Tingral Rumsa Soesun yong bersanglkulan, yang maenanuRkan etax Satuan
Rumah Susun yang dumdik,

i, Perlelaan mengenail besarnya bagian hak tas Bagan Bersama, Benda Bersama dan Tanah

Bersama

2 L T R T FTTI NP
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PERJAMJIIAMN PENGIKATAN JUAL G LI
SATUAN RUMAH SUSUN
Dl KALIBATA REGENCY

No. 00nooiol

'eoanpan Pengikatan Jual Beb (CPeaanjian” i dibual pada laagy.a:
alab dan antara Pihak Pariama (sebagaimana dimaksud datim bue U Datas D.‘lh Perjanjian pat
Lampiran 1 Penonpdn el dan Bhok Kedua (sebagaimang dorosaudd Jalane b 2 Data-Data

(&)

Parjanjian porda Lenapean P vy s

meciia belah pihak terlebin dulo menerangkan s2bagai benRul.

- Balwa Pinak Perioma adalah pbrusahain peagembang yong okan/sedanyilelah membangun
bangunan-bangunan Rumah Susun di atas bidang tanah yang tarlelak d ngkungankawasan
Kalwala Regency. Kelurahan Quren Tiga, Kecamalan Mompang Erapaian, Wilayah Jakaria Selalan,
setempal dikesal sebaga “Kalibaly Regency 7, Jalan TMP Kalibata Mo, 1, Jakarta Selalan 12750 dan
beaniksud untuk menpeal Saluan Rumah Susun dari satab satu Rumah Susun di Kalibaa Regency
lersebul menurul satuan vang lelah dilentukan lokasidan luasnya

1ahesn Pilok Kodua Derominal sntul maembel dan BPihok Penams ceel Satunn Fiemals Susen poda
salahe saly Languoan Raman Susun de Walbala Regoncy, L2bhadamana ceaabsn! daliam
Preranpaninm

Bahwea satu dan nncial karena jual bel di nhdapan Peiabal Pemboat Ak Tanah yanng baneenang
belumn dapat dilakokan oleh kedua belat pshak, maka kedal polabh ohak hendak membual
seranpan Peagikatan Joal Bele CPoeganpan’) atas Satuan Rurman Sosse- dunakaasd

PhadamnrEan hal Teeacbul dboaboes Redoo belabype ol dengan in Bade s-2ons atuniu oot Peopopan
s alernean Dhalay Dt Plarpapan doban Lomprr v VPPt i -1y Deern b 1 il Sydlg il Jdan
Petentudn-Relnentiunn eesebei g Gawaboi

Pasal 1
yerfioii

B T R I e O M L R IR Y B RIS L% B B Mot L NIRRT AN T LA T N T T
P I [- L AT S A RN I
a0 TAR g arare D T ey oo dasaar et P s e as Dby et dnan

athu pernobaiinmgn

b "Angagarn Paooaah Toss oo ool aungeres sen it foe i Porhemaan Fan o lemgos

e et ooy it v,

v "agin Bersama™ ovlalah Baguan Pume b Sesan yang eaese o socara bdak inrgesiah o unfok
pemakman bersomg datoen kesatoon fungodengan sptuan-, ahan ragmah susun

b "Bendd Bersama” odadab benda yang Dukan merupakan bacoaoy o Boumatt Sasun g el tiehka
. | 1
Dorerng e edak Gerpneadvunieh jremas oo easimn

Thombor Ao Dsedadt Deeresny Bresrarrle e Doraste wnidn et oot Lo v ity e iy e e bat b

Pbok P Repee Lo bk Ioedos

! TRy Pemchboraan” bernte et pedspehor o Dyagdan e Boepon Bersany dan aton Rearta

Pieecs ooy dansatae Loy [eesaria enmaash webaps dndeh brnocae pada Ligehan 1._‘1\';4“.\!1 btk !

(1 g
, o
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